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IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 disusun
dengan analisis yang cermat memuat harapan (ekspektasi) pelanggan internal,
eksternal dan stakeholder; kemudian diikuti dengan analisis lingkungan internal
(kekuatan, kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang, ancaman); yang
biasa disebut dengan analisis SWOT.

2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 memuat isu
strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
kesehatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara
dan bersifat indikatif.

3. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mendukung Visi dan Misi
Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mempunyai peran dan berkontribusi dalam
tercapainya misi kabupaten utamanya misi kelima yaitu “Mewujudkan Kemartabatan
Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Dan Kualitas Pelayanan
Dasar” maka Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara harus menyelenggarakan
pelayanan kesehatan yang profesional dan paripurna.

5. Berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategik, dihasilkan faktor-faktor
kunci keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara untuk 5 (lima) tahun
mendatang  yang diformulasikan sebagai berikut :
a. Adanya kemampuan UPTD dengan sarana dan Prasarana yang cukup memadai

untuk mengantisipasi meningkatnya kualitas pelayanan institusi  kesehatan di
dalam maupun di luar kabupaten

b. Adanya peraturan perundang-undangan untuk memenuhi tuntutan pelaksanaan
Good Governance

c. Terlaksananya sistem manajemen  peningkatan mutu pelayanan  kesehatan dan
sistem informasi kesehatan yang memadai untuk memenuhi tuntutan good
governance serta mengantisipasi meningkatnya kualitas pelayanan institusi
kesehatan di dalam maupun di luar kabupaten

d. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan yang handal untuk mewujudkan
Banjarnegara sehatagar masyarakat terbebas dari ancaman penyakit, pencemaran
lingkungan dan kecelakaan dengan memanfaatkan dukungan dana yang ada

e. Peningkatan kemampuan UPTD dengan memanfaatkan komitmen masyarakat
yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan

6. Dengan mempertimbangkan Misi Kelima Kabupaten Banjarnegara, maka faktor kunci
keberhasilan digunakan sebagai dasar penetapan tujuan, sasaran dan strategi
(kebijakan, program, kegiatan) tahun 2017 – 2022 yang digunakan sebagai acuan dan
pedoman bagi segenap komponen/jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun rencana kegiatan
tahunan.
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KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut,
pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan
makin bertambah berat dan kompleks. Lebih dari pada itu, peran aktif masyarakat dalam
pembangunan kesehatan menjadi sangat penting. Untuk melaksanakan pembangunan
kesehatan yang berkesinambungan dan terencana dengan baik sesuai dengan situasi,
kondisi dan kemampuan, maka perlu disusun suatu Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun
ke depan. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBannjarnegara Tahun 2017 - 2022

Kehadiran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 2017-2022
menggantikan Renstra yang lama. Walaupun secara substansial tidak banyak perubahan,
tetapi bersifat melengkapi dan melanjutkan program-program yang sudah disusun pada
Renstra yang lama sehingga tercipta pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Rencana
Strategis sebagai pedoman bagi pembangunan kesehatan 5 (lima) tahun ke depan
hendaknya selalu menjadi acuan dalam hal perencanaan, proses dan evaluasi pembangunan
kesehatan di Kabupaten Banjarnegara. Program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana
Strategis ini menjadi acuan pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang
dilaksanakan setiap tahun.

Dokumen Renstra ini dapat diadakan revisi menyesuaikan dengan Kebijakan baru
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupateen Banjarnegara
yang disusun sebagai pijakan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sesuai
dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

Sebagai sebuah dokumen yang penyusunannya memerlukan waktu, tenaga dan
sumber daya yang ada,  kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangan ilmu, moral
dan material demi terwujudnya Renstra ini.

Semoga Allah Yang Maha Penyayang selalu melimpahkan rakhmat dan hidayahNya
serta memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita untuk selalu menerapkan nilai-nilai yang
telah dirumuskan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan Kabupaten Banjarnegara
dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten 2017 - 2022 ini.

Banjarnegara, Desember 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

AHMAD SETIAWAN
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang
bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia,
baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan
dukungan Sistem Kesehatan Nasional yang tangguh. Di Indonesia, Sistem Kesehatan
Nasional (SKN) telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor
72 tahun 2012. SKN tersebut telah berperanan besar sebagai acuan di bidang
Kesehatan, penyusunan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
dan juga sebagai acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arah
pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia
Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN
2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2)
meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
(4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia
Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga
kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma
sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar
paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam
pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2)
penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses
pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko
kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi
perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kesehatan Tahun 2015–2019
Menteri oleh Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015, sejalan dengan
adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional maka di tingkat kabupaten perlu dibuat suatu Rencana
Strategis Perangkat Daerah (yang selanjutnya disebut Renstra-PD) yang dapat dijadikan
sebagai pedoman dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan Rencana Strategis
sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota perlu menyusun Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara merupakan
bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama mengenai
pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara merupakan bagian yang tak
terpisahkan dan bersifat menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Banjarnegara 2017 - 2022, khususnya yang berhubungan dengan
bidang kesehatan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten.
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Gambar 1. 2 Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1. 3 Hubungan RENSTRA dengan Dokumen RPJMD

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

12.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kabinet Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 75 tahun 2014 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;

17.Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Standar  Pelayanan  Minimal Bidang  Kesehatan  di Kabupaten/Kota;

18.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/52/2015
Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

19.Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/781/B.1/I Tanggal : 24 Agustus 2016
Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD

20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 28);
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22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-
2025.

24.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031.

25.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana
Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 –
2022

26.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

27.Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Banjarnegara tahun 2017 – 2022 adalah sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara 2017
- 2022, terutama dalam rangka mewujudkan Dinas Kesehatan Kabupaten
Banjarnegara agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian
masyarakat di bidang kesehatan. Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan
untuk mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dalam
melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dalam pembangunan kesehatan,
meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
dalam rangka mewujudkan good and clean governance. Disamping itu sebagai
kerangka serta arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam
pencapaian Visi, Misi, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur
pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan pada akhir tahun anggaran.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Banjarnegara tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara ke dalam
tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan daerah bidang kesehatan
tahun 2017-2022;

b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan
dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan
rencana kerja lima tahunan.

c. Menjabarkan instrumen pengukuran kinerja dan kebijakan sesuai skala prioritas
dalam melaksanakan pembangunan kesehatan daerah di Kabupaten
Banjarnegara.

d. Menjabarkan program-program pembangunan kesehatan daerah serta rencana
kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang
kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan alokasi pembiayaaan
dalam kurun waktu lima tahun ke depan

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017
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Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuatLatar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan
Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuatTugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber
Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan
Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

1. Lampiran-lampiran

2. Indeks.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. KEDUDUKAN

Keberadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten
Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas;

2) Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Informasi; dan

b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;

3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga; dan

c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;

4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

c. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

5) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan;

b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

6) UPTD; dan

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai
berikut :

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok :

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR  62  TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA
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2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya
kesehatan;

3) Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;

4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya
kesehatan;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya
kesehatan;

6) Pelaksanaan fungsi  kesekretariatan dinas;

7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

8) Pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang
ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan,
dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian,
pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

b. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1) Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;

2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan
Dinas Kesehatan;

3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas
Kesehatan;

4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
lingkungan Dinas Kesehatan;

5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Kesehatan;

6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);

7) Penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kesehatan;

8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Informasi; dan

2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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1. Sub Bagian Program dan Informasi

Sub Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan
informasi kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Program dan
Informasi mempunyai fungsi :

a) Menyusun rencana dan program kegiatan sub bagian program dan
informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan;

d) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

e) Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Sub Bagian Program dan Informasi sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

f) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

g) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian
Program dan Informasi dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;

h) Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang
ditetapkan;

i) Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU),
Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

j) Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

k) Menyiapkan bahan pengelolaan informasi kesehatan;

l) Menyiapkan bahan usulan pencairan anggaran baik di lingkup sekretariat,
bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku;

m) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

n) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
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o) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
bidang pengelolaan keuangan, ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan,
kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas
Kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a) Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum
dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d) Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sebagai
dasar pelaksanaan tugas;

e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

f) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

g) Menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka pencairan
anggaran, pengelolaan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban
keuangan;

h) Melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat-menyurat,
kearsipan dan dokumentasi;

i) Melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola barang
inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan prasarana,
pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;

j) Melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, kehumasan, hukum,
kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;

k) Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala,
pemberhentian/pensiun, karis/karsu, taspen, pengiriman peserta diklat,
ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, tugas belajar/izin belajar dan
administrasi kepegawaian lainnya;

l) Menyiapkan sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat
dinas maupun penerimaan kunjungan tamu dinas;
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m) Melaksanakan koordinasi kegiatan pengamanan kantor, kebersihan dan
pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih
dan nyaman;

n) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

o) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

p) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Tugas Pokok

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang

pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

dan rujukan, kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita,

kesehatan remaja dan lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur,

perbaikan gizi dan institusi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok

masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah serta

pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat.

b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan

ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan remaja dan

lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur, perbaikan gizi dan

institusi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat,

organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah serta pembiayaan

dan jaminan kesehatan masyarakat;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan

ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan remaja dan

lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur, perbaikan gizi dan

institusi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat,

organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah serta pembiayaan

dan jaminan kesehatan masyarakat;
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3) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP),

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan ibu hamil, ibu bersalin

dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan remaja dan lanjut usia, pasangan

usia subur dan wanita usia subur, perbaikan gizi dan institusi, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pemberdayaan masyarakat bidang

kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya

masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah serta pembiayaan dan jaminan

kesehatan masyarakat;

4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan

ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan remaja dan

lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur, perbaikan gizi dan

institusi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat,

organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah serta pembiayaan

dan jaminan kesehatan masyarakat;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan Upaya

Kesehatan Perorangan (UKP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan,

kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan

remaja dan lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur, perbaikan gizi

dan institusi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat,

organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah serta pembiayaan

dan jaminan kesehatan masyarakat; dan

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan

3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan Upaya

Kesehatan Perorangan (UKP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan,

kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, kesehatan bayi dan balita, kesehatan

remaja dan lanjut usia, pasangan usia subur dan wanita usia subur serta perbaikan

gizi dan institusi.
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Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
mempunyai fungsi :

a) Menyusun rencana dan program kegiatan seksi kesehatan keluarga dan gizi
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d) Menyusun konsep kebijakan teknis Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

f) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

g) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan
dengan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

i) Melaksanakan pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan rujukan;

j) Melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas;

k) Melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan bayi dan balita;

l) Melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan remaja dan lanjut usia, pasangan
usia subur dan wanita usia subur;

m) Melaksanakan perbaikan gizi dan institusi;

n) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja
bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

o) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

p) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang
pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan Olahraga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi :

a) Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan
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dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d) Menyusun konsep kebijakan teknis Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

f) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

g) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan
dengan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i) Melaksanakan pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan

j) Melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan lingkungan;

k) Melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan kesehatan kerja;

l) Melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan olahraga;

m) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja
bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

n) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

o) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat,
organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah serta pembiayaan
dan jaminan kesehatan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Promosi dan Pemberdayaan
Kesehatan mempunyai fungsi :

a) Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan
Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
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c) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d) Menyusun konsep kebijakan teknis seksi promosi dan pemberdayaan
kesehatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

f) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Promosi dan
Pemberdayaan Kesehatan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;

g) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan
dengan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

i) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh
daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia
usaha tingkat daerah;

j) Melaksanakan pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;

k) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja
bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

m) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Tugas pokok :

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas perencanaan
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa.

b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
menyelenggarakan fungsi:

Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

a) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

b) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

c) Menyusun konsep kebijakan teknis bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan
dan pengendalian penyakit menular serta pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwasebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
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d) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

e) Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

g) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan
dengan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular serta pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h) Mengarahkan pelaksanaan surveilans;

i) Mengarahkan pelaksanaan imunisasi;

j) Mengarahkan pelaksanaan pencegahan penyakit menular;

k) Mengarahkan pelaksanaan pengendalian penyakit menular;

l) Mengarahkan pelaksanaan pencegahan penyakit tidak menular;

m) Mengarahkan pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular;

n) Mengarahkan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa;

o) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja
bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

p) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

q) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai
wujud pertanggungjawaban;

r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Surveilans dan Imunisasi
mempunyai fungsi :

1) Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
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3) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

4) Menyusun konsep kebijakan teknis Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

6) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Surveilans dan
Imunisasi dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

7) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

8) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan
dengan Seksi Surveilans dan Imunisasi guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

9) Melaksanakan surveilans;

10) Melaksanakan imunisasi;

11) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja
bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

12) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

13) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular mempunyai fungsi :

a) Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d) Menyusun konsep kebijakan teknis Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

f) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular dalam melaksanakan tugas agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;
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g) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan
dengan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i) Melaksanakan pencegahan penyakit menular;

j) Melaksanakan pengendalian penyakit menular;

k) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja
bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

m) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :

a) Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d) Menyusun konsep kebijakan teknis Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

f) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

g) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan
dengan Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i) Melaksanakan pencegahan penyakit tidak menular;

j) Melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular;
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k) Melaksanakan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa;

l) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja
bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

m) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

a. Tugas Pokok :

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas
perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penerbitan izin rumah sakit
kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah, izin praktik dan izin
kerja tenaga kesehatan, izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, izin
usaha mikro obat tradisional (UMOT), izin produksi makanan dan minuman pada
industri rumah tangga, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan
rumah tangga, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan
untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP)
Daerah serta pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah
tangga.

b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
menyelenggarakan fungsi :

a) Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya
kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d) Menyusun konsep kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan
alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatansebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f) Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

g) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan
dengan bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan serta
sumber daya manusia kesehatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas;

i) Menyusun konsep penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat daerah;
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j) Menyusun konsep penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan
optikal, izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) serta izin produksi makanan
dan minuman pada industri rumah tangga;

k) Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan sertifikat produksi alat
kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga
(PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;

l) Melaksanakan pengawasan post-market produk makanan-minuman industri
rumah tangga;

m) Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan izin praktik dan izin kerja
tenaga kesehatan;

n) Melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan
untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan
(UKP) Daerah;

o) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja
bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

p) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

q) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai
wujud pertanggungjawaban;

r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan;

2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Pelayanan Kesehatan

a. Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan izin rumah
sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah;

b. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan
fungsi :

a) Menyusun rencana dan program kegiatan seksi pelayanan kesehatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d) Menyusun konsep kebijakan teknis seksi pelayanan kesehatan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;
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f) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi pelayanan
kesehatandalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

g) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

h) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang
berkaitan dengan seksi pelayanan kesehatan guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

i) Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan izin rumah sakit kelas
C;

j) Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan izin rumah sakit kelas
D;

k) Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat daerah;

l) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

m) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan
izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, izin Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT), izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah
tangga, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu
perusahaan rumah tangga, serta pengawasan post-market produk makanan-
minuman industri rumah tangga;

b. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
menyelenggarakan fungsi :
1) Menyusun rencana dan program kegiatan seksi kefarmasian dan alat

kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

3) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

4) Menyusun konsep kebijakan teknis seksi kefarmasian dan alat kesehatan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;
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6) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi kefarmasian
dan alat kesehatan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

7) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

8) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang
berkaitan dengan seksi kefarmasian dan alat kesehatan guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

9) Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan izin apotek, toko obat,
toko alat kesehatan dan optikal;

10) Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan izin Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT);

11) Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan izin produksi makanan
dan minuman pada industri rumah tangga;

12) Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan sertifikat produksi alat
kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;

13) Melaksanakan pengawasan post-market produk makanan-minuman
industri rumah tangga;

14) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

15) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

16) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan
izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan serta perencanaan dan
pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah;

b. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
menyelenggarakan fungsi :

a) Menyusun rencana dan program kegiatan seksi sumber daya manusia
kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan jabatan dan kompetensinya guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d) Menyusun konsep kebijakan teknis seksi sumber daya manusia kesehatan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

f) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi sumber
daya manusia kesehatan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;
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g) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

h) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang
berkaitan dengan seksi sumber daya manusia kesehatan guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i) Menyiapkan bahan penyusunan konsep penerbitan izin praktik dan izin
kerja tenaga kesehatan;

j) Melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia
kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah;

k) Melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia
kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah;

l) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

m) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam

menunjang tugas pokok Dinkes.
b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
e. Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. UPT Puskesmas

No. Nama Puskesmas No. Nama Puskesmas
1. Puskesmas Susukan 1 18. Puskesmas Banjarmangu 1
2. Puskesmas Susukan 2 19. Puskesmas Banjarmangu 2
3. Puskesmas Purworejo Klampok 1 20. Puskesmas Wanadadi 1
4. Puskesmas Purworejo Klampok 2 21. Puskesmas Wanadadi 2
5. Puskesmas Mandiraja 1 22. Puskesmas Rakit 1
6. Puskesmas Mandiraja 2 23. Puskesmas Rakit 2
7. Puskesmas Purwanegara 1 24. Puskesmas Punggelan 1
8. Puskesmas Purwanegara 2 25. Puskesmas Punggelan 2
9. Puskesmas Bawang 1 26. Puskesmas Karangkobar
10. Puskesmas Bawang 2 27. Puskesmas Wanayasa 1
11. Puskesmas Pagedongan 28. Puskesmas Wanayasa 2
12. Puskesmas Banjarnegara 1 29. Puskesmas Kalibening
13. Puskesmas Banjarnegara 2 30. Puskesmas Pejawaran
14. Puskesmas Sigaluh 1 31. Puskesmas Batur 1
15. Puskesmas Sigaluh 2 32. Puskesmas Batur 2
16. Puskesmas Madukara 1 33. Puskesmas Pagentan 1
17. Puskesmas Madukara 2 34. Puskesmas Pagentan 2
18. 35. Puskesmas Pandanarum

b. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

c. UPT Gudang Farmasi
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BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANJARNEGARA

C. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. SUMBER DAYA KESEHATAN

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) merupakan salah satu sub sistem
dalam sistem kesehatan nasional yang mempunyai peranan penting dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya dan pelayanan
kesehatan. Upaya dan pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral tinggi, keahlian dan berwenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan.

a) Jumlah Tenaga Kesehatan

Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan
dan tenaga Non kesehatan. Tenaga kesehatan di kelompokan menjadi beberapa
rumpun dan sub rumpun. Rumpun tenaga kesehatan menurut Undang-Undang
nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 adalah tenaga medis,
tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga
kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga
gizi, tenaga keterapian fisik,tenaga keteknesian medis, tenaga teknik boimedika,
tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
pusat kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

Sub Bagian
Program dan Informasi

Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Kepegawaian

Bidang Kesehatan
Masyarakat

Bidang Pelayanan dan
Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Seksi Promosi dan
Pemberdayaan Kesehatan

Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi

Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olah Raga

Seksi Pengendalian
Penyakit tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa

Seksi Surveilans dan
Imunisasi

Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Menular

Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Seksi Pelayanan
Kesehatan

Seksi Kefarmasian dan
Alat Kesehatan

UPTD

Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 63 Tahun 2016
Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara

SekretariatKelompok Jabatan
Fungsional

Kepala

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
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perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif
dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
di wilayah kerjanya. Untuk mendukung fungsi dan tujuan puskesmas di
perlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun
tenaga penunjang kesehatan.

Pada peraturan yang sama di pasal 16 ayat 3 di sebutkan bahwa minimal
tenaga kesehatan di puskesmas terdiri dari dokter atau dokter layanan primer,
dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan
lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga
kefarmasian. Sedangkan tenaga penunjang kesehatan harus dapat mendukung
kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan
operasional lainnya.

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan Puskesmas dihitung berdasarkan
analisis beban kerja dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah
pelayanan yang di selenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya,
karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerjanya, dan pembagian waktu
saja.

Pada Puskesmas non rawat inap, minimal jumlah dokter yaitu satu orang,
sedangkan pada puskesmas rawat inap minimal jumlah dokter dua orang, baik
pada perkotaan, perdesaaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil.
Terdapat 6 Puskesmas yang tidak memiliki dokter yaitu Puskesmas
Purwanegara 2, Bawang 1, Pagedongan, Banjarmangu 1, Rakit 1 dan Rakit 2,
disebabkan dokter sebagai Kepala Puskesmas. Rincian lengkap mengenai
Puskesmas dengan jumlah dokter dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Data Keberadaan 9 (sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan
di Puskesmas Tahun 2017

NO PUSKESMAS DR. DR.
GIGI

TENAGA
KESMAS BIDAN

TEN
AGA
GIZI

SANIT
ASI

PERA
WAT

KEFARM
ASIAN

AHLI
TEKNOL

OGI
LABORA
TORIUM
MEDIK

1 SUSUKAN 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

2 SUSUKAN 2 ADA ADA ADA ADA ADA

3 KLAMPOK 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

4 KLAMPOK 2 ADA ADA ADA ADA ADA

5 MANDIRAJA 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

6 MANDIRAJA 2 ADA ADA ADA ADA ADA ADA

7 PURWONEGORO 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

8 PURWONEGORO 2 ADA ADA ADA ADA

9 BAWANG 1 ADA ADA ADA ADA

10 BAWANG 2 ADA ADA ADA ADA ADA

11 BANJARNEGARA 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

12 BANJARNEGARA 2 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

13 PAGEDONGAN ADA ADA ADA ADA

14 SIGALUH 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

15 SIGALUH 2 ADA ADA ADA ADA ADA ADA

16 MADUKARA 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA
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NO PUSKESMAS DR. DR.
GIGI

TENAGA
KESMAS BIDAN

TEN
AGA
GIZI

SANIT
ASI

PERA
WAT

KEFARM
ASIAN

AHLI
TEKNOL

OGI
LABORA
TORIUM
MEDIK

17 MADUKARA 2 ADA ADA ADA ADA ADA ADA

18 BANJARMANGU 1 ADA ADA ADA ADA ADA

19 BANJARMANGU 2 ADA ADA ADA ADA

20 WANADADI 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

21 WANADADI 2 ADA ADA ADA ADA ADA

22 RAKIT 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

23 RAKIT 2 ADA ADA ADA ADA

24 PUNGGELAN 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

25 PUNGGELAN 2 ADA ADA ADA ADA ADA

26 KARANGKOBAR ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

27 PAGENTAN 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

28 PAGENTAN 2 ADA ADA ADA ADA

29 PEJAWARAN ADA ADA ADA ADA ADA ADA

30 BATUR 1 ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

31 BATUR 2 ADA ADA ADA ADA

32 WANAYASA 1 ADA ADA ADA ADA ADA

33 WANAYASA 2 ADA ADA ADA ADA ADA

34 KALIBENING ADA ADA ADA ADA ADA ADA

35 PANDANARUM ADA ADA ADA ADA ADA

Pada Puskesmas non rawat inap, minimal jumlah dokter yaitu satu orang,
sedangkan pada puskesmas rawat inap minimal jumlah dokter dua orang, baik
pada perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil.
Terdapat 6 Puskesmas yang tidak memiliki dokter yaitu Puskesmas
Purwanegara 2, Bawang 1, Pagedongan, Banjarmangu 1, Rakit 1 dan Rakit 2,
disebabkan dokter sebagai Kepala Puskesmas.

Jumlah Dokter Gigi sebanyak 8 orang dari kebutuhan minimal untuk
Puskesmas sebanyak 40 orang, sehingga masih terdapat kekurangan Dokter
Gigi sebanyak 32 orang.

Perawat pada Puskesmas non rawat inap minimal berjumlah lima orang
sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal berjumlah delapan orang.
Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan
kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Jumlah perawat di Kabupaten Banjarnegara saat ini sebanyak 197 orang
sedangkan berdasarkan perhitungan Analisa Beban Kerja dibutuhkan 296
orang, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 99 orang.

Jumlah bidan di Puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di
Pusekmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini merupakan standar
minimal wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat
terpencil. Saat ini di Banjarnegara terdapat bidan sebanyak 407 orang
sedangkan kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja sebanyak 582 orang,
sehingga masih dibutuhkan bidan sebanyak 175 orang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa tenaga kesehatan di puskesmas
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tidak hanya tenaga medis tetapi juga tenaga promotif dan preventif untuk
mendukung tugas Puskesmas dalam melaksanakan upaya kesehatan
masyarakat. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun
2015-2019, salah satu indikator dalam meningkatkan ketersediaan dan mutu
SDMK sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yaitu jumlah Puskesmas
yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif. Tenaga
Kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan lingkungan, tenaga
kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan analisis
kesehatan.

Tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 34 orang, jika dibandingkan
dengan jumlah Puskesmas yang ada, yaitu sebanyak 35 unit maka masih
dibutuhkan tenaga tersebut sebanyak 1 orang, untuk mencukupi kebutuhan
tenaga di Puskesmas Banjarmangu 1, sedangkan jika dihitung berdasar analisa
beban kerja masih dibutuhkan lagi tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 15
orang, untuk mencukupi kebutuhan tenaga di Puskesmas Perawatan.

Tenaga kefarmasian sebanyak 14 orang, jika dibandingkan dengan
jumlah Puskesmas yang ada maka masih dibutuhkan tenaga tersebut sebanyak
21 orang untuk memenuhi kebutuhan minimal 1 Puskesmas 1 tenaga
kefarmasian, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan berdasarkan analisa
beban kerja masih dibutuhkan sebanyak 75 orang.

Tenaga gizi sebanyak 29, jika dibandingkan dengan jumlah Puskesmas,
yaitu sebanyak 35 unit maka dibutuhkan sebanyak 6 orang, sedangkan untuk
mencukupi kebutuhan berdasarkan Analisa Beban kerja, masih dibutuhkan
nutrisionist sebanyak 32 orang.

Tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 12 orang, jika dibandingkan
dengan jumlah Puskesmas yang ada, yaitu sebanyak 35 unit maka masih
dibutuhkan tenaga tersebut sebanyak 23 orang.

Tenaga ahli teknik laboratorium medik sebanyak 18 orang, jika
dibandingkan dengan jumlah Puskesmas yang ada, yaitu sebanyak 35 unit
maka masih dibutuhkan tenaga tersebut sebanyak 17 orang, sedangkan
kebutuhan berdasarkan Analisa Beban Kerja masih dibutuhkan 26 orang tenaga
tersebut.

2. Tenaga Kesehatan Di Gudang Farmasi Kabupaten

UPT Gudang Farmasi Kabupaten melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional kegiatan penunjang Dinas di bidang pengelolaan kefarmasian dan
perbekalan kesehatan. Pegawai Negeri Sipil di UPT Instalasi Farmasi berjumlah
9 orang yang terdiri dari :

(a) 1 orang pejabat struktural yaitu 1 orang Kepala UPT;
(b) 4 orang fungsional tenaga teknis kefarmasian serta;
(c) 4 orang tenaga fungsional umum; sebagai Jaga malam 3 orang, dan

administrasi umum 1 orang.
3. Tenaga Kesehatan Di Laboratorium Kesehatan Daerah

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas di
bidang pelayanan laboratorium kesehatan. Pegawai Negeri Sipil di UPT
Laboratorium kesehatan berjumlah 6 orang  yang terdiri dari 2 orang pejabat
struktural yaitu 1 orang pejabat  Kepala UPT dan 1 orang Kepala Sub bagian
TU, 4 orang tenaga fungsional pranata laboratorium Kesehatan.

4. Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
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paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan jaga
darurat. Rumah sakit dapat didirikan dan di selenggarakan oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan swasta. Sedangkan menurut pelayaanan yang di
berikan, rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

Pelayanan spesialis yang ada di rumah sakit di antaranya pelayanan
sepesialis dasar, sepesialis penunjang, sepesialis lain, sub sepesialis dan
sepesialis  gigi dan mulut. Pelayanan sepesialis dasar meliputi pelayanan
penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan
sepesialis penunjang meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi, patologi klinik,
patologi anatomi, dan rehabilitasi medik. Pelayanan sepesialisasi lain meliputi
pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf jantung dan pembuluh
darah, kulit dan kelamin, Dokter jiwa, paru, othopedi, urologi, bedah syaraf,
bedah plastik, dan kedokteran forensik.

Untuk meningkatkan ketersediaan dan mutu SDMK sesuai dengan
standar pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan menetapkan indikator
renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu persentase rumah sakit
kabupaten/ kota kelas C yang memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga
dokter sepesialis penunjang.  Empat dokter sepesialis dasar yang di maksud
yaitu dokter sepesialis obstetri dan ginekologi, dokter sepesialis anak, dokter
sepesialis penyakit dalam, dan dokter bedah sedangkan tiga dokter sepesialis
penunjang yaitu dokter sepesialis radiologi, dokter sepesialis anestesi, dan
dokter sepesialis patologi klinik.

Rumah Sakit Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara memiliki 4 dokter spesialis
dasar yang di maksud yaitu dokter sepesialis obstetri dan ginekologi sebanyak 1
orang, dokter sepesialis anak sebanyak 3 orang, dokter spesialis penyakit dalam
sebanyak 2 orang, dan dokter bedah sedangkan 3 dokter Sepesialis,
penunjang dokter sepesialis radiologi sebanyak 1 orang, dokter sepesialis
anestesi sebanyak 1 orang, dan dokter sepesialis patologi klinik sebanyak 1
orang.

5. Rasio Tenaga Kesehatan Di Puskesmas

Rasio tenaga kesehatan per jumlah penduduk merupakan indikator untuk
mengukur tenaga kesehatan untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan
untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Berdasarkan Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang
Rencana Pengembangan Kesehatan Tahun 2015-2025, target rasio tenaga
kesehatan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019 di antaranya rasio
dokter umum 45 per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi 13 per 100.000
penduduk, rasio perawat 180 per 100.000 penduduk, dan rasio bidan 120 per
100.000 penduduk (Profil Kesehatan Nasional 2016).

Rasio Dokter umum di Banjarnegara sebesar 9,07 per 100.000 penduduk
masih jauh dari standar nasional tahun 2016 yang menetapkan rasio sebesar 40
per 100.000 penduduk. Rasio dokter gigi di Banjarnegara sebesar 2,07 per
100.000 penduduk masih jauh dari standar nasional tahun 2016 yaitu sebesar
12 per 100.000 penduduk.

Rasio perawat di Banjarnegara adalah 60,35 per 100.000 penduduk. Hal
ini masih jauh dari target tahun 2019 yaitu 180 per 100.000 penduduk maupun
standar tahun nasional 2016 sebesar 158 per 100.000 penduduk.

Rasio bidan di Banjarnegara pada tahun 2016 sebesar 49 per 100.000
penduduk. Angka ini masih belum sesuai dari target 2019 yang sebesar 120 per
100.000 penduduk.

Rasio tenaga kesehatan masyarakat di Banjarnegara sebesar 9,07 per
100.000 penduduk masih jauh dari standar nasional tahun 2016 yang
menetapkan rasio sebesar 40 per 100.000 penduduk.
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Rasio tenaga sanitasi/tenaga kesehatan lingkungan di Banjarnegara
sebesar 2,07 per 100.000 penduduk masih jauh dari standar nasional tahun
2016 yaitu sebesar 40 per 100.000 penduduk.

Rasio tenaga nutrisionis di Banjarnegara sebesar 9,07 per 100.000
penduduk masih jauh dari standar nasional tahun 2016 yang menetapkan rasio
sebesar 22 per 100.000 penduduk.

2. SARANA KESEHATAN

Penyediaan sarana kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu perhatian utama
pembangunan di bidang kesehatan yang bertujuan agar lapisan masyarakat dapat
menikmati pelayanan kesehatan.

Tabel 2.2 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten  Banjarnegara Tahun 2012- 2016

No. Jenis Sarana Pelayanan Kesehatan Jumlah
1. RS Pemerintah 1

2. RS Swasta 2

3. Puskesmas 35

- Puskesmas Rawat Inap 15

- Puskesmas Non Rawat Inap 20

4. Laboratorium Kesehatan Daerah 1

5. Gudang Farmasi Kesehatan 1

6. Unit Tranfusi Darah 1

7. Klinik 11

8. Apotek 55

9. Toko Obat 6
10. Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap 730

Tabel 2.3 Data Jumlah Wilayah Kerja,
Tipe dan Kategori Puskesmas Tahun 2017

NO NAMA PUSKESMAS
JML

DESA/
KEL

TIPE KRITERIA
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P
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1. SUSUKAN 1 8  

2. SUSUKAN 2 7  

3. PURWAREJA KLAMPOK 1 5   

4. PURWAREJA KLAMPOK 2 3  

5. MANDIRAJA 1 8   

6. MANDIRAJA 2 8  

7. PURWONEGORO 1 7   

8. PURWONEGORO 2 6  

9. BAWANG 1 8  
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NO NAMA PUSKESMAS
JML

DESA/
KEL

TIPE KRITERIA
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10. BAWANG 2 10  

11. BANJARNEGARA 1 7  

12. BANJARNEGARA 2 6  

13. PAGEDONGAN 9  

14. SIGALUH 1 9   

15. SIGALUH 2 6  

16. MADUKARA 1 11   

17. MADUKARA 2 7  

18. BANJARMANGU 1 9   

19. BANJARMANGU 2 8  

20. WANADADI 1 6   

21. WANADADI 2 5  

22. RAKIT 1 9   

23. RAKIT 2 8  

24. PUNGGELAN 1 6   

25. PUNGGELAN 2 5   

26. KARANGKOBAR 13   

27. PAGENTAN 1 7  

28. PAGENTAN 2 17  

29. PEJAWARAN 9   

30. BATUR 1 4    

31. BATUR 2 4   

32. WANAYASA 1 9  

33. WANAYASA 2 8  

34. KALIBENING 16   

35. PANDANARUM 8   

TOTAL BANJARNEGARA 278 15 20 4 10 4 13

a) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka
mendukung terwujudnya Kecamatan Sehat. Selain melaksanakan tugas tersebut,
Puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai
wahana pendidikan tenaga kesehatan.
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Jumlah Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 35 Puskesmas,
terdiri dari: 13 Puskesmas perawatan mampu PONED, 2 Puskesmas Perawatan
Non PONED dan 20 Puskesmas non perawatan. Jumlah Puskesmas pembantu
sebanyak 39 Puskesmas Pembantu. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan
dasar secara umum dilihat oleh indikator rasio Puskesmas terhadap 30.000
penduduk.

b) AKREDITASI PUSKESMAS

Tabel 2.4 Data Jumlah Puskesmas Terakreditasi Tahun 2015-2018

NO PUSKESMAS TAHUN
2015

TAHUN
2016

TAHUN
2017

DINILAI
TAHUN
2018

1 SUSUKAN  1 1
2 SUSUKAN  2 1

3 PURWAREJAKLAMPOK 1 1
4 PURWAREJAKLAMPOK 2 1

5 MANDIRAJA 1 1
6 MANDIRAJA 2 1
7 PURWONEGORO 1 1
8 PURWONEGORO 2 1

9 BAWANG  1 1
10 BAWANG 2 1
11 BANJARNEGARA 1 1
12 BANJARNEGARA 2 1 1
13 PAGEDONGAN 1
14 SIGALUH  1 1
15 SIGALUH 2 1

16 MADUKARA 1 1
17 MADUKARA 2 1

18 BANJARMANGU 1 1
19 BANJARMANGU 2 1

20 WANADADI 1 1
21 WANADADI 2 1

22 RAKIT  1 1
23 RAKIT 2 1

24 PUNGGELAN 1 1
25 PUNGGELAN 2 1
26 KARANGKOBAR 1
27 PAGENTAN 1 1
28 PAGENTAN 2 1
29 PEJAWARAN 1
30 BATUR 1 1

31 BATUR 2 1

32 WANAYASA 1 1
33 WANAYASA 2 1
34 KALIBENING 1

35 PANDANARUM 1

TOTAL 9 3 13 12
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Dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui
penilaian puskesmas berprestasi dan survei akreditasi. Pada hal manajemen mutu
Tahun 2015 Kabupaten Banjarnegara mendapat penghargaan di tingkat provinsi
kategori puskesmas berprestasi yang diperoleh UPT Puskesmas Wanadadi 1.
Tahun 2016 Kabupaten Banjarnegara mendapat penghargaan di tingkat provinsi
kategori puskesmas berprestasi kategori pedesaan yang diperoleh UPT Puskesmas
Mandiraja 1.

Pada Tahun 2015 sebanyak 3 puskesmas yang terakreditasi, Tahun 2016
Sebanyak 7 UPT  puskesmas yang terakreditasi total 10 UPT puskesmas yang telah
terakreditasi dengan rincian sebagai berikut akreditasi utama sebanyak 2
puskesmas yaitu UPT  Puskesmas Purworejo Klampok 1 dan UPT Puskesmas
Wanadadi 1.  Akreditasi Madya sebanyak 5 UPT Puskesmas yaitu UPT  Puskesmas
Mandiraja 1, UPT Puskesmas Purwonegoro 1, UPT Puskesmas Banjarmangu 1, UPT
Puskesmas Sigaluh 1, UPT Puskesmas Punggelan 1.  Akreditasi Dasar sebanyak 2
UPT Puskesmas yaitu UPT Puskesmas Wanayasa 2 dan UPT Puskesmas Punggelan
2. Jumlah Kecamatan yang telah memiliki minimal 1 UPT Puskesmas Terakreditasi
sebanyak 8 kecamatan  dari 20 kecamatan (40%).

c) RUMAH SAKIT

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain upaya
promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya
kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah
sakit yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dibedakan menjadi
rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah
sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis
penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan
pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan
disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit dan kekhususan lainnya.
Rumah sakit juga dikelompokkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan
menjadi kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Di Kabupaten Banjarnegara dari 3
rumah sakit semuanya adalah rumah sakit umum dengan tipe C dua rumah sakit
yaitu RSUD Hj Anna Lasmanah dan Rumah Sakit Emanuel dan satu tipe D yaitu
Rumah Sakit Islam Banjarnegara.

Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan rujukan atau perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat
tidur terhadap 1000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di kabupaten
Banjarnegara tahun 2016 adalah sebesar 0,5/1.000 penduduk dengan jumlah
sebanyak 509 tempat tidur. Pada Tahun 2015 sebanyak 469 tempat tidur dengan
rasio sebesar 0,46. Pada Tahun 2014 sebanyak 439 tempat tidur dengan rasio
sebesar 0,43 sehingga rasio masih dibawah standar kecukupan yaitu sebesar 1 per
1000 penduduk. Sebagai pelayanan sekunder mendukung pelayanan kesehatan
tersier dari RSUD Hj. Anna Lasmanah, maka perlu pembangunan dan
pengembangan RSUD Karangkobar untuk menjadi rumas sakit umum kelas C.

Layanan Rumah Sakit dapat diketahui dari beberapa  indikator, yaitu :

(1) BOR ( Bed Occupancy Rate )
BOR ini digunakan untuk menilai tingkat pemanfaatan tempat tidur

Rumah Sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah 60-85%. Dari ketiga
Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016, BOR
Rumah Sakit rata-rata sebesar  70,7 atau turun dibanding tahun 2015 yaitu
71,9%. BOR tertinggi dicapai oleh Rumah Sakit Islam yaitu sebesar 75,3%,
RSUD Hj. Anna Lasmanah sebesar 71,7% dan Rumah Sakit Emanuel sebesar
66,6%.

(2) LOS ( Length of Stay )
LOS digunakanuntuk menilai efisiensi mutu pelayanan RS. Nilai ideal
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adalah 6-9 hari. LOS tahun 2015 di RSUD Hj. Ana Lasmana Kolopaking
Banjarnegara 4,5 hari , Rumah Sakit Islam 2,9 hari dan Rumah Sakit
Emanuel mencapai 2,9 hari, dengan total rata-rata adalah 3,5 hari.

(3) NDR ( Net Death Rate )
NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap

1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan
di rumah sakit. Nilai ideal NDR adalah <25 per 1000. NDR rata-rata rumah
sakit di Banjarnegara adalah 12,7 sehingga masih ideal. NDR tertinggi ada di
Rumah Sakit Islam dengan 15,7 disusul  RSUD Hj. Anna Lasmanah dengan
15,0 dan RSI 7,9.

(4) GDR (Gross Death Rate)
GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita

keluar. Nilai ideal NDR adalah <45 per mil. GDR rata-rata rumah sakit di
Banjarnegara adalah 29,3 sehingga masih dalam nilai yang ideal. GDR
tertinggi ada di Rumah Sakit Islam dengan 38,0 disusul Rumah Sakit
Emanuel dengan 27,5 dan RSUD Hj. Anna Lasmanah dengan 25,6.

(5) BTO ( Bed Turn Over )
BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode.

Idealnya satu tahun tempat tidur dipakai 40-50 kali. Dari ketiga Rumah Sakit
yang ada di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016, BTO RS rata-rata
sebesar  81,8. BTO tertinggi dicapai oleh Rumah Sakit Islam yaitu sebanyak
92,7 kali, disusul Rumah Sakit Emanuel sebanyak 82,9 kali dan RSUD Hj.
Anna Lasmanah sebesar  75,4 kali.

(6) TOI ( Turn Of Interval )
TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari

telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran
tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong
tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Rata-rata TOI Rumah Sakit di
Banjarnegara adalah 1,3 dimana tertinggi di Rumah Sakit Emanuel dengan
1,5 disusul RSUD Hj. Anna Lasmanah 1,4 dan Rumah Sakit Islam 1,0.

d) Kefarmasian Dan Alat Kesehatan

Obat dan Perbekalan Kesehatan  merupakan komponen penunjang yang
harus ada  dalam pelayanan kesehatan. Obat pelayanan kesehatan dasar di
puskesmas menyerap dana lebih kurang 20-30% anggaran pembangunan
kesehatan. Sumber pembelian obat berasal dari DAK, DAU serta dana kapitasi JKN
sehingga harus dikelola dengan baik untuk menghindari tumpang tindih dalam
penyediaan obat yang dibutuhkan.  Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan sisa stok yang ada di UPT Dinkes
GFK pada tahun berjalan, rata-rata kunjungan pasien serta pola penyakit yang
terjadi.

Jumlah tenaga pengelola obat di UPT Dinkes Puskesmas belum seluruhnya
berlatar belakang pendidikan teknis kefarmasian, 2 orang apoteker mengelola
pada 2 UPT Dinkes Puskesmas rawat inap dan 13 Tenaga Teknis Kefarmasian di 13
UPT Dinkes Puskesmas rawat jalan dan rawat inap sehingga pelatihan managemen
pengelolaan sediaan farmasi serta pelayanan kefarmasian mutlak diperlukan untuk
peningkatan mutu pelayanannya.

Sarana pelayanan kefarmasian yang ada di Kabupaten Banjarnegara selain
Puskesmas juga terdapat Apotek, Toko Obat serta klinik dengan persebaran yang
tidak merata.

Kepadatan penduduk yang tidak sama antar satu Kecamatan dengan
Kecamatan yang lain menyebabkan pemenuhan apoteker 1: 10.000 penduduk
belum dapat terpenuhi pada saat ini. Upaya pengaturan persebaran sarana
pelayanan kefarmasian selalu  dilakukan bekerjasama dengan organisasi Profesi
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yang ada agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan obat yang baik, legal dan
aman.

Alat kesehatan persediaan di Puskesmas merupakan sarana yang digunakan
untuk pendukung pelayanan. Jumlah dan jenis yang ada di masing-masing
Puskesmas sangat bervariasi. Pedoman penyediaan alat kesehatan di Puskesmas
mengacu pada Permenkes 75 tahun 2014. Kemampuan pengelolaan alat
kesehatan di Puskesmas  sangat perlu untuk terus ditingkatkan agar alat
kesehatan persediaan dapat dioptimalkan dalam pemanfaatan, serta
pengelolaannya.

D. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN DEMOGRAFI

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa
Tengah yang letaknya berada pada jarak  155 Km ke arah Barat dari Ibu Kota
propinsi. Secara Astronomi terletak diantara 70.12’ – 70.31’ Lintang Selatan dan
1090.29’ – 1090.45’.50’’ Bujur Timur. Dibatasi oleh 4 Kabupaten di sebelah Utara
Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, Timur Kabupaten Wonosobo, Selatan
Kabupaten Kebumen, dan Barat Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Banjarnegara

Dengan luas wilayah kurang lebih 1,069.71 Km2 atau 106.970,997 Ha atau
sekitar 3,29% dari Luas Wilayah Propinsi Jawa Tengah (3,25 Juta Ha).

Secara administratif Banjarnegara terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa, dan 12
kelurahan. Daerah yang terluas adalah Kecamatan Punggelan dengan luas 102,1 Km2
atau sekitar 9,54 % dari luas total Wilayah Kerja Banjarnegara. Sedangkan
Kecamatan Purworejo Klampok merupakan memiliki wilayah paling kecil yaitu hanya
seluas 21.87 Km2 atau sekitar 1,6 %.
Topografi Banjarnegara  terdiri dari wilayah daratan sebagai berikut :
 Ketinggian antara 0 – 100 m dari permukaan laut  : 9,82%
 Ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut : 37,04 %
 Ketinggian 500 – 1.000 m dari permukaan laut : 28,74%
 Ketinggian di atas 1.000 m dari permukaan laut : 24,4 %
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Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografis digolongkan menjadi :

 Bagian Utara terdiri dari daerah pegunungan relief bergelombang dan curam

 Bagian tengah terdiri dari wilayah dengan relief datar

 Bagian Selatan terdiri dari wilayah dengan relief curam

2. KEPENDUDUKAN

a) Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan rekapitulasi data dari puskesmas tahun 2016, jumlah penduduk
di Kabupaten Banjarnegara adalah 1.014.104 jiwa meningkat 0,054% dibanding
tahun 2015 yaitu 1.008.622 jiwa.

b) Struktur Penduduk Menurut Golongan Umur

Struktur penduduk Kabupaten Banjarnegara menurut golongan umur dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Struktur Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Menurut Golongan Umur Tahun 2014-2016

Golongan Umur
(Th)

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

L P L P L P

0 – 4 39.447 40.983 39.205 38.550 37.924 37.549
5 – 9 41.152 41.587 40.903 40.214 39.811 39.742

10 – 14 43.076 43.491 41.315 42.543 42.126 40.730
15 – 19 39.947 39.174 38.461 37.982 39.272 39.043

20 – 24 35.629 36.709 37.365 37.011 37.610 37.515
25 – 29 37.542 37.433 37.496 37.132 39.808 40.592

30 – 34 34.078 35.121 37.148 36.130 40.268 40.195
35 – 39 34.460 34.643 36.833 35.739 38.632 39.364

40 – 44 31.459 32.385 36.289 36.244 36.332 35.900

45 – 49 32.350 32.912 33.752 34.118 33.623 34.336
50 – 54 30.964 31.961 31.578 32.092 30.596 30.598

55 – 59 28.258 30.128 28.854 28.851 26.508 26.630
60 – 64 26.307 28.378 23.452 24.249 22.467 22.566

65 – 69 18.241 19.768 18.123 18.141 18.193 18.446
70 – 74 13.962 14.324 13.592 13.921 13.129 13.907

75+ 10.326 10.637 10.505 10.834 9.364 11.328

Total 497.198 509.634 504.871 503.751 505.663 508.441

Transisi penduduk di Kabupaten Banjarnegara terlihat adanya kenaikan
penduduk usia produktif yaitu 15-44 tahun sebagai bonus demografi sehingga
dapat mengurangi angka ketergantungan. Bonus demografi dengan peningkatan
penduduk usia produktif merupakan tantangan untuk memperkuat investasi di
bidang kesehatan, pendidikan maupun ketenagakerjaan. Adapun perbandingan
komposisi penduduk Kabupaten Banjarnegara menurut kelompok umur dari tahun
2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel diatas. Dari tabel itu terlihat
bahwa Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dibawah 15 tahun menurun bila
dibandingkan tahun sebelumnya, kelompok umur produktif yaitu 15-44 mengalami
peningkatan, sedangkan penduduk yang tergolong lanjut usia mengalami
penurunan.
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c) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 sebesar
948,74/km2. Angka ini bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi kenaikan,
yaitu kepadatan sebesar 943,61/km2. Sebaran penduduk di Kabupaten
Banjarnegara ternyata tidak merata, beberapa kecamatan dengan angka yang
cukup tinggi, yaitu Kecamatan Banjarnegara sebesar 2.543/ km2, Kecamatan
Purwareja Klampok sebesar 2238/km2, Kecamatan Rakit sebesar 1.725/km2,
Kecamatan Mandiraja 1.560/km2, sedangkan kecamatan Kalibening, Pagedongan
dan Pandanarum kepadatan penduduknya menempati urutan tiga terbawah,
masing-masing  sebesar 568/km2 ; 528/km2 dan 408/km2.

3. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. KESEHATAN KELUARGA

Keluarga sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari masyarakat,
keluarga memiliki peran signifikan dalam status kesehatan. Keluarga berperan
terhadap optimalisasi  pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh
anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan  gizi dan menjamin kesehatan anggota
keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok
rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan
fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya
kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di
Indonesia.

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan
prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak
merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara
umum. Sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan
ibu dan anak penting untuk dilakukan.

1) Angka Kematian Ibu

Grafik 2.1 Angka Kematian Ibu Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2012-2016

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu selama masa
kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan,
dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti
kecelakaan, terjatuh, dll disetiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu
(AKI) dihitung dari banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab
kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak
termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan
dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama
kehamilan per 100. 000 kelahiran hidup.
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Secara kuantitatif, angka kematian ibu di Kabupaten Banjarnegara dari
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016
mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari angka
absolute kematian ibu pada tahun 2012 sebanyak 23 kasus (140,6/100.000
KH), tahun 2013 sebanyak 19 kasus (116,6/100.000 KH), tahun 2014 sebanyak
20 kasus (123,6/100.000 KH) dan tahun 2015 sebanyak 17 kasus
(107,6/100.000 KH), sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 19 kasus
(120,3/100.000 KH). Hal ini menunjukkan ada peningkatan kasus yang relatif
signifikan. Dalam penghitungan Angka kematian ibu penyebut yang digunakan
adalah jumlah kelahiran hidup di setiap tahunnya.

Penyebab masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain keterbatasan kemampuan petugas dalam
melakukan tatalaksana deteksi dini risiko, keterlambatan ditingkat masyarakat
dan pengambilan keputusan, keterbatasan fasilitas yang tersedia terutama
pelayanan rujukan, belum semua petugas patuh standar operasional prosedur
operasional penanganan persalinan, sistem rujukan, status gizi ibu hamil dan
sosial budaya ibu hamil.

Pada Tahun 2014 prestasi yang pernah di raih dalam rangka upaya untuk
penurunan AKI adalah Juara Inovasi “Periuk Bersila” Pemberdayaan Ekonomi
produktif Berbasis Potensi Lokal sebagai Strategi Menekan Faktor Risiko Angka
Kematian Ibu (AKI) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Puskesmas
Pagentan 2), save bunda (Puskesmas Banjarmangu 1), sanggul (Klampok 1),
careonline (Wanadadi 1), percantik KB (Sigaluh 1), Nenek ASI (Madukara 2),
Kartu Kendali ASI Eksklusif (Bawang 2), one klien one kader (Pejawaran).

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin
agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas
dan sesuai standar pelayanan minimal, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil,
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayan
kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi,perawatan khusus
dan rujukan jika terjadi komplikasi, kemudahan mendapatkan cuti hamil dan
melahirkan, dan pelayanan keluarga berencana.

2) Angka Kematian Bayi
Grafik 2.2 Angka Kematian Bayi

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah kematian bayi 0<12
bulan per 1000 kelahiran hidup di suatu wilayah dalam satu tahun. Angka
Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banjarnegara secara kuantitatif terdapat
kecenderungan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun
2012 kematian bayi sebanyak 297 kasus (18,16/1.000 KH), tahun 2013
sebanyak 271 kasus (16,5/1.000 KH), tahun 2014 sebanyak 204 kasus
(12,6/1.000 KH), tahun 2015sebanyak 209 kasus (13,2/1.000 KH) dan tahun
2016 sebesar 208 kasus (13,17/1.000 KH).
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Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) disebabkan oleh banyak
faktor antara lain tingginya kasus kelahiran preterm dan BBLR, asfiksia,
keterlambatan deteksi ditingkat masyarakat, keterbatasan fasilitas yang
tersedia terutama pelayanan rujukan, keterbatasan kemampuan petugas dalam
melakukan deteksi risiko, keterbatasan kompetensi, kepatuhan petugas
terhadap SOP belum maksimal, faktor lain dari kondisi ibu terutama status gizi
KEK, Anemia dan Penyakit Kronis.

Upaya percepatan penurunan Angka Kematian Bayi dapat dilakukan
dengan menjamin agar setiap bayi mampu mengakses pelayanan kesehatan
bayi yang berkualitas dan sesuai standar pelayanan minimal, seperti pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan minimal, pelayanan rujukan
pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir, optimalisasi kualitas
pelayanan kunjungan bayi.

Solusi terkait permasalahan kesehatan ibu dan bayi  antara lain
Peningkatan kompetensi SDM pelayanan Ibu dan anak, Peningkatan kualitas
pelayanan melalui pelayanan antenatal care terintegrasi, pembahasan kasus
maternal dan neonatal dan  supervisi fasilitatif, peningkatan kualitas Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED), advokasi dan komitmen bersama
Lintas sektor dan Lintas Program dalam percepatan penurunan AKI dan AKB
dan Memperkuat sistem rujukan dari Puskesmas dan jaringannya ke Rumah
Sakit sebagai pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif
(PONEK), serta mengoptimalkan fungsi Rumah Tunggu Kelahiran.

3) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Grafik 2.3 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

4) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Grafik 2.4 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016
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5) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

Grafik 2.5 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Banjarnegara

6) Cakupan pelayanan nifas
Grafik 2.6 Cakupan Pelayanan Nifas

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

7) Cakupan Neonatus dengan komplikasi  yang ditangani

Grafik 2.7 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi  Yang Ditangani
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016
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8) Cakupan kunjungan bayi
Grafik 2.8 Cakupan Kunjungan Bayi

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

9) Cakupan pelayanan anak balita
Grafik 2.9 Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

10) Cakupan PesertaKB Aktif  (%)

Grafik 2.10 Cakupan Peserta KB Aktif  (%)
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016
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11) Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Grafik 2.11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Capaian penjaringan murid kelas 1 SD/setingkat di Kabupaten
Banjarnegara dari tahun 2012 – 2016 belum mencapai target, namun secara
kuantitas mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 93,6% sebanyak
15.549 murid kelas satu telah dilakukan penjaringan kesehatan dari jumlah
16.621 murid anak kelas satu, pada tahun 2013 sebesar 94,9% sebanyak
16.643 murid kelas satu telah dilakukan penjarinigan kesehatan dari jumlah
17.340 murid kelas satu, pada tahun 2014 sebesar 95,19%  atau sebanyak
37.351 murid kelas satu dilakukan penjaringan kesehatan dari jumlah 41.165
murid kelas satu, pada tahun 2015 sebesar 95,8% atau sebanyak 39.020 murid
kelas satu telah dilakukan penjaringan kesehatan dari 42.735 murid kelas satu,
pada tahun 2016 sebesar 99,8% atau sebanyak 16.429 murid SD/setingkat
kelas satu yang telah dilakukan penjaringan dari jumlah 16.454 murid kelas
satu yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain ketidakhadiran siswa
pada saat penjaringan, keterbatasan dana, karena ada kegiatan pemeriksaan
yang ada biaya retribusi seperti pemeriksaan laboratorium, keterbatasan
sumber daya manusia di Puskesmas, belum semua sekolah memiliki  dana
sehat, belum semua sekolah memiliki kader kesehatan di sekolah minimal 10%
dari total jumlah siswa, peningkatan keterampilan peran Guru UKS dalam
penjaringan kesehatan siswa belum berkesinambungan.

Penjaringan kesehatan terhadap murid SD/MI kelas satu juga menjadi
salah satu indikator yang dievaluasi keberhasilannya, untuk mengetahui secara
dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan
tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk
memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak
sekolah secara umum maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun
perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS). Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama
tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKGS dan dokter kecil).

Upaya yang dilakukan sweeping ke sekolah kembali, pembentukan
kader kesehatan siswa untuk membantu memaksimalkan pemeriksaan
penjaringan, pelatihan kader UKS untuk tata laksana penjaringan di sekolah.
Sedangkan solusi terhadap kendala antara lain adalah meningkatkan
pengetahuan ketrampilan Guru UKS/kader kesehatan sekolah dalam upaya
pemberdayaan untuk melaksanakan penjaringan. Tindak Lanjut yang akan
dilaksanakan antara lain pelatihan kader kesehatan sekolah untuk dapat
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melaksanakan penjaringan dan MoU dengan lintas sektor terkait, serta
meningkatkan promosi kesehatan sekolah.

12) Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Salah satu upaya kesehatan anak yang ditetapkan melalui Instruksi
Presiden yaitu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas.
Program ini bertujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat
serta memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada remaja.

Setiap kabupaten/kota minimal memiliki empat puskesmas mampu
tata laksana PKPR. Pada tahun 2016 semua Puskesmas di Kabupaten
Banjarnegara merupakan Puskesmas mampu tatalaksana PKPR.

13) Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja
Grafik 2.12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Cakupan pelayanan kesehatan remaja di Kabupaten Banjarnegara pada
Tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak
mencapai target. Pada Tahun 2016 sebesar 63,65% menurun dibandingkan
tahun 2015 yaitu sebesar 88,69%. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan dan
kompetensi petugas tenaga kesehatan yang terbatas, Kurangnya dukungan
keluarga terhadap permasalahan kesehatan remaja juga ketertiban
pencaatatan dan pelaporan.

Upaya yang telah dilakukan antara lain Pengembangan Puskesmas
PKPR di 35 UPT Dinkes Puskesmas, sosialisasi Puskesmas PKPR, pelatihan
tenaga  Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, kegiatan Konselor
sebaya yang terlatih 50 orang siswa SLTP/SLTA. Rencana yang akan
dilakukan adalah optimalisasi kegiatan skrening kesehatan remaja,
peningkatan kompetensi pengelola program remaja, Peningkatan kompetensi
konselor sebaya bagi siswa-siswi SMP/SMA.
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14) Kesehatan Lansia
Grafik 2.13 Kesehatan Lansia Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Secara kuantitatif, berdasarkan tabel di atas capaian cakupan
pelayanan kesehatan lansia terdapat kecenderungan (trend) meningkat, tetapi
pada tahun 2016 capaian menurun, hal itu disebabkan belum optimalinya
sosialisasi tentang Puskesmas Santun Lansia dalam program integrasi serta
advokasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan lansia.

Ada perubahan pemahaman definisi operasional screening kesehatan
lansia dengan terbitnya SPM bidang Kesehatan tahun 2016, dimana cakupan
skrening kesehatan lansia meliputi pemeriksaan kesehatan lansia yang
didukung dengan pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah,
pemeriksaan kadar kolesterol dan pmeriksaan mental emosi

Dukungan terhadap upaya kesehatan lansia diantaranya semua desa
punya posyandu lansia namun tingkat kehadiran masyarakat lansia masih
rendah terutama di desa yang jangkauannya luas dan kondisi geografis,
Keluarga kurang mendukung dalam mengantar lansia pergi ke posyandu
lansia, Keterbatasan SDM dan Kompetensi Pengelola Program Lansia
Puskesmas.

Untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan lansia diupayakan
agar gedung puskesmas menyediakan aksesibilitas bagi lansia, penyandang
cacat, Peningkatan kualitas pelayanan lansia harus mencakup pelayanan
public health dan clinical medicine, yaitu mulai dari promosi kesehatan,
perlindungan secara khusus, diagnosis dini dan pengobatan yang tepat,
pembatasan Kecacatan dan rehabilitasi, Kegiatan skrening kesehatan lansia di
35 UPT Dinkes Puskesmas.

15) Prevalensi Gizi Buruk
Grafik 2.14 Prevalensi Gizi Buruk (BB/TB)

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016
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Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) hasil kinerja baik
yaitu kurang dari 1%, hal ini berarti peningkatan positif, namun masih ditemui
beberapa kendala, Capaian kinerja tersebut di atas antara lain dipengaruhi
oleh beberapa faktor antara lain Status kesakitan bayi dan balita sebagai
akibat dari hygiene dan sanitasi yang kurang, ketersediaan pangan rumah
tangga masih kurang, asupan makan balita kurang seimbang, kemiskinan dan
pola asuh yang kurang mendukung.

Kasus gizi buruk yang dimaksud ditentukan berdasarkan perhitungan
berat badan menurut tinggi badan balita Zscore < -3 standar deviasi (balita
sangat kurus). Pada Tahun 2012 kasus balita gizi buruk sebanyak 14 kasus,
meningkat pada tahun 2013 sebanyak 30 kasus, meningkat pada tahun 2014
sebanyak 16 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 83 kasus, pada tahun 2016
sebanyak 29 kasus.

Terjadi kenaikan laporan kasus tahun 2015 karena pada tahun itu
menggunakan definisi operasional yang berbeda yaitu menggunakan BB/U
sementara pada tahun berikutnya menggunakan indikator TB/U.

Upaya yang telah dilakukan antara lain pemantauan pertumbuhan
balita di masyarakat, dengan satu kegiatan berupa terlaksananya penyusunan
peta informasi bagi petugas gizi puskesmas di 35 Puskesmas, peningkatan
peran serta masyarakat dalam pemantauan tumbuh kembang balita dan
penanggulangan masalah gizi, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
gizi dengan melakukan penyuluhan gizi masyarakat, meningkatkan
kompetensi petugas kesehatan melalui pelatihan pemantauan pertumbuhan
dan SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh kembang) balita,
optimalisasi fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan
posyandu di masyarakat, mengoptimalkan pemantauan gizi bayi dan balita
dengan KMS, penyuluhan kepada masyarakat dalam deteksi dini,
pembentukan kelas balita kurang gizi sebagai upaya edukasi secara intensif
kepada pengasuh/orang tua balita kurang gizi, penemuan dan penanganan
gizi buruk yang dilakukan secara komprehensif dan melibatkan lintas program
dan lintas sektoral.

Rencana upaya yang akan dilakukan dengan cara mengoptimalkan
pemantauan gizi bayi dan balita dengan KMS. Upaya penurunan gizi buruk
tetap dilakukan dengan cara penatalaksanaan kasus, pemberian makanan
tambahan (PMT) pada penderita gizi buruk, penyuluhan kepada masyarakat
dalam deteksi dini, penemuan dan penanganan gizi buruk, peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan dan kader dalam tatalaksana gizi buruk dan
pemberian MPASI yang adekuat, pembentukan kelas balita kurang gizi
sebagai upaya edukasi secara intensif. Selain itu salah satu Puskesmas
sebagai TFC (Therapeutic Feeding Center) dan menyediakan formula untuk
perawatan gizi buruk (F75, F100).

16) Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S)

Cakupan penimbangan balita di posyandu (D/S) adalah jumlah balita
yang ditimbang di seluruh posyandu yang melapor disatu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh balita yang ada di seluruh
posyandu yang melapor disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
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Grafik 2.15 Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu Balita Yang Datang
dan Ditimbang (D/S) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) hasil kinerja
meningkat, namun masih ditemui beberapa kendala yaitu ketersediaan dan
kompetensi petugas gizi yaitu ada 6 UPT Dinkes Puskesmas yang belum
memiliki tenaga gizi. Peran serta masyarakat dalam memanfaatkan posyandu
sebagai wahana pemantauan tumbuh kembang balita di masyarakat,
kapasitas kader posyandu dalam melakukan deteksi dini pertumbuhan dan
perkembangan di masyarakat, sarana dan prasarana posyandu belum
terpenuhi sesuai standar.

Peran serta masyarakat dalam penimbangan balita menjadi sangat
penting dalam deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk, terutama Pada
usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (golden
period). Dengan rajin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat
dipantau secara intensif. Semakin cepat ditemukan, maka penanganan kasus
gizi kurang atau gizi buruk akan semakin baik. Penanganan yang cepat dan
tepat sesuai tata laksana kasus anak gizi buruk akan mengurangi risiko
kematian sehingga angka kematian akibat gizi buruk dapat ditekan. Tindak
lanjut dari hasil penimbangan selain penyuluhan juga pemberian makanan
tambahan dan pemberian suplemen gizi.

Rencana Upaya yang akan dilakukan antara lain Peningkatan peran
serta masyarakat dalam pemantauan tumbuh kembang balita dan
penanggulangan masalah gizi, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
gizi dengan melakukan penyuluhan gizi masyarakat, meningkatkan
kompetensi petugas kesehatan melalui pelatihan pemantauan pertumbuhan
dan SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh kembang) balita,
memperkuat kelembagaan posyandu serta optimalisasi fasilitas, sarana dan
prasarana untuk mendukung pelayanan posyandu di masyarakat. Pelaksana
gizi yang sudah registered dietesien ada 3 orang di RSUD Hj. Anna Lasmanah,
Rumah Sakit Emanuel dan Puskesmas Banjarnegara 2. Capaian N/D pada
tahun 2015 sebesar 72,64% dari target 75%, mengalami kenaikan menjadi
72,90% pada tahun 2016 dari target 75%.

17) Pemberian ASI Eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama
enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau
minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).
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Grafik 2.16 Persentase ASI Eksklusif
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Cakupan pemberian ASI ekslusif pada bayi usia 0-6 bulan tahun 2016
sebesar 59,35% menurun dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 65,14%.
Mengacu pada target renstra nasional pada tahun 2015 yang sebesar 39%,
maka cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari enam
bulan sebesar 59,4% telah mencapai target, namun bila mengacu target SPM
kabupaten tahun 2016 sebesar 70% maka capaian cakupan pemberian ASI
ekslusif masih perlu upaya yang lebih keras.

Capaian kinerja tersebut di atas antara lain dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain Pelaksanaan IMD pada ibu melahirkan belum optimal di tiap
pelayanan kesehatan, masih kurangnya dukungan keluarga terhadap ibu
menyusui, masih kurangnya pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang
benar, kurangnya fasilitas yang mendukung dalam memantapkan menyusui.

Upaya yang telah dilakukan antara lain pelatihan TOT Pemberian
Makanan Bayi dan Anak (PMBA), pelatihan konselor laktasi, pelatihan
motivator ASI, kelas ibu menyusui, Sosialisasi perda PPASI bagi lintas sektor
dan penyelenggara sarana umum, pengadaan laktasi kit, tersusunnya Perda
ASI Eksklusif Nomor 14 Tahun 2013, pemberian penghargaan berupa piagam
kepada bayi dan ibu yang lulus ASI Eksklusif 6 bulan.

Rencana upaya yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan
pelaksanaan IMD pada ibu melahirkan di tiap pelayanan kesehatan,
meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan untuk
mendukung pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif, melatih tenaga kesehatan
dan kader kesehatan sebagai konselor dan motivator laktasi, meningkatkan
penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif,
pembentukan kelas ibu menyusui yang diselenggarakan secara
berkesinambungan, pendampingan terhadap ibu menyusui oleh konselor dan
motivator laktasi, meningkatkan kerjasama dan peran serta lintas sektor
dalam penyediaan fasilitas menyusui dalam bentuk Ruang laktasi.

18) Cakupan Bayi (6-11 Bulan) Mendapat Kapsul Vitamin A 1 Kali Per Tahun

Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015
dinyatakan bahwa untuk mengurangi risiko kesakitan dan kematian pada
balita dengan kekurangan vitamin A, pemerintah menyelenggarakan kegiatan
pemberian vitamin A dalam bentuk kapsul, vitamin A biru 100.000 IU bagi
bayi usia enam sampai dengan sebelas bulan, kapsul vitamin A merah
200.000 IU untuk anak balita usia dua belas sampai dengan lima puluh
sembilan bulan, dan ibu nifas.
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Grafik 2.17 Cakupan Bayi (6-11 Bulan) Mendapat Kapsul Vitamin A
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun
belum sesuai target, namun secara kuantitatif sejak tahun 2014 meningkat
hingga tahun 2016. Pada tahun 2012 sebesar 98,5% kemudian menurun pada
tahun 2013 sebesar 98,2%, pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu
sebesar 97,9%,  pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 98,37%
hingga tahun 2016 meningkat menjadi 99,5%. Adapun faktor yang
mempengaruh antara lain belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam
penimbangan di posyandu (D/S belum mencapai  target), disebabkan oleh
adanya bayi yang sakit atau tidak datang di penimbangan dan sweeping
pemberian Vitamin A biru belum optimal.

Upaya yang telah dilakukan ialah perbaikan gizi masyarakat melalui
kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin, peningkatan kapasitas
petugas gizi dan kader posyandu. Upaya yang akan dilakukan meningkatkan
cakupan D/S sampai 100%, kerjasama lintas sektor lebih ditingkatkan,
Kerjasama lintas program untuk kecukupan stok vitamin A.

19) Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun
Grafik 2.18 Cakupan Anak Balita Mendapat Kapsul Vitamin A 2 kali per tahun

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun belum
sesuai target namun secara kuantitatif sejak tahun 2014 meningkat hingga
tahun 2016. Faktor penyebab masalah belum tercapianya indikator ini adalah
capaian D/S yang belum 100%, disebabkan oleh adanya balita yang tidak
datang pada waktu penimbangandan sweeping pemberian Vitamin A merah
belum optimal oleh petugas dan kader di wilayah.
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Upaya yang telah dilakukan ialah perbaikan gizi masyarakat melalui
kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin, peningkatan kapasitas
petugas gizi dan kader posyandu. Upaya yang akan dilakukan meningkatkan
cakupan D/S sampai 100%. Kerjasama lintas sektor kerjasama lintas program
ditingkatkan untuk kecukupan stok vitamin A merah.

20) Cakupan  ibu nifas mendapat kapsul Vit A
Grafik 2.19 Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vit A

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Cakupan  ibu nifas mendapat kapsul  vitamin A selama tahun 2012
sampai dengan 2013 mampu melebihi target namun pada tahun 2014 sampai
dengan tahun 2016 belum mencapai target dan cenderung mengalami
penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh Ibu nifas dengan komplikasi yang lama
dirawat di rumah sakit terlewatkan masa pemberian vitamin A.

Upaya yang akan dilakukan adalah menyediakan vitamin A untuk ibu
nifas di rumah sakit termasuk swasta dan klinik bersalin serta optimalisasi
sweeping pemberian vitamin A pada Ibu Nifas.

21) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan
keluarga miskin

Grafik 2.20 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak
Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2012-2016

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) hasil kerja
meningkat. Indikator kinerja cakupan MPASI 6-24 bulan pada keluarga miskin
menunjukkan belum semua sasaran balita 6-24 bulan gakin mendapat MP
ASI, hal ini karena berdasarkan definisi operasional MP ASI harus pabrikan
dan diberikan selama 90 hari pada balita usia 6-24 bulan keluarga miskin
sehingga ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk pengadaan MP ASI
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pabrikan. Adapun solusinya adalah dengan meningkatkan Anggaran untuk
mencukupi MP ASI Pabrikan dan optimalisasi pemdayagunaan PMT berbasis
pangan lokal.

Capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor
antara lain definisi operasional MP ASI terbatas pada MP ASI pabrikan
sehingga MP ASI lokal tidak dihitung. Stok MP ASI mencukupi untuk semua
sasaran tetapi tidak cukup untuk pemberian selama 90 hari (keterbatasan
anggaran). Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2012 – 2016 adalah
pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi balita rawan gizi berupa MP
ASI, pengadaan suplemen gizi bagi bayi, balita dan ibu hamil, peningkatan
kapasitas kader dalam pemberian MP ASI, pemantauan PMT oleh kader,
Distribusi PMT balita dan PMT Ibu hamil.

Sedangkan solusinya adalah pemenuhan pengadaan MP ASI bagi anak
usia 6-24 bulan keluarga miskin sesuai dengan ketentuan atau DO yang
ditetapkan dan optimalisasi pendayagunaan PMT berbasis pangan lokal,
penyuluhan gizi masyarakat, pemberian paket pertolongan gizi, peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan dan kader dalam pemberian MP ASI yang
adekuat.

B. PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN
1) Cakupan Desa Siaga Aktif

Grafik 2.21 Cakupan Desa Siaga Aktif
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Dari tabel di atas terlihat cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif realisasi
capaian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sudah mencapai 100%,
karena apabila melihat definisi oprasional desa dikatakan sudah
Desa/kelurahan  Siaga aktif apabila di desa tersebut sudah memiliki Pos
Kesehatan Desa (PKD) ada petugas kesehatan, dan sudah ada Forum
Kesehatan desa (FKD). Desa dan kelurahan total 278 semua sudah memiliki
memenuhi 2 kriteria dimaksud, sehingga cakupan capaian sudah mencapai
100%.

Apabila Desa Siaga akitif yang ada di wilayah Banjarnegara, dilihat
secara kualitatif masih perlu dioptimalkan lagi yaitu dengan melihat telaah
kemandirian Desa Siaga secara strata. Ada empat(4) strata Desa Siaga yaitu
Desa Siaga Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Tahun 2016 capaian
target Desa Siaga Aktif Mandiri ada 12 desa.
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2) Persentase Posyandu Mandiri
Grafik 2.22 Persentase Posyandu Mandiri

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Posyandu adalah aset berharga dan punya peran strategis yang
dijalankannya sehingga perlu dijaga keberlanjutannya. Walaupun sudah
banyak peraturan dan regulasi untuk pelaksanaannya, namun dalam
prakteknya masih banyak peroalan  yang harus dihadapi dalam upaya
revitalisasi posyandu. Selain menghadapi masalah sarana dan prasarana juga
permasalahan koordinasi dan implementasi pelaksanaan di lapangan. Kesan
Posyandu hanya program miliknya orang kesehatan masih melekat kuat di
masyarakat. Dukungan dana-dana penunjang program juga tidak sampai
kepada Kader. Secara kelembagaan Posyandu tidak menjadi bagian dari
struktur pemerintah desa sehingga sehingga tidak memiliki garis koordinasi
yang jelas dengan pemerintah desa. Hubungan yang mengikat antara
keduanya selama ini hanya sebatas hubungan program  (bantuan) baik yang
bersumber dari Alokasi Anggran Dana Desa (ADD) maupun Anggaran
Pemerintah Belanja Daerah (APBD). Padahal pada prakteknya Posyandu telah
menjadi aktifitas yang sejalan dengan peran yang seharusnya dijalnkan oleh
pemerintah desa yaitu menjalankan pelayanan publik dasar. Sementara pada
sisi lain pelaksanaan program-program ini tidak dikoordinasikan dengan baik
antara OPD. Efektifitas dan keberhasilan program menjadi taruhannya, hal ini
diperparah dengan kenyataan bahwa berbagai program yang ada di posyandu
ini menjadi beban karena tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas kader
maupun kelembagaan posyandu.

Telaah kemandirian posyandu secara strata bisa dilihat dari tabel
prosentase posyandu mandiri diatas,  data dari tahun 2012 sampai dengan
tahun 2016 capaian angka prosentasenya  sangat fluktuatif, antara target dan
realisasi capaian. Tahun 2016 capaian prosentase Posyandu mandiri sudah
mencapai 33,35% dari target capaian 25%.

3) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Grafik 2.43 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016
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Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin  data dari
tahun 2012 sampai tahun 2016 tergambar seperti dalam tabel diatas,
Realisasi capaian untuk tahun 2012 34,2% angkanya sangat rendah karena
mulai tahun 2013 sampai tahun 2016 terjadi perubahan definisi oprasional
angka sudah mencapai capaian 100% dengan definisi operasional cakupan
pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang dilayani dengan
pembandingnya adalah jumlah masyarakt miskin yang sakit jadi
pembandingnya bukan seluruh masyarakat miskin saja seperti pada definisi
Operasional untuk target di tahun 2012.

4) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.

Grafik 2.24 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Untuk cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin,
semua masyarakat miskin yang sakit dan indikasi harus mendapatkan rujukan
semua  terlayani dan terfasilitasi mendapatkan rujukan. Data pertahun dari
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel di atas.
Namun masih ditemui Kendala yaitu ketidaktahuan masyarakat terkait
persyaratan maupun prosedur dan kurangnya sosialisai dari pihak BPJS.
Kendala aksebilitas dan  jarak fasilitas kesehatan juga masih menjadi faktor
penghambat.

C. KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menegaskan
bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas
lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja,
tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum harus bebas dari unsur-unsur
yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat dan gas), sampah
yang tidak diproses sesuai persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya,
kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang
tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan
penyakit dan gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk
mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi
maupun sosial. Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh
faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang
dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan
lingkungan berpotensial untuk mempengaruhi kesehatan.
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1) Rumah Sehat
Grafik 2.25 Persentase Cakupan Rumah Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan belum
sesuai target. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan
budaya hidup bersih dan sehat. Hal ini juga dipengaruhi Indikator sanitasi dasar
terutama jamban sehat banyak yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan
cakupan rumah sehat menjadi rendah.Ada indikator fisik (bangunan) yang
dipersyaratan yang masih sulit dipenuhi oleh masyarakat terutama masyarakat
miskin, adanya budaya dalam proses penentuan pembangunan rumah sehingga
mempengaruhi tata letak, pencahayaan dan kelembapan rumah tersebut.

Upaya yang Telah Dilaksanakan Penyuluhan dan penyebaran leaflet
untuk merubah perilaku masyarakat dalam mencapai rumah sehat, Inspeksi
sanitasi rumah di masyarakat.

2) STBM

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk
mengubah perilaku higiene dan sanitasi meliputi 5 pilar yaitu tidak buang air
besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum
dan makanan yang aman, mengelola sampah rumah tangga dengan benar,
mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman melalui pemberdayaan
masyarakat dengan metode pemicuan.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat adalah jumlah kumulatif desa/kelurahan yang terverifikasi
melaksanakan STBM. Jumlah kumulatif desa/kelurahan yang terverifikasi
sebagai desa melaksanakan STBM dengan memenuhi kriteria :

(1) Telah dilakukan pemicuan STBM;
(2) Telah memiliki natural leader;
(3) Telah memiliki Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Dari 278 desa/kelurahan di Kabupaten Banjarnegara sudah seluruhnya
melaksanakan STBM. Adapun desa yang sudah melaksanakan Stop Buang Air
Besar Sembarangan (SBS) ada 36 desa sedangkan desa STBM yaitu yang 100%
penduduk melaksanakan 5 pilar STBM baru 2 desa yaitu desa Aribaya
kecamatan Pagentan dan Desa Pegundungan Kecamatan Pejawaran.

Adanya dukungan yang besar dari pemerintah bersinergi dengan
keberhasilan program ini. Kecukupan alokasi anggaran yang cukup, koordinasi
dan kerjasama dengan lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat, sosialisasi
yang intensif tentang STBM termasuk jamban murah melalui kegiatan
wirausaha sanitasi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat dan
terus menerus akan meningkatkan pencapaian program ini.
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3) Air Minum

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui
proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum. Pada Permenkes tersebut juga
disebutkan bahwa penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang
diproduksinya aman bagi kesehatan. Dalam hal ini penyelenggara air minum
diantaranya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok
masyarakat dan individual yang menyelengarakan penyediaan air minum.

Air minum yang aman bagi kesehatan adalah air minum yang memenuhi
persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia dan radioaktif.

Grafik 2.26 Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum
Yang Berkualitas Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Grafik 2.27 Persentase Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Indikator kesehatan lingkungan yang telah mencapai target dari tahun
2012 – 2016 yaitu Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air
minum yang berkualitas dan Persentase kualitas air minum yang memenuhi
syarat dicapai melalui program pengembangan lingkungan sehat berupa
terlaksananya  pengambilan sampel air PDAM, depot air minum dan air
pamsimas serta sumber lainnya, teridentifikasi hasil kualitas air bersih dan air
minum, pembinaan pengelola depot air minum, pengadaan sanitarian kit 1.

Beberapa kendala yang mempengaruhi antara lain hanya sebagian
masyarakat yang mau memeriksakan sampai air minumnya. Petugas sanitarian
puskesmas hanya dapat memeriksa kualitas air minum secara fisik (tidak
berbau, tidak berwarna dan tidak berasa) perlu pemeriksaan sampel lanjutan di
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Laboratorium Kesehatan Daerah, selain itu juga yang rutin memeriksa sampai
air hanya depot air minum dan BPSPAM (PAMSIMAS).

Upaya yang akan dilakukan yaitu Pembinaan kelompok pengguna air
BPSPAM agar rutin untuk memeriksakan sampel airnya, Pembinaan pemilik
depot air minum di wilayah Banjarnegara, Inspeksi simulasi SAB di wilayah
puskesmas menggunakan anggaran BOK.

4) Akses Sanitasi Layak
Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang

kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan
berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas
lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat,
meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Berdasarkan konsep dan definisi MDGs rumah tangga memiliki akses
sanitasi layak apabila fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat
kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septic (septic tank),
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang digunakan sendiri atau bersama.

Grafik 2.28 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban Sehat
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Grafik 2.29 Persentase Penduduk Tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat dan persentase
penduduk tidak buang air besar sembarangan (BABS) dari tahun ke tahun
mengalami kenaikan yang signifikan meskipun kenaikan masih dibawah 10 %,
tetapi secara umum kenaikan ini sudah membanggakan, karena perubahan
perilaku masyarakat untuk menggunakan jamban sehat dari sebelumnya buang
air besar sembarangan memerlukan proses yang begitu panjang dan kerja
keras dari semua pihak.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian penduduk yang menggunakan
jamban sehat dan persentase penduduk tidak buang air besar sembarangan
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(BABS)  antara lain masyarakat belum menjadikan jamban sebagai kebutuhan
dasar/ belum menjadi prioritas. Kondisi geografis yang sulit untuk membuat
jamban pribadi, Keterbatasan lahan di masyarakat untuk pembuatan jamban,
kondisi ekonomi masyarakat, sehingga belum mampu membangun jamban
pribadi. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya BAB di jamban sehat
masih rendah. Upaya yang telah dilaksanakan yaitu Penyuluhan mengenai
jamban sehat, CLTS dan bantuan stimulan jamban sehat serta bantuan paket
jamban lengkap bagi masyarakat miskin, memasukkan menu jamban sehat
dalam pembangunan RTLH dan prioritas program desa yang cakupannya masih
rendah dan pelatihan STBM, terlaksananya kegiatan kampanye jamban sehat,
terlaksananya deklarasi ODF, terlaksananya kegiatan Pelatihan CLTS, WUSAN,
dan Workshop CLTS. Pencapaian ini tidak lepas dari peran serta lintas sektoral
dan masyarakat.

Permasalahan terkait sanitasi yang layak mendorong adanya inovasi
dalam rangka meningkatkan akses sanitasi yang layak, hal ini dicerminkan
dalam beberapa prestasi yang telah diraih pada tahun 2014 sampaii dengan
2015 antara lain Juara I Duta Lingkungan Sehat Tingkat SD Tingkat Provinsi
Jawa Tengah, Juara 1 Festival Film Promosi Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014. Judul Film “Jumbleng” Lokasi syuting Desa Sampang
Kecamatan  Karangkobar dalam rangka meningkatkan cakupan penduduk
menggunakan jamban sehat, Natural Leader Juara I tingkat Provinsi, Natural
Leader Juara I tingkat Nasional dari Desa Aribaya Kecamatan Pagentan.
Prestasi – prestasi yang telah diraih diharapkan mampu menjadi motivasi bagi
masyarakat dan lintas sektor untuk turut serta mendukung tercapainya akses
sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.

Rencana upaya yang akan datang adalah penggerakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat, serta advokasi penyusunan peraturan Bupati tentang
pemberian dana stimulan ke desa (masuk dalam rekening desa), mendorong
peran pemerintah daerah untuk mendukung bantuan paket jamban sehat bagi
miskin, kampanye jamban sehat, CLTS dengan BABINSA, buku mulok jamban
sehat untuk siswa SMP,

5) Tempat-Tempat Umum (TTU)

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana umum yang
digunakan untuk kegiatan masyarakat dan diselenggarakan oleh
pemerintah/swasta atau perorangan, antara lain pasar, sekolah, fasyankes,
terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum lainnya

TTU yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum
minimal sarana pendidikan dan pasar rakyat yang memenuhi syarat kesehatan.
TTU dinyatakan sehat apabila memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis dan
dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni dan
masyarakat sekitarnya.

Grafik 2.30 Persentase Cakupan TTU Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016
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Secara kuantitatif capaian kinerja  cakupan tempat tempat umum setiap
tahun ada peningkatan persentase, meskipun kenaikan masih dibawah 10 %
tetapi capaian ini sudah sangat membanggakan, walaupun capaian kinerja
belum sesuai dengan target. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam
pencapaian tempat - tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan adalah
masih adanya beberapa tempat - tempat umum yang setelah dibina dan
diawasi masih belum memenuhi syarat kesehatan. Kenyataan dilapangan
sarana sanitasi pada tempat - tempat Umum masih belum sesuai yang
dipersyaratkan dalam aturan. Pada Tahun 2016 dari 1088 tempat - tempat
umum yang ada di kabupaten Banjarnegara yang memenuhi syarat kesehatan
ada 826 tempat - tempat umum (76%).

Beberapa kendala yang mempengaruhi antara lain,  sulitnya pemenuhan
kriteria tempat - tempat umum sehat karena ada indikator fisik yang
kebanyakan pemilik tempat - tempat umum tidak bisa memenuhinya, secara
fisik bangunan banyak yang tidak memenuhi syarat kesehatan, banyak
pengelola tempat - tempat umum yang belum dilatih dari Dinas Kesehatan.
Upaya yang telah dilakukan penyemprotan vektor penyakit dengan output
kegiatan, terlaksananya kegiatan penyemprotan di TPA Winong dan
terlaksananya kegiatan Penyemprotan di pasar.

Upaya yang akan dilakukan Penyemprotan di pasar dan TPA, inspeksi
Sanitasi pasar dan lomba/penilaian pasar, pembinaan pengelola tempat -
tempat umum.

6) Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

Tempat pengelolaan makanan (TPM) adalah usaha pengelolaan makanan
yang meliputi jasaboga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air
minum, kantin, dan makanan jajanan. TPM dinyatakan sehat sesuai dengan
Kepmenkes Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene
Sanitasi Rumah Makan dan Restoran, persyaratan higiene sanitasi yang harus
dipenuhi.

Tempat Pengelolaan Makanan merupakan sasaran kesehatan lingkungan
yang harus selalu di bina dan di awasi, karena obyek tersebut merupakan
tempat berkumpulnya orang dan sangat riskan terhadap risiko kesehatan
lingkungan, sehingga pencapaian terhadap kinerja indikator ini sangat penting.
Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian)
indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

Grafik 2.31 Persentase Cakupan Tempat Pengelola Makanan (TPM) Yang
Memenihu Syarat Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Secara kuantitatif capaian kinerja  cakupan tempat pengolahan makanan
belum mencapai target. Dari 2064 tempat pengelolaan makanan di Kabupaten
Banjarnegara tahun 2016 yang memenuhi higiene sanitasi adalah 1011 tempat
(49%).
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Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian TPM yang
memenuhi syarat kesehatan adalah masih adanya beberapa TPM yang setelah
dibina dan diawasi masih belum memenuhi syarat kesehatan. Kenyataan
dilapangan sarana sanitasi pada TPM masih belum sesuai yang dipersyaratkan
dalam aturan, TPM masih banyak yang belum mengajukan laik sehat ke Dinas
Kesehatan, sehingga TPM masih dinyatakan belum memenuhi syarat
kesehatan.

Hal ini dipengaruhi oleh Masih banyak pengelola TPM yang belum
mengikuti pelatihan pengelola makanan yang sehat, Adanya indikator fisik
(bangunan dan peralatan) yang sulit dipenuhi oleh pengelola TPM terutama
UMKM.

Upaya Yang Telah Dilakukan Pengambilan sampel makanan di TPM,
melakukan pelatihan bagi pengelola TPM, Menerbitkan surat laik sehat secara
gratis dan memfasilitasi agar dengan mudah mendapatkannya, Pembinaan TPM

D. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Pencegahan dan Pengendalian penyakit adalah upaya penurunan insiden,
prevalens, morbiditas atau mortalitas dari suatu pennyakit hingga level yang dapat
diterima secara lokal. Angka kesakitan dan kematian penyakit merupakan indikator
dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat.

Pengendalian penyakit yang akan di bahas yaitu pengendalian penyakit
menular, meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan
dengan imunisasi, penyakit yang di tularkan melalui vektor dan zoonosis, dan
dampak kesehatan akibat bencana.
1) Penyakit Menular Langsung

a. Penemuan pasien baru TB BTA (+)

Grafik 2.32 Penemuan pasien baru TB BTA (+)
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Penemuan pasien baru TB BTA positif daritahun 2012 sampai dengan
tahun 2016 mengalami kenaikan dan penurunan namun semuanya tidak
pernah mencapai target, pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu
sebesar 45 % dari target. Penemuan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu
32,5 % dari target sebesar 80 %.

Rendahnya penemuan pasien TB BTA positif di pengaruhi berbagai
faktor antara lain Belum semua orang terduga TB dilakukan penanganan
stadar pelayanan TB yaitu pemeriksaan BTA, terutama di rumah sakit
penegakan diagnosanya masih menggunakan rontgen, Adakalanya pasien
terduga TB susah untuk mengeluarkan dahak, sehingga pemeriksaan BTA
tidak dapat dilakukan, pencatatan dari dokter praktek swasta dan klinik
swasta belum dilakukan. Pada kasus pasien TB BTA positif seharusnya
dilakukan contact racing di sekitar pasien sebanyak 10 sampai dengan 20
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orang, baik dilingkungan keluarga, pekerjaan dan tempat aktifitas yang lain,
namun semua ini belum dilakukan secara maksimal bahkan ada yang belum
dilakukan, Pengelola program di puskesmas belum maksimal dalam
pelaksanaan program, karena banyaknya pekerjaan lain yang harus
dilaksanakan.

Untuk mengatasi kondisi penemuan pasien TB BTA positif yang masih
sangat rendah beberapa upaya sudah dilaksanakan, antara lain peningkatan
penemuan di masyarakat dengan melibatkan lintas sektor di tingkat desa,
peningkatan kapasitas pengelola program P2TB di Puskesmas, Promosi
kesehatan tentang penyakit TB, untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang penyakit TB, sehingga jika ada tanda dan gelaja
penyakit TB, masyarakat akan segera datang untuk memeriksakan
kesehatannya dan berkomitmen untuk dilakukan pelayanan secara standar
program P2 TB.

Meskipun upaya sudah dilakukan maksimal, namun penemuan pasien
TB BTA positif masih jauh dibawah target yang ditetapkan, untuk itu harus
ada upaya yang nyata untuk menghasilkan penemuan pasien TB BTA positif
sesuai target bahkan melebihi target.

Upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : pembentukan
komunitas dokter praktek swasta dan klinik swasta sehingga pencatatan
kasus dapat dilakukan dan pasien TB dapat tercatat dan dilakukan
pemantauan sampai benar-benar sembuh, melakukan kegiatan ketuk pintu
dengan melibatkan kader dan lintas sektor sebagai upaya jemput bola
penanganan pasien terduga TB, sosialisasi dan advokasi program P2TB
sehingga semua orang akan menjadi bertanggungjawab dalam penemuan
dan penanggulangan penyakit TB, peningkatan kapasitas petugas pengelola
program TB di fasyankes, evaluasi secara rutin setiap triwulan, sebagai
upaya untuk validasi data dan monitoring penemuan pasien TB BTA positif,
sehingga ada penyelesaian masalah ketika capaian penemuan belum
memenuhi target, Promosi kesehatan ditingkat masyarakat sehingga
penyakit TB semakin di pahami oleh masyarakat, Melibatkan lintas sektor
baik pemerintah maupun swasta untuk berperan aktif dalam
penanggulangan dan pengendalian penyakit TB.

b. Kesembuhan penderita TB BTA Positif
Grafik 2.33 Kesembuhan penderita TB BTA Positif

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Kesembuhan penderita TB BTA positif pada tahun 2012 mencapai
90%, selanjutnya mengalami penurunan capaian kesembuhan penderita TB
BTA positif pada tahun 2013, 2015 dan 2016. Selama 4 tahun dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2016 hanya pada tahun 2012 kesembuhan
penderita TB BTA Positif sesuai dengan target.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kesembuhan
penderita TB BTA positif, faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah
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penemuan pasien TB BTA positif pada tahun sebelumnya dan pengawasan
serta pemantauan dalam masa pengobatan pasien, baik yang dilakukan oleh
petugas, keluarga dan komitmen pasien TB BTA positif itu sendiri, serta
adanya faktor medis yang sering kali timbul dalam masa pengobatan pasien,
sehingga pasien belum sembuh pada akhir pengobatan.

Selain faktor tersebut masih ada faktor lain yang berpengaruh
terhadap kesembuhan pasien TB BTA Positif, antara lain pasien yang masih
dalam pengobatan pindah tempat tinggal sehingga pengobatannya pindah,
akan tetapi pada kenyataanya tidak terlacak lagi kondisi pasien, padahal
seharusnya dilakukan telusur sampai pasien sembuh. Masih banyak pasien
yang putus berobat karena berbagai alasan, diantaranya sudah merasa
sembuh padahal belum selesai masa pengobatan, belum maksimalnya
pendamping dalam pengobatan baik oleh PMO dari keluarga maupun
petugas.

Untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien TB BTA positif
berbagai upaya sudah dilakukan, evaluasi capaian juga terus menerus di
lakukan setiap triwulan serta adanya kegiatan supervisi kefasilitas pelayanan
kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan untuk pemantaun pelaksanaan
program P2 TB di Fasyankes. Adapunupaya yang telah dilakukan ditingkat
Puskesmas antara lain Membangun komitmen pengobatan pasien TB
dengan cara penandatanganan diatas meterai untuk kesanggupan berobat
sampai selesai, pelacakan pasien yang putus berobat, Koordinasi dengan
pihak desa untuk pendampingan serta pengawasan pengobatan TB.

Untuk peningkatan dan perbaikan capaian kesembuhan pasien TB
BTA positf, perlu dilakukan upaya yang real dan cepat serta terukur,
sehingga upaya tersebut bisa dengan cepat dan mudah dilaksanakan dan
mempunyai output yang jelas. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut
Evaluasi PMO (Pengawas Minum Obat), Tidak ada lagi pasien Drop Out
dengan cara pendampingan pengobatan serta kunjungan rumah oleh
petugas bekerja sama dengan keluarga, kader kesehatan dan perangkat
desa atau lintas sektor yang lain. Tidak ada status pasien pindah
pengobatan dari fasyankes ke fasyankes yang lain, jika pasien berpindah
pengobatan, pelaporan dan pengawasan pasien sampai sembuh tetap
menjadi tanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama
mengobati, dilakukan kerjasama pengobatan dengan fasyankes yang dituju.

c. HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi
Human Immunedoficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.
Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan
tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit
lain.

Grafik 2.34 Penemuan Kasus Baru HIV – AIDS
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016
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Jumlah kasus baru HIV positif yang dilaporkan pada tahun 2016
sebanyak 23 kasus, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 29
kasus. Sedangkan jumlah kasus AIDS yang dilaporkan tahun 2016
sebanyak 11 kasus menurun dibanding tahun 2015 sebesar 15 kasus.
Menurut jenis kelamin, Presentase kasus baru AIDS tahun 2016 pada
kelompok perempuan lebih besar dibandingkan pada kelompok laki-laki. HIV
dapat ditularkan melalui hubungan seks, tranfusi darah, penggunaan jarum
suntik bergantian dan penularan dari ibu ke anak (perinatal).

Di kabupaten Banjarnegara jumlah kasus penyakit yang disebabkan
oleh virus HIV pada tahun 2016 adalah 23 kasus yang terdiri dari laki-laki 13
kasus dan perempuan 10 kasus meningkat dibanding tahun 2015 yaitu
sebanyak 31 kasus terdiri dari laki-laki sebanyak 20kasus dan perempuan
sebanyak 11 kasus. Kasus penyakit AIDS didominasi golongan umur 30-39
tahun yaitu sebanyak 16 kasus berbeda dengan tahun 2015 yang didominasi
umur 20-39 tahun sebanyak 21 kasus. Kematian akibat penyakit AIDS di
Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 adalah 5 kasus terdiri dari laki-
laki 1 kasus dan perempuan 4 kasus meningkat dibanding tahun 2015
dimana tidak terdapat kasus kematian akibat AIDS.

Penyakit menular HIV/AIDS terus meluas. Kegiatan sosialisasi bahaya
HIV/AIDS dilakukan terus. Sejalan dengan penemuan kasus HIV/AIDS di
Kabupaten Banjarnegara dilakukan upaya pengobatan untuk penderita yang
didukung oleh penyediaan klinik VCT di Kabupaten Banjarnegara,
Terlaksananya rujukan kasus HIV/AIDS.

Upaya Yang akan dilakukan optimalisasi pelayanan kesehatan
penderita HIV/AIDS sesuai standar pelayanan minimal, Yaitu telah
tersedianya Klinik CST (Care  Support Treatment) di RSUD Hj. Anna
Lasmanah untuk pengobatan ART ( Anti Retroviral Therapy ) bagi ODHA (
Orang Dengan HIV – AIDS ) dan Program PITC (Provider Iniciatif Testing
and Conseling) atau biasa disebut TIPK ( Testing atas Inisiatif Petugas
Kesehatan ) yang dilakukan di layanan kesehatan tingkat Pertama dengan
sasaran BUMIL, Pasien TB, Populasi Kunci (PSK, Waria , Penasun Dll ),
Pasien IMS dan Pasien Berpotensi resiko tertular HIV dan Kegiatan VCT
MOBILE di tempat – tempat berpotensi terjadi penularan HIV, Skrining HIV
pada Pendonor Darah di PMI.

Pendampingan bagi ODHA untuk kepatuhan ART, Pendampingan
Rujukan untuk pemeriksaan laboratorium CD4, Pemeriksaan Laboratorium
Viral Load dan Follow UP Pasien ODHA putus obat, tetapi masih ada kendala
permasalahan untuk pemeriksaan Laboratorium CD4 dan Viral Load hanya
bisa dilakukan Rumah Sakit  yang ditunjuk / Klinik Laboratorium Swasta.

d. Pneumonia

Pneumonia merupakan penyebab dari 15% kematian balita, yaitu
perkiraan sebanyak 922.000 balita di tahun 2015. Pneumonia menyerang
semua umur di semua wilayah, namun banyak terjadi di Asia Selatan dan
Afrika sub-Sahara. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-
anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun dan orang
yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi).

Perkiraan penderita pneumonia pada balita di Kabupaten
Banjarnegara tahun 2016 sebanyak 9.772 meningkat dibanding tahun 2015
yaitu 7.408 kasus. Jumlah pneumonia balita tahun 2016 yang ditemukan
sebanyak 5.004, dengan angka ditemukan dan ditangani sebesar   51,2 %.
Kasus Pneumonia tertinggi pada tahun 2016 di Kecamatan Madukara yaitu
sebesar 453 kasus dari jumlah perkiraan kasus sebesar 448 kasus,
sedangkan terendah ada di kecamatan Pandanarum yaitu 42 kasus dari
jumlah perkiraan kasus 239 kasus. Rendahnya Penemuan ini disebabkan :
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1. Petugas kesehatan di Puskesmas masih terlalu selektif untuk memasuk
pasien ke kriteria Pnemonia, hanya mencantumkan diagnosa ISPA pada
balita tersebut. Sehingga pencatatan Pnemonia menjadi rendah.

2. Pasien ada yang mencari pengobatan di Sarana Kesehatan swasta
(Dokter Praktek Mandiri, Klinik, Layanan Perawat dll.) dan belum semua
Sarana Kesehatan melaporkan layanan Pnemonia Balita.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan
penemuan pnemonia balita     yaitu Memberikan bimbingan teknis kepada
pengelola ISPA Puskesmas Puskesmas melakukan pembinaan ke jejaring
layanan kesehatan

e. Kusta

Sejak tercapainya status eliminasi kusta pada tahun 2000, situasi
kusta di Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif statis. Hal tersebut
dapat terlihat dari angka penemuan kasus baru kusta selama lebih dari dua
belas tahun yang menunjukkan kisaran angka antara enam hingga delapan
per 100.000 penduduk dan angka prevalensi yang berkisar antara delapan
hingga sepuluh per 100.000 penduduk per tahunnya. Target prevalensi
kusta sebesar <1 per 10.000 penduduk (<10 per 100.000 penduduk).

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 angka tersebut menunjukkan
penurunan.Dengan demikian prevalensi kusta di Banjarnegara pada tahun
2016 yang sebesar 2,9 per 100.000 penduduk telah mencapai target
program.

Pada tahun 2016 dilaporkan 34 kasus baru dengan 33 kasus
merupakan tipe Multi Basiler (MB). Sedangkan menurut jenis kelamin 85%
penderita kusta berjenis kelamin laki-laki dan sisanya berjenis kelamin
perempuan. Angka cacat tingkat 2 pada tahun 2016 sebesar 0,89 per 1 juta
penduduk. Puskesmas dengan angka cacat tingkat 2 per 1.000.000
penduduk tertinggi pada tahun 2016 yaitu Purwarejo Klampok 1.

Untuk peningkatan penemuan pasien Kusta, berbagai upaya telah
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Upaya-upaya tersebut antara
lain memberikan on the job training kepada pemegang program di
puskesmas, sehingga kemampuan petugas dalam tata laksana pasien kusta
menjadi lebih baik. Pelacakan kasus baru juga terus dilakukan ketika ada
pasien baru untuk mencari penularan sehingga tindakan penemuan lebih
dini dapat dilakukan.

Upaya yang akan dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian
penyakit kusta antara lain pemeriksaan kontak serumah dan lingkungan
sekitar penderita baru. Pertemuan petugas kusta di puskesmas juga
dilakukan untuk menjalin koordinasi dan mencari permasalahan-permasalah
yang dihadapi oleh petugas di puskesmas dan penyelesaian yang akan
dilakukan. Kerja sama dengan rumah sakit juga terus ditingkatkan, sehingga
penemuan secara pasif di rumah sakit dapat meningkat untuk selanjutnya
menjadi salah satu bahan untuk pencarian secara aktif di lapangan.

f. Diare

Penyakit diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga
merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian.
Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, dengan kondisi sanitasi yang
kurang layak merupakan faktor risiko terjadinya diare, buang air besar
sembarangan, ketersediaan air bersih serta perilaku hidup bersih dan sehat
masyarakat yang belum sesuai dengan syarat kesehatan turut berpengaruh
terhadap terjadinya penyakit diare.

Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan
dan kader kesehatan sebesar 10% dari angka kesakitan dikali jumlah
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penduduk di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun. Angka kesakitan
nasional hasil Survei Morbiditas Diare tahun 2012 yaitu sebesar 214/1.000
penduduk. Maka perkiraan jumlah penderita diare sebanyak 21.702 orang,
sedangkan jumlah penderita diare yang dilaporkan di tangani di fasilitas
kesehatan sebanyak 22.036 orang atau 101,5% dan targetnya sebesar
21.702 atau 100

2) Penyakit Yang Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

a. Tetanus Neonatorum

Tetanus neonatorum disebabkan oleh hasil Clostridium tetani, yang
masuk ketubuh melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang
salah satunya disebabkan oleh pemotongan tali pusat dengan alat yang
tidak steril. Kasus tetanus neonatorum banyak di temukan di negara
berkembang khususnya negara dengan cakupan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang rendah. Tahun 2016 di kabupaten Banjarnegara tidak
terdapat kasus Tetanus Neonatorum.

b. Campak

Penyakit campak disebabkan oleh virus campak golongan
Paramyxovirus. Penularan dapat terjadi melalui udara yang telah
terkontaminasi oleh droplet (ludah) orang yang telah terinfeksi.

Campak dinyatakan sebagai KLB apabila terdapat 5 atau lebih kasus
klinis dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi secara
mengelompok dan dibuktikan adanya hubungan epidemiologis. Pada tahun
2016 tidak ada kasus campak di Kabupaten Banjarnegara.

c. Difteri

Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae
yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Penyakit difteri pada
umumnya menyerang anak-anak usia 1-10 tahun. Pada tahun 2016 tidak
ada kasus campak di Kabupaten Banjarnegara

d. Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Grafik 2.35 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sudah
mencapai target dan meningkat dari tahun – tahun sebelumnya. Hal itu
dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kinerja para petugas dalam
pelayanan imunisasi, sosialisasi, pencatatan dan pelaporan baik di
Puskesmas, rumah sakit maupun Unit Pelayanan Swasta (UPS), kerjasama
yang baik antara mitra kerja di P2, kerjasama lintas program, lintas sektor
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dan komitmen yang tinggi di tingkat UPT Dinkes Puskesmas se-Kabupaten
Banjarnegara.

Upaya yang telah dilakukanMenyusun perencanaan data sasaran tiap
akhir tahun untuk menentyukan perencanaan kegiatan dan perencanaan
anggaran tiap tahun, Melaporkan data sasaran ke Dinkes Prov Jateng setiap
tahun untuk mendapatkan alokasi sarana prasarana imunisasi selama 1
tahun, menyusun perencanaan anggaran tiap tahun untuk mendapatkan
alokasi anggaran setiap tahunnya guna melaksanakan kegiatan-kegiatan,
Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan dan diberi
anggaran, Monitoring kegiatan dan mengirimkan laporan kegiatan,
menganalisa, mengevaluasi, feedback, koordinasi dan tindak lanjut.

e. Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut).
Grafik 2.36 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15

tahun Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP/lumpuh layuh mendadak
bukan karena ruda paksa) targetnya adalah di atas 2 per 100.000 penduduk
di bawah 15 tahun. Jika di suatu daerah kejadian AFP pada penduduk di
bawah 15 tahunnya tinggi, maka daerah tersebut akan mampu memenuhi
target. Tetapi jika sebaliknya, jumlah kasus AFP pada penduduk di bawah 15
tahun rendah (<2), daerah tersebut tidak mampu memenuhi target. Hal
inilah yang kurang sesuai dengan paradigma sehat, karena yang dijadikan
ukuran keberhasilan adalah jumlah kasus.

Capaian penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) minimal 2 per
100.000 penduduk di bawah 15 tahun pada fluktuatif namun menunujukan
capaian kinerja yang baik.Pada tahun 2016, di kabupaten Banjarnegara non
polio AFP rate sebesar 2,10/100.000 populasi anak <15 tahun yang berarti
sudah mencapai standar minimal penemuan.

Hal ini dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dan petugas dalam
penemuan deteksi dini di lapangan, selain itu petugas surveilance ketika
melakukan kunjungan ke lapangan tidak ditemukan penduduk di bawah 15
tahun yang memiliki tanda-tanda adanya penyakit AFP tersebut, hasil
laboratorium spesimen tidak menunjukan hasil positif. Adapun upaya yang
dilakukan lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat, petugas, LSM,
organisasi masyarakat dalam penemuan kasus AFP dan melakukan
sosialisasi di media massa (penyuluhan, siaran radio, leaflet) kepada seluruh
lapisan masyarakat.

Cakupan penemuan suspek AFP, dicapai melalui program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan satu kegiatan Peningkatan
Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah yang outputnya berupa
Terlaksananya kegiatan surveilans AFP di Puskesmas, Terlaksananya
kegiatan pengambilan sampel tinja (AFP) dari Puskesmas ke desa,
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Terlaksanya kegiatan pengiriman sampel tinja (AFP) dari Puskesmas ke
Dinas kesehatan, Terlaksananya kegiatan pengiriman sampel tinja (AFP) ke
PT Biofarma-Bandung, Terlaksananya pertemuan evaluasi program
Surveilans (AFP).

Upaya yang telah dilakukan adalah menyusun perencanaan data
target sasaran tiap tahun selama 5 tahun, Melaporkan hasil capaian kinerja
ke pimpinan, ke Dinas Kesehatan Provinsi, ke instansi terkait secara
periodic, menyusun perencanaan anggaran tiap tahun untuk mendapatkan
alokasi anggaran setiap tahunnya guna melaksanakan kegiatan-kegiatan,
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan dan diberi
anggaran, monitoring kegiatan dan mengirimkan laporan kegiatan,
menganalisa, mengevaluasi, feedback, koordinasi dan tindak lanjut.

Upaya yang akan dilakukan menyusun target sasaran tiap tahun
selama 5 tahun yang akan datang berdasarkan jumlah penduduk sasaran <
15 tahun adalah : 259.583 jiwa maka di tetapkan target sasaran menjadi : 4
kasus,4 kasus,4 kasus,5 kasus,5 kasus, Melaporkan hasil capaian kinerja ke
pimpinan, ke Dinas Kesehatan Provoinsi, ke instansi terkait secara periodik,
menyusun perencanaan anggaran tiap tahun untuk mendapatkan alokasi
anggaran setiap tahunnya guna melaksanakan kegiatan-kegiatan,
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan, Membutuhkan
pengendalian secara rutin/ periodik terutama AFP ke pada pihak-pihak
terkait, monitoring, mengirim laporan, menganalisa, mnegevaluasi,
feedback, koordinasi dan tindak lanjut

3) Penyakit Ditularkan Vektor Dan Zoonosis
a. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Grafik 2.37 Cakupan Penemuan Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Pada tahun 2016 jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak
591 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 6 orang (IR/Angka Kesakitan=
58,2 per 100.000 penduduk dan CFR/angka kematian= 13%). Dibandingkan
tahun 2015 dengan kasus sebanyak 197 serta IR 19,5 terjadi peningkatan
kasus. Kasus terbanyak terdapat di kecamatan Bawang dan Banjarnegara
masing-masing sebanya 112 kasus dan 111 kasus. Tahun 2013 sebanyak
134 kasus tahun 2014 sebanyak 147 kasus, setiap tahun meningkat

Peningkatan dan penyebaran kasus DBD tersebut disebabkan oleh
mobilitas penduduk yang tinggi, perkembangan wilayah perkotaan,
perubahan iklim, perubahan kepadatan dan perilaku masyarakat yang belum
optimal dan berkesinambungan dalam memberantas sarang nyamuk
(breeding place) dan membersihkan tempat peristirahatan nyamuk (resting
place) sehingga perlu ada upaya penyuluhan kepada masyarakat untuk
melakukan tindakan preventif secara rutin.



64

Kematian akibat DBD dikategorikan tinggi ika CFR >1%. Dengan
demikian pada tahun 2016 terdapat 5 Puskesmas yang memiliki CFR tinggi
yaitu Mandiraja 1, Bawang 1, Bawang 2, Banjarnegara 2, dan Sigaluh 1.
Pada Puskesmas tersebut masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan, termasuk
peningkatan sarana-sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi
penderita di sarana-sarana pelayanan kesehatan, upaya yang telah
dilakukan penyelidikan epidemiologi, pemetaan dan penyemprotan/fogging
dan yang tak kalah penting adalah upaya preventif dan promotif dengan
mengedepankan 3 M plus bagi masyarakatnya.

b. Malaria
Grafik 2.38 Kasus Malaria (API)

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Penyakit malaria hingga saat ini masih menjadi masalah di Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara sampai saat ini masih dtetapkan
sebagai Kabupaten endemis malaria baik ditingkat Provinsi Jawa Tengah
maupun tingkat Nasional ( Tiga tahun berturut-turut masih ditemukan kasus
malaria indegenous/malaria setempat). Ada 6 Kecamatan yang memiliki
kasus positif Malaria yaitu  Pagedongan, Banjarmangu, Wanadadi,
Punggelan, Purwonegoro dan kecamatan Bawang. Jumlah penderita Malaria
di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 yang ditemukan dan
dinyatakan sebagai malaria (+) sebanyak 222 penderita menurun jumlahnya
jika dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 323 penderita, atau dengan
angka kesakitan Malaria setahun (Annual Parasite Incedence, API) 0,22 per
1000 penduduk. Jumlah penderita Malaria tertinggi ada di Kecamatan
Banjarmangu yaitu sebesar 127 penderita dengan angka kesakitan malaria
setahun (Annual Parasite Incedence, API) 3,04 per 1000 penduduk.

Hal ini dipengaruhi oleh Keterlambatan penemuan kasus malaria
import (pendatang) dari daerah endemis terutama luar Jawa, Merebaknya
kasus indigenous yang dipicu dari kasus import, Kurang optimalnya
pengamatan arus migrasi & persepsi tindakan Penyelidikan Epidemiologi
kasus malaria import yang belum tepat, Belum semua fasyankes melakukan
diagnosa dan tata laksana kasus Malaria sesuai standard, Belum semua
kasus di Follow up sampai selesai, Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) belum
maksimal, Mutasi JMD keluar dari tugas pokok dan fungsinya serta keluar
dari lingkungan Dinas Kesehatan, Kurang optimalnya surveilans vektor
Malaria

Upaya yang telah dilakukan antara lain Membentuk jejaring informasi,
meningkatkan koordinasi & kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk
pelaksanaan Pengamatan & pengendalian malaria, Mengoptimalkan
pengamatan arus migrasi & menjelaskan tindakan Penyelidikan Epidemiologi
malaria import yang tepat kepada semua UPT Puskesmas, Melakukan
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diagnosa dan tata laksana kasus Malaria sesuai standar bagi semua fasilitas
pelayanan kesehatan, Follow up penderitamalaria sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, Mendekatkan akses pelayanan melalui PKD, Meningkatkan
koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam upaya
meningkatkan surveilans terhadap parasit maupun vector, Memposisikan
kembali JMD sesuai dengan tupoksinya, Menggiatkan kembali “Gebrak
Malaria” (Gerakan Berantas Kembali Malaria), Mengoptimalkan Sumber Daya
yang ada di Puskesmas (SDM, Dana, Alatdll) dalam upaya Pengendalian
Penyakit  Malaria

Upaya yang akan dilakukan antara lain Memberdayakan Masyarakat
dalam upaya pengendalian malaria, Menjamin akses pelayanan berkualitas,
Melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan  sosialisasi kepada stake
holder untuk berperan aktif, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
Diagnosis Malaria harus dilakukan dengan konfirmasi Laboratorium
mikroskop atau tes diagnosis cepat (Rapid  Diagnostic Test /RDT),
Pengobatan menggunakanTerapi kombinasi berbasis Artemisin (Artemisinin
Based Combination Therapy /ACT) sesudah konfirmasi laboratorium,
Layanan tata laksana kasus malaria dilaksanakan oleh seluruh fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan dilakukan secara terintegrasi ke dalam sistem
layanan kesehatan dasar, Pencegahan penularan malaria melalui
manajemen vector terpadu dan upaya yang lain yang terbukti efektif,
efisien, praktis dan aman, Membangun komitmen lintas program di Dinas
Kesehatan dalam rangkaian pengendalian penyakit Malaria di Kabupaten
Banjarnegara.

4) Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 Jam

Grafik 2.39 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24jam

5) Penyakit Tidak Menular

Pada saat ini terjadi transisi demografi dan transisi epidemiologi, pola
kesakitan menunjukkan double burden of disease dimana penyakit menular
masih merupakan tantangan (walaupun telah menurun) tetapi penyakit tidak
menular meningkat dengan tajam. Penyakit tidak menular adalah penyakit
kronis disebabkan gaya hidup yang tidak sehat, kurangnya aktifitas fisik dan
merokok serta mengkonsumsi alkohol. Hal ini berakibat pada meningkatnya
prevalensi tekanan darah tinggi, glukosa darah tinggi, lemak darah tinggi,
kelebihan berat badan dan obesitas yang pada gilirannya meningkatkan
prevalensi penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru obstruktif
kronik, berbagai jenis kanker, penyakit tidak menular juga mencakup banyak
sekali kondisi/penyakit termasuk gangguan jiwa, gangguan indera, kecelakaan,
disabilitas dan penyakit tidak menular lainnya.
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Berkaitan dengan itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kesehatan masyarakat (public health). perhatian difokuskan kepada penyakit
tidak menular yang mempunyai dampak besar baik dari segi morbiditas
maupun mortalitasnya sehingga menjadi isu kesehatan masyarakat (public
health issue), melaluipengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, bila
prevalensi faktor risiko menurun, maka diharapkan prevalensi penyakit tidak
menular juga akan menurun. Upaya yang dilakukan anatara lain Penguatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Pada Puskesmas melalui
penerapan Pandu PTM melalui Peningkatan Upaya Deteksi Dini Penyakit Tidak
Menular, Pengembangan Posbindu PTM, Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR). Secara umum, beberapa tantangan yang muncul dalam upaya
pengendalian penyakit tidak menular mencakup aspek-aspek berikut yaitu
Belum Optimalnya Dukungan baik lintas program maupun lintas sektor
Terhadap Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Hal ini merupakan
salah satu kendala dalam pengembangan dan penerapan kebijakan terkait
penanggulangan penyakit tidak menular.

E. PELAYANAN KESEHATAN

1. Persentase cakupan rawat jalan
Grafik 2.40 Persentase Cakupan Rawat Jalan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

2. Persentase cakupan rawat inap
Grafik 2.41 Persentase Cakupan Rawat Inap
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) capaian kinerja
yang berhasil, namun masih ditemukan kendala yaitu pencatatan laporan
kunjungan di sarana pelayanan kesehatan belum dilaksanakan dengan rutin
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dan baik sesuai format serta belum mengcover seluruh sarana pelayanan
kesehatan, Kualitas dan kuantitas SDM Puskesmas belum memadai dengan
beban pelayanan ganda Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya
Kesehatan Perorangan (UKP), Belum optimalnya sistem rujukan, Sarana
prasarana pelayanan rawat inap di puskesmas belum standar, Belum
optimalnya dukungan sistem informasi kesehatan terkait pencatatan dan
pelaporan.

Beberapa kendala tersebut secara aktif telah diupayakan untuk
diperbaiki oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan dengan berbagai upaya
diantaranya Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif
di masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM di puskesmas, Optimalisasi
pelayanan kesehatan melalui pembenahan pada penyediaan fasilitas kesehatan,
Usulan kebutuhan SDM Puskesmas sesuai standar, Peningkatan kualitas
pelayanan puskesmas dengan akreditasi puskesmas, pembenahan pada sistem
pencatatan dan pelaporan, kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam optimalisasi penyediaan jangkauan
jaringan.

3. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (RS) di Kabupaten

Grafik 2.42 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan
Sarana Kesehatan (RS) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

4. Cakupan puskesmas
Grafik 2.43 Cakupan Puskesmas Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016
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F. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Anggaran kesehatan di kabupaten Banjarnegara semakin meningkat
besarannya dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dimana pada
tahun 2013 anggaran kesehatan untuk belanja langsung yang bersumber dari
APBD kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 25.497.867.000 yang meningkat di
tahun 2014 menjadi Rp. 33.381.381.500 , kemudian pada tahun 2015 menjadi Rp.
75.535.522.500 dan menjadi 106.906.786.250 pada tahun 2016.

Peningkatan belanja langsung pada Dinas Kesehatan ini mengikuti postur
APBD kabupaten Banjarnegara yang meningkat dari tahun ke tahun yang
ditunjang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin besar. Selain itu
dengan diberlakukannya BPJS kesehatan pada 1 Januari 2014 maka anggaran
belanja langsung Dinas Kesehatan mendapat dana kapitasi (anggaran Jaminan
Kesehatan Nasional) yang cukup signifikan. Peningkatan kapitasi diprediksi akan
semakin naik seiring bertambahnya jumlah penduduk yang menjadi anggota BPJS
Kesehatan.

Dengan melihat kenaikan tersebut dapat dilihat kenaikan yang cukup
signifikan selama kurun waktu 4 tahun yaitu sekitar 300 persen dibanding tahun
2013. Pada tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara untuk kesehatan adalah Rp. 169.300.761750,- yang terdiri dari
belanja langsung sebesar Rp. 106.906.786.250,- dan belanja tidak langsung
sebesar Rp. 62.393.975.500,-. Dari Rp. 106.906.786.250,- terdiri dari anggaran
APBD murni sebesar Rp. 70.584.521.250,- dan dari anggaran Kapitasi JKN sebesar
36.322.265.000

Undang- undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 171 ayat (2)
yang berbunyi: ”Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi,
kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”. Total dari seluruh
anggaran kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara adalah Rp.
106.906.786.250. Total APBD kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 adalah
sebesar Rp. 1.953.239.294.000,-. Persentase belanja langsung tahun 2016
terhadap total APBD Kabupaten Banjarnegara adalah 5,4%.

TABEL 2.6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2012-2016

Program

Tahun
2012 2013 2014 2015 2016

Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

% % % % %
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

5.176.128.500,00 11.720.568.000,00 25.803.750.750,00 31.065.905.000,00 34.222.549.650,00
4.471.282.021,00 10.257.334.949,00 22.181.688.362,00 27.256.136.328,00 30.316.105.673,00

30,43 87,52 85,96 88,00 88,00

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

1.172.456.000,00 2.193.230.000,00 3.105.409.000,00 2.488.155.000,00 4.388.120.600,00
992.875.507,00 1.907.189.645,00 2.144.642.598,00 1.250.644.233,00 3.058.841.088,00

99,25 86,96 69,06 50,00 69,71

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

567.991.500,00 668.098.000,00 1.035.070.000,00 501.516.000,00 754.666.000,00
305.412.285,00 343.861.745,00 643.574.760,00 305.637.386,00 395.230.200,00

91,07 51,47 62,18 61,00 52,37

Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja

24.220.000,00 114.759.000,00 152.189.250,00 191.150.000,00 700.661.250,00
22.057.500,00 76.314.750,00 93.773.100,00 128.683.300,00 148.084.665,00

99,36 66,50 61,62 61,62 21,13
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Program

Tahun
2012 2013 2014 2015 2016

Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

% % % % %
dan keuangan

Program Obat
dan Perbekalan
Kesehatan

3.124.826.500,00 3.118.316.000,00 5.188.573.000,00 7.406.261.000,00 14.259.680.500,00
2.709.591.838,00 2.889.600.400,00 3.981.514.444,00 4.725.963.802,00 11.668.522.844,00

75,35 92,67 76,74 64,00 81,83

Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

1.714.971.000,00 2.365.219.000,00 1.898.435.000,00 5.433.737.000,00 18.130.675.250,00
1.217.236.203,00 1.882.617.671,00 1.115.024.050,00 4.298.382.339,00 12.536.902.722,00

71 80 59 79 69,15
Program
Pengawasan
Obat dan
Makanan

40.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
34.210.800,00 32.857.410,00 53.422.450,00 44.747.700,00 59.895.394,00

73,66 82,14 82,19 64,00 85,56

Program
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

106.152.000,00 189.810.000,00 869.818.000,00 989.924.500,00 913.606.000,00
98.047.500,00 167.454.100,00 533.555.030,00 656.135.288,00 728.506.247,00

92,47 88,22 61,34 66,00 79,74

Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat

530.900.000,00 633.318.000,00 1.605.627.000,00 1.888.553.000,00 1.459.725.000,00
527.517.925,00 605.366.400,00 1.236.208.670,00 1.431.198.815,00 1.303.619.875,00

86,71 95,59 76,99 76,00 89,31
Program
Pengembangan
Lingkungan
Sehat

100.000.000,00 120.000.000,00 986.920.000,00 779.814.000,00 329.079.000,00
95.153.950,00 97.251.500,00 884.572.375,00 653.732.220,00 281.729.350,00

99,01 81,04 89,63 84,00 85,61

Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular

387.363.000,00 556.058.000,00 689.132.000,00 642.726.000,00 1.544.310.000,00
259.812.100,00 429.779.890,00 556.534.805,00 474.279.255,00 1.127.914.737,00

92,50 77,29 80,76 80,76 73,04

Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi

- - 50.000.000,00 100.000.000,00 -
- - 0,00 96.523.000,00 -
- - 0,00 97,00 -

Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan

45.015.000,00 293.928.000,00 457.607.000,00 602.874.000,00 1.183.936.000,00
33.919.000,00 265.754.100,00 273.276.000,00 300.770.400,00 753.620.338,00

86,37 90,41 59,72 50,00 63,65

Program
pengadaan,
peningkatan
dan perbaikan
sarana dan
prasarana
puskesmas/
puskemas
pembantu dan
jaringannya

6.937.528.000,00 7.987.884.000,00 13.952.047.000,00 21.616.582.000,00 25.349.355.000,00
6.885.221.193,00 5.310.455.748,00 9.969.185.577,00 19.243.482.402,00 22.277.914.296,00

96,86 66,48 71,45 89,00 87,88

Program
kemitraan
peningkatan
pelayanan
kesehatan

50.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00
15.217.000,00 15.143.500,00 48.093.395,00 118.972.622,00 160.139.260,00

88,43 20,19 48,09 59,00 87,88

Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan lansia

75.750.000,00 50.000.000,00 135.771.000,00 175.920.000,00 136.546.000,00
75.600.403,00 47.800.000,00 106.456.800,00 114.673.800,00 110.870.250,00

95,15 95,60 78,41 65,00 87,88

Program Bidang
Cipta Karya

- - 194.000.000,00 100.000.000,00 -
- - 172.360.000,00 98.377.000,00 -
- - 88,85 98,00 -

Program
peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan
anak

2.475.000,00 4.284.000,00 - 700.000.000,00 2.499.692.000,00
1.987.500,00 2.958.000,00 - 674.470.350,00 1.377.796.576,00

100,00 69,05 - 96,00 87,88
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Program

Tahun
2012 2013 2014 2015 2016

Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

% % % % %
Program

pengembangan
SDM dan data

base

36.888.000,00 111.455.000,00 736.231.000,00 682.405.000,00 714.184.000,00
30.959.500,00 85.431.150,00 549.377.100,00 321.638.433,00 355.620.622,00

80,30 76,65 74,62 47,00 87,88

Anggaran (Rp) 20.092.664.500,00 30.241.927.000,00 57.025.580.000,00 75.535.522.500,00 106.906.786.250,00
Realisasi (Rp) 17.776.102.225,00 24.417.170.958,00 44.543.259.516,00 62.097.925.673,00 86.661.264.137,00

% 88,47 80,74 78,11 82,21 87,88

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

a. Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan
kesehatan makin bertambah berat, kompleks,  bahkan terkadang tidak terduga
munculnya penyakit – penyakit lama atau varian baru. Lebih dari pada itu, peran
aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan menjadi sangat penting. Selain
itu Adanya Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan
global, regional dan nasional

Dengan  berakhirnya  agenda  Millennium Development Goals  (MDGs)  pada
tahun  2015,  banyak negara  mengakui  keberhasilan  dari  MDGs  sebagai
pendorong  tindakan-tindakan  untuk  mengurangi kemiskinan  dan  meningkatkan
pembangunan masyarakat. Khususnya  dalam  bentuk  dukungan politik.
Kelanjutan  program  ini  disebut  Sustainable Development  Goals  (SDGs),  yang
meliputi  17  goals. Adapun 17 Goals SDGs tersebut antara lain:

1) Tanpa kemiskinan
2) Tanpa kelaparan
3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
4) Pendidikan berkualitas
5) Kesetaraan gender
6) Air bersih dan sanitasi
7) Energi terbesih dan terjangkau
8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak
9) Industri, inovasi dan infrastruktur
10) Mengurangi kesenjangan
11) Keberlanjutan kota dan komunitas
12) Konsumsi dan produk bertanggungjawab
13) Aksi terhadap iklim
14) Kehidupan bawah laut
15) Kehidupan didarat
16) Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian
17) Kemitraan untuk mencapai tujuan

Adapun goals yang berhubungan dengan kesehatan adalah goal 2 tanpa
kelaparan yang berhubungan dengan gizi masyarakat, goal 3 kesehatan yang baik
dan kesejahteraan yang berhubungan dengan peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, goal 5 kesetaraan gender disemua aspek kehidupan, goal 6 air bersih
dan sanitasi yang berhubungan dengan lingkungan yang merupakan faktor yang
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada
tanggal 1 Januari 2016. Pemberlakukan ASEAN Community  yang  mencakup total
populasi lebih dari 560 juta jiwa, akan memberikan peluang (akses pasar)
sekaligus  tantangan  tersendiri bagi  Indonesia.  Implementasi  ASEAN  Economic
Community, yang mencakup liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta
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investasi  sektor  kesehatan. Perlu  dilakukan  upaya  meningkatkan  daya saing
(competitiveness)  dari  fasilitas-fasilitas  pelayanan kesehatan dalam negeri.

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah
jumlah tenaga kesehatan, kompetensi masih belum memadai  dan dukungan
peralatan  medis penunjang kehidupan. jumlah Puskesmas PONED dan RS PONEK
belum diiringi peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum
hamil terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam penurunan AKI
dan AKB

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berlakunya Undang-Undang Tentang Desa. Pada bulan Januari 2014 telah
disahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak itu, maka setiap desa dari
278 desa/kelurahan yang ada, akan mendapat dana alokasi yang cukup besar
setiap tahun. akan sangat besar artinya bagi pemberdayaan masyarakat desa.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pengembangan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan lebih mungkin diupayakan di tingkat
rumah tangga di desa, karena cukup tersedianya sarana-sarana yang menjadi
faktor pemungkinnya (enabling factors).

Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut peta jalan
menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan tahun 2019 semua penduduk
Indonesia telah tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Universal
Health Coverage (UHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan
tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat rujukan, serta perbaikan
sistem rujukan pelayanan kesehatan. Untuk mengendalikan beban anggaran
Negara diperlukan dalam JKN memerlukan dukungan dari Upaya Kesehatan
Masyarakat yang bersifat promotif dan preventive agar masyarakat tidak mudah
jatuh sakit

Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, untuk mendukung keluarga
agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Kementerian Kesehatan
menetapkan strategi operasional pembangunan kesehatan melalui Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Pendekatan keluarga merupakan
salah satu cara untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau
meningkatkan akses pelayana kesehatan.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan

1. Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak. masih ditemukannya balita gizi
buruk dan balita di bawah garis merah, cakupan pemberian makanan pendamping
ASI pada keluarga miskin. Perlu optimalisasi pelayanan dasar dan rujukan termasuk
ketersediaan sarana prasarana penunjang keselamatan ibu dan anak.

2. Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan tidak menular karena beban ganda
penyakit.

3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan belum
optimal dan Belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat

4. Kesadaran  masyarakat  terhadap  asuransi  kesehatan  belum  tumbuh  dengan
baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai
jaminan pemeliharaan kesehatannya.

5. Belum terpenuhinya standar pelayanan di  puskesmas dan rumah sakit, rasio rumah
sakit belum sesuai standar per 1.000 penduduk, dan frekuensi pemakaian tempat
tidur rumah sakit (BOR) belum optimal.

6. Belum   terpenuhinya   jumlah,   jenis,   kualitas,   serta   penyebaran sumberdaya
manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan
kesehatan.

7. Belum optimalnya ketersediaan,  pemerataan,  dan  keterjangkauan obat esensial,
penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian
yang berkualitas.

8. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi
pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan

9. Pembangunan  yang belum berwawasan  kesehatan berdampak pada rendahnya
kualitas lingkungan berupa penggundulan hutan, pembuangan sampah / limbah
pabrik  pada  aliran  sungai,  penggunaan  pestisida  yang  tidak  tepat  yang  pada
akhirnya  berdampak  pada  masalah  kesehatan

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan
Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut
adalah sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap
pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:
1. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti mempunyai
martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri.
Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah pada dimensi imaterial dalam
pembangunan. Dengan pokok visi ini, diharapkan pada masa yang akan datang
masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat
bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional.
Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan
pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat
berjalannya proses pembangunan.

2. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera
Menurut kamus besar bahasa indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman

sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala
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kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Dimensi dari pokok visi
ini lebih mengarah pada dimensi material dalam pembangunan.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan
dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi
dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkenjutan,
sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar.
Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan
kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor
unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Guna mewujudkan dan merealiasasikan visi dimaksud, ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis

Penciptaan kondisi tersebut menjadi prasayarat mutlak agar seluruh
perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke-
depan.Merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah
rawan bencana, maka persiapan mitigasi bencana benar-benar dipersiapkan dengan
baik. Dengan persiapan yang baik diharapkan masyarakat dapat lebih merasa aman
meski tinggal di daerah yang bisa dibilang kurang ideal.

Salah satu modal kuat bagi pembangunan adalah modal sosial yang tinggi.
Pemerintah Kabupaten mendorong penguatan modal sosial melalui penghargaan
terhadap nilai-nilai budaya lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga mendorong
partisipasi dalam pembangunan melalui proses berdemokrasi.

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata
kelola yang baik

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen untuk
menciptakan good and clean government. Fokus peningkatan dilakukan pada
peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus
kedua, diharapkan masyarakat akan lebih bangga dengan jajaran aparatur
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang profesional.

3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada
pengembangan ekonomi kerakyatan

Laju perekonomian yang baik membutuhkan dukungan infrastruktur yang
baik. Pada pembangunan ekonomi, Kabupaten Banjarnegara bertopang pada
penguatan ekonomi kerakyatan di bidang Pertanian dan Pariwisata. Meski
mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten tidak melewatkan sisi
pemerataan pembangunan mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara
yang luas. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan daya dukung dan
daya tampung lingkungan agar nantinya lingkungan yang kita miliki dapat dinikmati
oleh generasi penerus.

4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan
dan akuntabel dengan tenaga profesional

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean
government. Meski demikian, banyaknya permasalahan di bidang keuangan,
menyebabkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merasa perlu mengangkat
menjadi sebuah misi tersendiri. Diharapkan melalui  reformasi tata kelola keuangan
daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat lebih efisien dan efektif dalam
pengelolaan keuangan. Selain itu Pemerintah diharapkan menjadi lebih mandiri
dalam segi pembiayaan pembangunan.

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
cakupan dan kualitas pelayanan dasar

Kebutuhan dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi sejahtera dapat
juga meningkatkan kemartabatan masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan
pemenuhan hak dasar masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat.

Hasiltelaahan terhadap beberapa permasalahan dibidang kesehatan maka
beberapa faktor penghambat dan pendorong bidang kesehatan dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah

Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran RPJMD

Permasalahan pelayanan
perangkat Daerah

Faktor
Penghambat Pendorong

VISI :
Banjarnegara
Bermartabat dan
Sejahtera

MISI:
Mewujudkan
Kemartabatan Dan
Kesejahteraan
Masyarakat Melalui
Peningkatan Cakupan
Pemenuhan Hak
Dasar

TUJUAN :
Meningkatkan
cakupan pemenuhan
kebutuhan dan
layanan dasar yang
berkualitas

SASARAN :
Meningkatnya akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan

INDIKATOR
SASARAN:
Angka usia harapan
hidup

1. Tingginya angka
kematian Ibu, angka
kematian bayi, angka
kematian balita

- Belum adanya Regulasi
Penurunan Angka
Kematian Ibu dan
Kematian Bayi

- Keterbatasan kompetensi
Sumber Daya Manusia

- Kepatuhan SOP
- Adanya Penyakit

Penyerta Ibu Hamil
- Keterlambatan dalam

mengambil Keputusan
keluarga/masyarakat

- Advokasi Regulasi
Peraturan Daerah
KIBBLA Tahun 2018

- Pelatihan standar
kompetensi

- Kebijakan persalinan
24 jam di FKTP

- Kelas Ibu Hamil
- Antenatal Care

Terintegrasi
- Inovasi Kesehatan

Keluarga di UPT
Puskesmas (Prestasi
Tingkat Nasional

2. Masih adanya gizi
buruk dan masih
tinggi gizi kurang
serta beluum
optimalnya kualitas
gizi masyarakat

- Kemiskinan
- Regulasi yang ada belum

optimal
- Penyakit penyerta pada

kasus  gizi buruk

- Peraturan Daerah
ASI Eksklusif Tahun
2013

- Peraturan Daerah
Peredaran Garam
Beryodium Tahun
2004

- Rencana Aksi
Daerah PG 2018

- SKPG
3. Belum optimalnya

promosi dan
pemberdayaan
masyarakat di bidang
kesehatan

- Belum ada Regulasi
Kawasan Tanpa Rokok,
Regulasi PHBS, Regualasi
Desa Siaga Aktif

- Terbentuknya Tim
Pokjanal Desa Siaga

- Kampanye GERMAS
(Surat Edaran Bupati
Kabupaten
Banjarnegara
tentang GERMAS)

4. Meningkatnya kasus
penyakit tidak
menular dan penyakit
menular

- Keterbatasan
ketersediaan alat
Posbindu

- Mutasi Tenaga Juru
Malaria Desa dan beban
tambahan sehingga
penemuan kasus aktif
belum optimal sehingga
kasus penyakit menular
berbasis binatang masih
ada

- Faktor lingkungan
penderita TB
memperburuk penyakit
(Kebijakan RTLH)

- Keterbatasan kendaraan
operasional / motor trail
untuk menjangkau
daerah bencana/
kejadian luar biasa

- Dukungan Dana
Desa untuk
mendukung
ketersediaan alat
posbindu,
operasional kader
sebagai Juru Malaria
Desa, kader
posbindu dan
jumantik

- Dukungan kebijakan
Rehab Rumah Layak
Huni bagi penderita

5. Belum optimalnya
pengelolaan
kesehatan
lingkungan,
kesehatan kerja dan
olahraga masyarakat
sesuai syarat
kesehatan

- Kebijakan atau Regulasi
belum optimal

- Komitmen penyehatan
lingkungan

- Kesehatan Kerja dan
Olahraga Kebijakan baru
dari Kementerian
Kesehatan RI

Rancangan Peraturan
Daerah RTLH
Dukungan Dana Desa
untuk penyehatan
lingkungan di wilayah
desa
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Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran RPJMD

Permasalahan pelayanan
perangkat Daerah

Faktor
Penghambat Pendorong

6. Rendahnya
Kepesertaan
masyarakat dalam
program JPK.

- Regulasi kepesertaan
masyarakat dalam
jaminan pemeliharaan
kesehatan

- Kemiskinan
- Kesadaran masyarakat

pentingnya jaminan
pemeliharaan kesehatan

- Adanya MoU
Pemerintah Daerah
dan BPJS UHC
Tahun 2019

- Jaminan Kesehatan
Daerah

7. Kuantitas, Kualitas
dan akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang belum
optimal

- Baru sebagian
puskesmas memiliki 2
(Dua) Ambulance dan
kurangnya tenaga sopir

- Sebagian puskesmas
memenuhi persyaratan
pelayanan dari sisi
Gedung dan Sumber
Daya Manusia

- Terbatasnya Daya
Tampung di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Rujukan

- Terbatasnya Anggaran
APBD KABUPATEN untuk
pembangunan
Puskesmas dan Rumah
Sakit

- Terbatasnya Anggaran
APBD KABUPATEN untuk
pemenuhan Alat
Kesehatan, di FKTP dan
Rumah Sakit

Kebijakan Alokasi Dana
DAK dapat di akses
untuk pemenuhan
sarana prasarana

8. Belum Optimalnya
Sistem Informasi
Kesehatan dalam
mengelola data
terintegrasi dengan
memanfaatkan
kemajuan teknologi
komunikasi dan
informasi

- Keterbatasan Jumlah dan
kompetensi SDM Sistem
Informasi Kesehatan

- Keterbatasan sarana dan
prasarana pendukung
SIK

Advokasi regulasi
sistem informasi
kesehatan sesuai
amanat sistem
kesehatan Nasional

9. Belum optimalnya
sediaan farmasi, alat
kesehatan dan
makanan yang
terjamin aman, dan
bermutu

- Ketersediaan obat
generik sangat terbatas

- Minimnya lembaga
pengkalibrasi alat
kesehatan milik
pemerintah

- Keamanan Pangan
belum menjadi isu
penting bagi masyarakat

- Kesadaran para pelaku
usaha/produsen
masyarakat pangan
akan keamanan pangan
masih rendah

- Adanya regulasi yang
memungkinkan
belanja melalui jalur
non e-catalog

- Adanya lembaga
pengkalibrasi milik
swasta

- Adanya regulasi
untuk mendaftarkan
produknya sehingga
terjamin
keamanannya

C. Telaah Rencana Strategi Kementerian / Lembaga

Dalam perumusan isu – isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
dilakukan telaah atau kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian Kesehatan terkait
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Tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015 – 2019.

Tabel 3.2 Telaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Sasaran Jangka

Menengah Renstra
Kementerian

Kesehatan Tahun
2015 - 2021

Permasalahan perangkat
daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Meningkatnya
Kesehatan
Masyarakat

1. Tingginya angka
kematian Ibu, angka
kematian bayi, angka
kematian balita

- Belum optimalnya
Regulasi Kesehatan
Keluarga dalam hal
upaya penurunan
Angka Kematian Ibu,
Angka Kematian Bayi,
Angka Kematian Balita

- Undang – Undang
Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan
Anak

- Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43
Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan
Minimal

2. Masih adanya gizi
buruk dan masih
tinggi gizi kurang serta
belum optimalnya
kualitas gizi
masyarakat

- Penanganan Kasus Gizi
Masyarakat

- Dukungan Rencana
Strategis Kementerian
Kesehatan Republik
Indonesia dalam
penanganan Masalah
Gizi Masyarakat

3. Belum optimalnya
promosi dan
pemberdayaan
masyarakat di bidang
kesehatan

- Kelemahan Program
Indonesia Sehat
Pendekatan Keluarga
dalam hal analisis
aplikasi data dan
keterbatasan sumber
daya manusia dalam
pendataan dan
kunjungan keluarga
sehat serta faktor
geografis

- Kebijakan Nawa Cita
Butir 5

- Optimalisasi dukungan
Program Indonesia
Sehat Pendekatan
Keluarga

- GERMAS

4. Belum optimalnya
pengelolaan
kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan
olahraga masyarakat
sesuai syarat
kesehatan.

- Kemiskinan
- Kebijakan Baru

- Dukungan Regulasi
Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2014
tentang Kesehatan
Lingkungan

- Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 48
Tahun 2016
(Keselamatan,
kesehatan kerja
perkantoran

- Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 70
Tahuun 2016 (Standar
dan Persyaratan
Kesehatan Lingkungan
Kerja Industri)

5. Rendahnya
Kepesertaan
masyarakat dalam
program JPK

- Kemiskinan
- Kesadaran Masyarakat

terkai kepesertaan
jaminan pemeliharaan
kesehatan

- Undang – undang
Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional

- Undang – undang
Nomor 24 Tahun 2011
tentang BPJS

1. Meningkatnya
Pengendalian
Penyakit

6. Meningkatnya kasus
penyakit tidak menular
dan penyakit menular

- Keterbatasan Tenaga
Juru Malaria Desa
(semakin berkurang)

- Kebijakan pusat terkait
pencapaian kinerja

Kebijakan pemerintah
daerah dalam
pemenuhan pelayanan
hak dasar melalui amanat
standar pelayanan
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Sasaran Jangka
Menengah Renstra

Kementerian
Kesehatan Tahun

2015 - 2021

Permasalahan perangkat
daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

penyakit menular dan
tidak menular belum
sepenuhnya dapat
dilaksanakan secara
optimal (kemampuan
daerah)

minimal di tingkat daerah

2. Meningkatnya
Akses dan Mutu
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

7. Kuantitas, Kualitas dan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang belum
optimal

- Baru sebagian
puskesmas memiliki 2
(Dua) Ambulance dan
kurangnya tenaga
sopir

- Sebagian puskesmas
memenuhi persyaratan
pelayanan dari sisi
Gedung dan Sumber
Daya Manusia

- Terbatasnya Daya
Tampung di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Rujukan

- Terbatasnya Anggaran
APBD Kabupaten untuk
pembangunan
Puskesmas dan Rumah
Sakit

- Terbatasnya Anggaran
APBD Kabupaten untuk
pemenuhan Alat
Kesehatan, di FKTP
dan Rumah Sakit

Kebijakan Alokasi Dana
DAK dapat di akses untuk
pemenuhan sarana
prasarana

3. Meningkatnya
akses,
kemandirian, dan
mutu sediaan
farmasi dan alat
kesehatan

8. Belum optimalnya
sediaan farmasi, alat
kesehatan dan
makanan yang
terjamin aman, dan
bermutu

- Ketersediaan obat
generik sangat
terbatas

- Minimnya lembaga
pengkalibrasi alat
kesehatan milik
pemerintah

- Keamanan Pangan
belum menjadi isu
penting bagi
masyarakat

- Kesadaran para pelaku
usaha/produsen
masyarakat pangan
akan keamanan
pangan masih rendah

- Adanya regulasi yang
memungkinkan belanja
melalui jalur non e-
catalog

- Adanya lembaga
pengkalibrasi milik
swasta

- Adanya regulasi untuk
mendaftarkan
produknya sehingga
terjamin keamanannya

4. Meningkatnya
Jumlah, Jenis,
Kualitas dan
Pemerataan
Tenaga
Kesehatan

9. Keterbatasan jumlah
dan kompetensi
tenaga kesehatan

- Keterbatasan
kompetensi tenaga
kesehatan dalam
perencanaan dan
pengelolaan data
SDMK

- Kebutuhan tenaga
kesehatan yang
kompeten Kebijakan
PPK BLUD bagi FKTP

5. Meningkatnya
integrasi
perencanaan,
bimbingan teknis
dan pemantauan
evaluasi

10. Belum Optimalnya
Sistem Informasi
Kesehatan dalam
mengelola data
terintegrasi dengan
memanfaatkan
kemajuan teknologi

Keterbatasan Jumlah dan
kompetensi SDM Sistem
Informasi Kesehatan
Keterbatasan sarana dan
prasarana pendukung
SIK

Advokasi regulasi sistem
informasi kesehatan
sesuai amanat sistem
kesehatan Nasional
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Sasaran Jangka
Menengah Renstra

Kementerian
Kesehatan Tahun

2015 - 2021

Permasalahan perangkat
daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

komunikasi dan
informasi

6. Meningkatnya
efektivitas
penelitian dan
pengembangan
kesehatan

Belum Optimalnya
penelitian dan
pengembangan
kesehatan

Keterbatasan SDM Advokasi regulasi sistem
penelitian dan
pengembangan
kesehatan

7. Meningkatnya
kompetensi dan
kinerja aparatur
Kementerian
Kesehatan

Keterbatasan jumlah,
jenis dan kualitas
aparatur pemerintah
Kesenjangan kompetensi
dengan perkembangan
IPTEK

Keterbatasan
perencanaan kebutuhan
SDMK sesuai dengan
kompetensinya

Regulasi perencanaan
kebutuhan dan
peningkatan kapasitas
SDMK

D. Telaah Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dalam perumusan isu – isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
dilakukan telaah atau kajian terhadap Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah terkait Tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

Tabel 3.3 Telaah Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi

Sasaran Jangka
Menengah Renstra Dinas
Kesehatan  Provinsi Jawa

Tengah

Permasalahan perangkat
daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Meningkatnya
kesehatan ibu dan
anak

Tingginya angka
kematian Ibu, angka
kematian bayi, angka
kematian balita

- Belum adanya Regulasi
Penurunan Angka
Kematian Ibu dan
Kematian Bayi

- Keterbatasan
kompetensi Sumber
Daya Manusia

- Kepatuhan SOP
- Adanya Penyakit

Penyerta Ibu Hamil
- Keterlambatan dalam

mengambil Keputusan
keluarga/masyarakat

- Peraturan Gubernur
Nomor 17 Tahun
2016 tentang
Keselamatan Ibu
dan Anak

- Jateng Gayeng
Nginceng Wong
Meteng

Masih adanya gizi buruk
dan masih tinggi gizi
kurang serta belum
optimalnya kualitas gizi
masyarakat

- Kemiskinan
- Regulasi yang ada

belum optimal
- Penyakit penyerta pada

kasus  gizi buruk

- Peraturan Daerah
tentang ASI
Eksklusif

- Rencana Aksi
Daerah Pangan dan
Gizi

2. Terkendalinya
penyakit menular
dan tidak menular

Meningkatnya kasus
penyakit tidak menular
dan penyakit menular

- Keterbatasan Tenaga
Juru Malaria Desa
(semakin berkurang)

- Kebijakan pusat terkait
pencapaian kinerja
penyakit menular dan
tidak menular belum
sepenuhnya dapat
dilaksanakan secara
optimal (kemampuan
daerah)

Kebijakan pemerintah
daerah dalam
pemenuhan
pelayanan hak dasar
melalui amanat
standar pelayanan
minimal di tingkat
daerah
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Sasaran Jangka
Menengah Renstra Dinas
Kesehatan  Provinsi Jawa

Tengah

Permasalahan perangkat
daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

3. Meningkatnya
fasilitas pelayanan
kesehatan yang
memenuhi standar

4. Meningkatnya
masyarakat yang
mengikuti pendidikan
di institusi
pendidikan
kesehatan

5. Meningkatnya
kualitas institusi
pendidikan
kesehatan

6. Meningkatnya
sumber daya
manusia kesehatan
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan

7. Meratanya distribusi
tenaga kesehatan

Kuantitas, Kualitas dan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang belum
optimal

- Baru sebagian
puskesmas memiliki 2
(Dua) Ambulance dan
kurangnya tenaga
sopir

- Sebagian puskesmas
memenuhi persyaratan
pelayanan dari sisi
Gedung dan Sumber
Daya Manusia

- Terbatasnya Daya
Tampung di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Rujukan

- Terbatasnya Anggaran
APBD Kabupaten untuk
pembangunan
Puskesmas dan Rumah
Sakit

- Terbatasnya Anggaran
APBD Kabupaten untuk
pemenuhan Alat
Kesehatan, di FKTP
dan Rumah Sakit

Kebijakan Alokasi
Dana DAK dapat di
akses untuk
pemenuhan sarana
prasarana

8. Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas kesehatan
pemukiman, tempat-
tempat umum dan
tempat pengolahan
makanan

Belum optimalnya
pengelolaan kesehatan
lingkungan, kesehatan
kerja dan olah raga
masyarakat sesuai syarat
kesehatan.

- Bimbingan Teknis
belum optimal

- Komitmen penyehatan
lingkungan

- Kesehatan Kerja dan
Olahraga Kebijakan
baru dari Kementerian
Kesehatan Republik
Indonesia

- Peraturan Daerah
Provinsi Jawa
Tengah Nomor 3
Tahun 2014 tentang
Pengelolaan
Sampah di Jawa
Tengah

- Peraturan Daerah
Provinsi Jawa
Tengah Nomor 5
Tahun 2012 tentang
Baku Mutu Air
Limbah)

- Regulasi Kajian
Lingkungan Hidup
Sehat Provinsi Jawa
Tengah

9. Meningkatnya mutu
sediaan farmasi,
makanan minuman,
alat kesehatan dan
Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT).

Belum optimalnya
sediaan farmasi, alat
kesehatan dan makanan
yang terjamin aman, dan
bermutu

- Ketersediaan obat
generik sangat
terbatas

- Minimnya lembaga
kalibrasi alat
kesehatan milik
pemerintah

- Keamanan Pangan
belum menjadi isu
penting bagi
masyarakat

- Kesadaran para pelaku
usaha/produsen
masyarakat pangan
akan keamanan
pangan masih rendah

- Adanya regulasi
yang
memungkinkan
belanja melalui
jalur non e-catalog

- Adanya lembaga
pengkalibrasi milik
swasta

- Adanya regulasi
untuk
mendaftarkan
produknya
sehingga terjamin
keamanannya

- Peningkatan
Kapasitas Tenaga
Distric Food
Inspector oleh
BPPSDM Provinsi
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Sasaran Jangka
Menengah Renstra Dinas
Kesehatan  Provinsi Jawa

Tengah

Permasalahan perangkat
daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

Jawa Tengah
10. Meningkatnya peran

dunia usaha dalam
pembangunan
kesehatan

11. Meningkatnya peran
masyarakat dalam
pembangunan
Kesehatan

Rendahnya Kepesertaan
masyarakat dalam
program JPK.

- Kemiskinan
- Kesadaran Masyarakat

terkai kepesertaan
jaminan pemeliharaan
kesehatan

Kebijakan Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan Tingakt
Provinsi

Belum optimalnya
promosi dan
pemberdayaan
masyarakat di bidang
kesehatan

- Kelemahan Program
Indonesia Sehat
Pendekatan Keluarga
dalam hal analisis
aplikasi data dan
keterbatasan sumber
daya manusia dalam
pendataan dan
kunjungan keluarga
sehat serta faktor
geografis

- Kebijakan Nawa
Cita Butir 5

- Optimalisasi
dukungan Program
Indonesia Sehat
Pendekatan
Keluarga

- GERMAS

12. Meningkatnya
masyarakat yang
memanfaatkan
informasi kesehatan

13. Meningkatnya tata
kelola kepegawaian,
kehumasan, aset,
keuangan,
perencanaan dan
evaluasi
pembangunan
kesehatan

14. Meningkatnya tata
kelola administrasi
perkantoran

Belum Optimalnya Sistem
Informasi Kesehatan
dalam mengelola data
terintegrasi dengan
memanfaatkan kemajuan
teknologi komunikasi dan
informasi

Keterbatasan Jumlah dan
kompetensi SDM Sistem
Informasi Kesehatan
Keterbatasan sarana dan
prasarana pendukung
SIK

Advokasi regulasi
sistem informasi
kesehatan sesuai
amanat sistem
kesehatan Nasional

E. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengintegrasian pelaksanaan KLHS ke dalam rancangan RPJMD adalah untuk
memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam penyusunan RPJMD serta meningkatkan kualitas penyusunan RPJMD
sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  Dokumen RPJMD yang
telah terintegrasi dengan Dokumen KLHS menjadi acuan dalam menyusun Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022, terutama pada
isu terkait meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.

Penentuan isu pembangunan berkelanjutan (PB) strategis KLHS RPJMD Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017-2022 terkait bidang kesehatan adalah Belum optimalnya
pelayanan kesehatan dalam hal rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak, masih
ditemukannya kasus penyakit menular dan tidak menular (beban ganda), pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan belum optimal, belum
membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat, belum terpenuhinya standar pelayanan
di puskesmas dan rumah sakit dan belum terpenuhinya layanan sanitasi dan
persampahan di kawasan permukiman. Permasalahan terkait dampak adanya
pembangunan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan seperti UPT Puskesmas,
Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Karangkobar serta pemasalahan perilaku yang
belum Ber-PHBS sehingga mencemari lingkungan, masalah persampahan serta
pengelolaan limbah baik medis maupun non medis di fasilitas pelayanan kesehatan.
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Adapaun Telaah KLHS dalam Rencana Strategis dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah RPJMD Telaah KLHS Telaah Rencana Strategis
Dinas KesehatanSasaran Strategis Kebijakan

Meningkatnya
kualitas dan
cakupan
pelayanan
kesehatan

Peningkatan
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit

1. Meningkatkan
upaya
pencegahan,
pemberantasan
dan
pengendalian
penyakit
menular dan
tidak menular

2. Meningkatkan
kualitas
kesehatan
lingkungan

1. Menurunnya
kualitas air
permukaan (air
danau/waduk/
embung) dan
menurunnya
potensi sumber
daya air bersih
untuk berbagai
keperluan
rumah tangga
sehari-hari
maupun untuk
menunjang
aktivitas
ekonomi
masyarakat.

2. Belum
optimalnya
penanganan
limbah
sehingga dapat
memberikan
dampak pada
penurunan
kualitas air dan
udara

3. Masih
rendahnya
penanganan
dan kesadaran
masyarakat
mengenai
masalah
persampahan

4. Meningkatnya
dampak
kerusakan
lingkungan
akibat
pembangunan
infrastruktur

1. Masih ditemukannya kasus
penyakit menular

2. Belum optimalnya upaya
pelayanan promosi dan
pemberdayaan masyarakat
serta kesehatan
lingkungan,

3. Pembangunan  yang
belum berwawasan
kesehatan berdampak
pada rendahnya kualitas
lingkungan berupa
penggundulan hutan,
pembuangan sampah /
limbah pabrik  pada  aliran
sungai,  penggunaan
pestisida yang  tidak
tepat  yang  pada akhirnya
berdampak  pada  masalah
kesehatan

F. Penentuan Isu- Isu Strategis
Proses Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017 – 2022 ditetapkan melalui tahap identifikasi awal telaah Regulasi, Kajian
terhadap Tugas pokok dan fungsi, telaah terhadap dokumen, laporan dan pengamatan
dan pembahasan bersama pemangku kepentingan terhadap isu masalah kesehatan pada
masa yang akan datang.
1. Belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan  Masyarakat meliputi kesehatan

keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

2. Belum Optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan
penyakit yang meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular serta pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
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3. Rendahnya mutu dan akses pelayanan kesehatan dalam hal ketersediaan,
pemerataan dan kualitas sumber daya kesehatan (Sumber Daya Manusia, Sarana
Prasarana, dan Sediaan Farmasi)

4. sistem informasi kesehatan belum berjalan optimal sehingga berpengaruh pada
ketersedian data, kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja
dinas

5. Pelayanan pengelolaan keuangan,  umum dan kepegawaian dalam mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kesehatan belum terintegrasi dengan baik
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Untuk mencapai  sasaran  pembangunan  kesehatan  pada akhir tahun 2022
telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banjarnegara tahun 2017– 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017. Dengan mempertimbangkan
perkembangan dan berbagai kecenderungan masalah kesehatan ke depan serta
mempertimbangkan Visi dan Misi Kepala Daerah  Kabupaten Banjarnegara, Visi dan Misi
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegaramendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
Kabupaten Banjarnegara: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mempunyai peran dan berkontribusi
dalam tercapainya seluruh misi kabupaten utamanya misi kelima yaitu “Mewujudkan
Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Dan
Kualitas Pelayanan Dasar” maka Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara harus
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan paripurna. Profesional
dimaknai  sebagai  pola  pikir,  pola  sikap  dan  pola tindak yang sistematis, transparan
dan akuntabel dari para pelaku di jajaran Dinas Kesehatan.

Tujuan umum yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
adalah Terwujudnya Kabupaten Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera dengan
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia melalui pemenuhan hak dasar dalam
peningkatan Status Derajat Kesehatan Masyarakat.

Kesehatan  Paripurna  dimaknai  sebagai  isu  kesehatan  yang meliputi upaya
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperankan  oleh  semua  pelaku
kesehatan   baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non
pemerintah  serta  masyarakat  secara  profesional  termasuk penyediaan sumber daya
kesehatan. Dalam rangka mendukung misi kelima, Dinas Kesehatan Kabupaten
Banjarnegara mempunyai  tujuan antara lain:

1. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat, menggerakkan dan memberdayakan
masyarakat, peningkatan mutu kesehatan lingkungan menuju kemandirian untuk
berperilaku hidup bersih dan sehat serta terwujudnya jaminan pemeliharaan
kesehatan seluruh masyarakat.

2. Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan
penanggulangan kejadian penyakit, kecacatan dan kematian akibat penyakit
menular maupun tidak menular serta KLB dan Bencana atau krisis kesehatan.

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
masyarakat dengan didukung sumber daya kesehatan yang memadai dari segi
kuantitas maupun kualitas.

4. Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja didukung oleh sistem informasi
manajemen dan sumber daya manusia yang bermutu dan kompeten.

Adapun masing – masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
1. TUJUAN I : Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat, menggerakkan dan

memberdayakan masyarakat, peningkatan mutu kesehatan lingkungan menuju
kemandirian untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta terwujudnya jaminan
pemeliharaan kesehatan seluruh masyarakat.
SASARAN I :
a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan Keluarga meliputi

kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, lansia dan gizi masyarakat
b. Meningkatnya mutu sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman yang

memenuhi syarat kesehatan
c. Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat
d. Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan
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e. Meningkatnya Perilaku kesehatan masyarakat di Tatanan Rumah Tangga dan
Institusi

f. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat pada bidang Kesehatan
g. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dan Lanjutan

Tingkat Pertama
2. TUJUAN II : Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan

penanggulangan kejadian penyakit, kecacatan dan kematian akibat penyakit
menular, tidak menular, kesehatan jiwa, Kejadian Luar Biasa dan Bencana atau
krisis kesehatan

SASARAN II :

a. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung
baik bersumberperilaku hidup manusia, binatang dan berbasis lingkungan

b. Menurunnya dan terkelolanya kasus Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

c. Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imuinisasi (PD3I)

d. Meningkatnyasurveilance Penyakit, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan
Bencana atau krisis kesehatan

3. TUJUAN III : Meningkatkan  pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau masyarakat  dengan didukung sumber daya kesehatan yang memadai
dari segi  kuantitas maupun kualitas.
SASARAN III :

a. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan yang terstandarisasi

b. Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan kesehatan

c. Menjamin ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana termasuk
sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta pengembangan
obat tradisional guna mendukung peningkatan mutu pelayanan

d. Menjamin terlaksananya peningkatan mutu pelayanan dan keamanan sediaan
farmasi, perbekalan kesehatan serta makanan

4. TUJUAN IV : Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja didukung oleh sistem
informasi  manajemen dan sumber daya manusia yang bermutu dan kompeten
SASARAN IV :

a. Meningkatkan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja serta
Informasi Kesehatan yang handal, akuntabel, Realible dan measurable sebagai
bahan pengambilan keputusan.

b. Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan serta
pelayanan administrasi kepegawaian, kehumasan, hukum,  kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan
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B. MATRIKS KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN
Tabel 4. 1 Matriks Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Isu Strategi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Belum optimalnya
upaya pelayanan
kesehatan
Masyarakat
meliputi
kesehatan
keluarga dan gizi,
promosi dan
pemberdayaan
masyarakat serta
kesehatan
lingkungan,
kesehatan kerja
dan olahraga

Meningkatnya upaya
kesehatan masyarakat,
menggerakkan dan
memberdayakan
masyarakat,
peningkatan mutu
kesehatan lingkungan
menuju kemandirian
untuk berperilaku hidup
bersih dan sehat serta
terwujudnya jaminan
pemeliharaan
kesehatan seluruh
masyarakat

Meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan
kesehatan Keluarga
meliputi kesehatan ibu,
bayi, balita, remaja,
lansia dan gizi
masyarakat

Menurunya Angka
Kematian Ibu (AKI)

118/100.000
KH

118/100.000
KH

117,8/100.000
KH

117,6/100.000
KH

117,4/100.000
KH

116/100.000
KH

Menurunnya Angka
Kematian bayi

14.55/1.000
KH

14.22 /1.000
KH

13.89 /1.000
KH

13.56 /1.000
KH

13.23 /1.000
KH

12,91/1.000
KH

Menurunnya Angka
Kematian Balita

15.79/1000
KH

15.46/1000
KH

15.33/1000
KH

15.20/1000
KH

15.07/1000
KH

14,9/1.000 KH

Presentase Balita Gizi
buruk

0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04%

Persentase lansia
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar

25% 30% 35% 40% 45% 50%

Meningkatnya mutu
sanitasi lingkungan
perumahan dan
pemukiman yang
memenuhi syarat
kesehatan

Persentase Rumah
yang memenuhi syarat
kesehatan

50% 57% 60% 63% 65% 65%

Persentase Tempat
Pengolahan Makanan
memenuhi syarat
higiene sanitasi

18% 25% 30% 35% 40% 40%

Tempat-tempat umum
memenuhi syarat

45% 50% 55% 60% 65% 70%

Meningkatnya
Kesehatan Kerja dan
Olahraga Masyarakat

Cakupan pos Upaya
Kesehatan Kerja yang
terbentuk formal dan
informal

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Prosentase puskesmas
yang melaksanakan
kegiatan kesehatan
olah raga pada
kelompok masyarakat
diwilayah kerjanya

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Isu Strategi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatnya
perlindungan
kesehatan masyarakat
melalui program
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan

Cakupan penduduk
miskin non kuota
yang mempunyai
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan

7% 11% 15% 20% 25% 30%

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Perilaku
kesehatan masyarakat
di Tatanan Rumah
Tangga dan Institusi

Persentase PHBS
tatanan rumah tangga
strata utama dan
paripurna

60% 65% 70% 75% 80% 80%

Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat pada
bidang Kesehatan

Cakupan Desa/Kel
Siaga Aktif strata
Mandiri  (%)

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Pendidikan
Dasar dan Lanjutan

Persentase
penjaringan kesehatan
untuk peserta didik
kelas 1 dan kelas 7

85% 87,50% 90% 92,50% 95% 97%

Belum Optimalnya
pelayanan
kesehatan dalam
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit yang
meliputi surveilans
dan imunisasi,
pencegahan dan
pengendalian
penyakit menular
serta
pengendalian
penyakit tidak
menular dan

Meningkatkan
upaya
pencegahan,
pengendalian,
pemberantasan
dan
penanggulangan
kejadian penyakit,
kecacatan dan
kematian akibat
penyakit menular,
tidak menular,
kesehatan jiwa,
Kejadian Luar
Biasa dan

Menurunnya angka
kesakitan dan kematian
akibat penyakit
menular langsung

Cakupan penemuan
semua kasus TB
(Case Notification
Rate)

75% 80% 80% 85% 90% 95%

Persentase angka
kasus HIV yang
diobati

50% 52% 55% 57% 60% 63%

Persentase Penderita
Kusta Selesai Berobat
(Releas From
Treatment/RFT)

≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85%

Menurunnya Angka
kesakitan penyakit
menular bersumber
binatang

Angka  Penderita
Malaria Baru API <1
per 1.000 penduduk

<1/1.000
pddk

<1/1.000 pddk <1/1.000 pddk <1/1.000 pddk <1/1.000 pddk <1/1.000 pddk
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Isu Strategi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kesehatan jiwa Bencana atau
krisis kesehatan

Inciden Rate DBD <
49 per 100.000
penduduk

IR DBD < 49
per 100.000
penduduk

IR DBD < 49
per 100.000
penduduk

IR DBD < 49
per 100.000
penduduk

IR DBD < 49
per 100.000
penduduk

IR DBD < 49
per 100.000
penduduk

IR DBD < 49
per 100.000

pendudk
Menurunnya dan
terkelolanya kasus
penyakit tidak Menular

Proporsi kasus
hipertensi di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
(Puskesmas dan RS)

<30% <25% <20% <20% <15% <15%

Proporsi Kasus
Diabetes Milletus di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

<55% <50% <45% <40% <35% <30%

Meningkatnya Upaya
Pencegahan Penyakit
yang Dapat Dicegah
Dengan Imuinisasi
(PD3I)

Meningkatnya
surveilance Penyakit,
penanggulangan
Kejadian Luar
Biasa&Bencana/krisis
kesehatan

Cakupan/prosentase
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)

98% 98,50% 99% 99,50% 100% 100%

Cakupan penemuan
suspek Acute Flaccid
Paralysis (Surveilans
AFP) atau lumpuh
layuh mendadak
bukan karena ruda
paksa dan usia
dibawah 15 tahun

4 kasus 4 kasus 4 kasus 4 kasus 5 kasus 5 kasus

Rendahnya mutu
dan akses
pelayanan
kesehatan dalam
hal ketersediaan,
pemerataan dan
kualitas sumber
daya kesehatan
(Sumber Daya
Manusia, Sarana
Prasarana, dan
Sediaan Farmasi)

Meningkatkan
pelayanan kesehatan
yang bermutu, merata
dan terjangkau
masyarakat  dengan
didukung sumber daya
kesehatan yang
memadai dari segi
kuantitas maupun
kualitas

Meningkatnya mutu
dan akses pelayanan
kesehatan yang
terstandarisasi

Persentase RS yang
Terakreditasi
Paripurna

2 RS 2 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS

Persentase Puskesmas
Terakreditasi

23 Pusk
(65,7%)

35 pusk
(100%)

35 pusk
(100%)

35 pusk
(100%)

35 pusk
(100%)

35 pusk
(100%)

Persentase Labkesda
terakreditasi

100% 100% 100% 100% 100%

Indeks Kepuasan
Masyarakat

76 77 78 79 80 80

Meningkatnya
ketersediaan dan mutu
sumber daya manusia
kesehatan sesuai
dengan standar
pelayanan kesehatan

Ratio Dokter Umum
Terhadap Penduduk

0,94/100.000
penduduk

0,97/100.000
penduduk

0,1/100.000
penduduk

0,103
/100.000
penduduk

0,106
/100.000
penduduk

0,109
/100.000
penduduk

Rasio tenaga bidan
satuan penduduk

0,58/1.000
penduduk

0,59/1.000
penduduk

0,60/1.000
penduduk

0,61/1.000
penduduk

0,62/1.000
penduduk

0,63/1.000
penduduk
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Isu Strategi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Menjamin ketersediaan
dan pemanfaatan
sarana dan prasarana
termasuk sediaan
farmasi dan perbekalan
kesehatan serta
pengembangan obat
tradisional guna
mendukungmutu
pelayanan

Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan
yang melaksanakan
pelayanan
kefarmasian sesuai
standar

96% 96% 98% 98% 100% 100%

Menjamin Peningkatan
mutu pelayanan dan
keamanan sediaan
farmasi, perbekalan
kesehatan serta
makanan

Peresentase sarana
produksi, distribusi,
sediaan farmasi,
perbekalan kesehatan
dan pangan yang
memenuhi
persyaratan kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Belum Optimalnya
sistem
manajemen
akuntabilitas
kinerja dan sistem
informasi
kesehatan yang
memadai untuk
memenuhi
tuntutan good
governance

Mewujudkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja
didukung oleh sistem
informasi  manajemen
dan sumber daya
manusia yang bermutu
dan kompeten

Meningkatkan Sistem
Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Kinerja
serta  Informasi
Kesehatan yang
handal, akuntabel,
Realible dan
measurable

Nilai SAKIP Dinas
Kesehatan Kabupaten
Banjarnegara

CC B B B B B

Meningkatkan
Pengelolaan keuangan
yang akuntabel dan
transparan serta
pelayanan administrasi
kepegawaian,
kehumasan, hukum,
kerjasama,
keorganisasian dan
ketatalaksanaan

Persentase Dokumen
Laporan Keuangan
yang tersaji melalui
Simda Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase barang dan
jasa peralatan serta
perlengkapan kantor
yang terpenuhi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
PPK BLUD

35 UPT
Puskesmas

35 UPT
Puskesmas

35 UPT
Puskesmas

35 UPT
Puskesmas
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BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera
MISI Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Dan Kualitas Pelayanan Dasar

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatnya upaya
kesehatan masyarakat,
menggerakkan dan
memberdayakan
masyarakat,
peningkatan mutu
kesehatan lingkungan
menuju kemandirian
untuk berperilaku hidup
bersih dan sehat serta
terwujudnya jaminan
pemeliharaan kesehatan
seluruh masyarakat

Meningkatnya akses dan
kualitas pelayanan
kesehatan Keluarga
meliputi kesehatan ibu,
bayi, balita, remaja, lansia
dan gizi masyarakat

Pelayanan Ibu hamil sesuai standar Kelas Ibu, Ante Natal Care Standar 10  terintegrasi, Kelas Ibu hamil,
Deteksi dan penanganan risiko tinggi, DTPS KIBBLA

Pelayanan Persalinan sesuai standar Pembahasan kasus (AMP), monitoring dan evaluasi jejaring rujukan
Pelayanan KB Post Partum Pelayanan kontrasepsi rasional (MKJP)
Optimalisasi Puskesmas Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

pembinaan pelayanan kesehatan remaja

Pelayanan bayi baru lahir  sesuai standar Kunjungan neonatal standar MTBM, deteksi dan penanganan risiko
tinggi neonatus, Pelatihan kompetensi kesehatan anak bagi tenaga
kesehatan, Pembahasan kasus  (AMP), IMD dan ASI Eksklusif,
jejaring rujukan

Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar SDIDTK, Kelas Ibu Balita, deteksi dini dan penanganan komplikasi
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
melalui pendataan status gizi,
penanggulangan masalah gizi, pemberian
makanan tambahan dan vitamin

Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  terfokus pada penyusunan
peta informasi gizi, penanggulangan masalah gizi, pemberian
makanan tambahan dan vitamin

Optimalisasi Puskesmas Santun Lansia Penguatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Meningkatnya mutu
sanitasi lingkungan
perumahan dan
pemukiman yang
memenuhi syarat
kesehatan

Peningkatan  kuantitas  dan kualitas
kesehatan  pemukiman, tempat-tempat
umum dan tempat pengolahan makanan

Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam
melaksanakan 5 Pilar STBM melalui Pengawasan kualitas air dan
sanitasi dasar meliputi Surveilans kualitas air, Pembinaan   jejaring
penyelenggaraan   air   minum, Pengembangan     desa     Sanitasi
Total    Berbasis Masyarakat (STBM), Pendampingan    bantuan
keuangan    desa   bidang kesehatan, Pengadaan peralatan
surveilans kualitas air.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas tempat
pengolahan makanan

pembinaan, penyuluhan TPM memenuhi syarat kesehatan

meningkatkan kuantitas dan kualitas tempat- pembinaan, penyuluhan TTU memenuhi syarat kesehatan, advokasi
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TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
tempat (TTU) yang memenuhi syarat
kesehatan

Pemangku Kebijakan dan  Lintas Sektor

Meningkatnya Kesehatan
Kerja dan Olahraga
Masyarakat

Meningkatnya pembinaan kesehatan kerja
dan olahraga Membentuk Pos Upaya
kesehatan kerja, memberikan pelayanan
kesehatapan pada pekerja formal dan
informal

Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Internal Puskesmas
sebagai Tempat Kerja

Fasilitasi puskesmas untuk mengolahragakan
masyakat di wilayah kerjanya

Meningkatkan advokasi kepada kelompok masyarakat dalam
kegiatan olahraga

Meningkatnya
perlindungan kesehatan
masyarakat melalui
program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan

Advokasi masyarakat mampu untuk menjadi
peserta BPJS, Advokasi Pemda untuk
membayar premi masyarakat miskin yang
tidak tercover Kartu Indonesia Sehat

Universal Health Coverage pada akhir tahun 2019

Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
miskin sesuai standar

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan
melindungi kesehatannya

Pelayanan kesehatan rujukan bagi
masyarakat miskin sesuai standar, dan
pengadaan sarana pengaduan

Meningkatkan layanan rujukan pada fasilitas kesehatan tingkat
lanjutan

Meningkatnya
Pemberdayaan Masyarakat
pada Bidang Kesehatan

Peningkatan  peran  Dinas Kesehatan
Kabupaten  dalam pembangunan kesehatan
melalui upaya Sosialisasi program kesehatan
(Penyusunan regulasi kesehatan),
Peningkatan kemitraan kesehatan,
Peningkatan   peran   dunia   usaha   dalam
pembangunan kesehatan, Peningkatan
peran   masyarakat   dalam   pembangunan
kesehatan malalui upaya:
1. Pemberdayaan Masyarakat
2. Peningkatan Kemitraan Kesehatan,

meliputi  Kemitraan    dengan    institusi
Diknakes    dalam pengembangan desa
siaga aktifi.  Kemitraan   dengan
organisasi   massa,   organisasi pemuda,
PKK dalam peningkatan kualitas desa
siaga dan posyandu

Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di bidang
kesehatan, Menjadikan   pembangunan   kesehatan   sebagai
program prioritas daerah, Menjalin  kemitraan,  dunia usaha, ormas
dan LSM dalam mengatasi masalah kesehatan, Meningkatkan
kemandirian  masyarakat  dalam  mengatasi masalah kesehatan
melalui pemberdayaan masyarakat
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Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar dan
Lanjutan

Penguatan Tim Pelaksana UKS Sekolah dan
Tim pembina UKS

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar dan Lanjutan

Meningkatkan upaya
pencegahan,
pengendalian,
pemberantasan dan
penanggulangan
kejadian penyakit,
kecacatan dan kematian
akibat penyakit menular,
tidak menular, kesehatan
jiwa, Kejadian Luar Biasa
dan Bencana atau krisis
kesehatan

Menurunnya angka
kesakitan dan kematian
akibat penyakit menular
langsung

pencegahan dan Pengendalian  penyakit
menular  melalui upaya:  Optimalisasi
penemuan kasus, Penguatan tatalaksana
kasus, Peningkatan kualitas SDM, Penguatan
sistem  informasi  dan  Recording  Reporting
(RR), Pengediaan logistik dan perbekalan
kesehatan dalam pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular

Penyediaan mikroskop, pengadaan alat TCM, bahan logistik
pemeriksaan TB, Peningkatan kontak racing penderita dengan ketuk
Pintu TB, Penyusunan RAD TB, Pelatihan peningkatan mutu
laboratorium pemeriksaan mikrobiologi TB, Kolaborasi TB-HIV, TB-
DM,  Pelatihan TIPK

peningkatan pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit HIV AIDS

Pelatihan TIPK, CST, VCT mobile, skreening HIV Ibu Hamil

optimalisasi pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular langsung

penemuan dan penanganan penderita kusta semua tipe, penemuan
dan penanganan penderita pneumonia balita,  penemuan dan
penanganan penderita diare balita

Menurunnya Angka
kesakitan penyakit menular
bersumber binatang

Meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan penyakit bersumber
binatang

Pelatihan jumantik untuk masyarakat sehingga dalam 1 rumah 1
jumantik, Respon cepat untuk pengendalian penyakit menular
bersumber binatang

Menurunnya dan
terkelolanya  kasus
penyakit tidak menular

Peningkatkan pelayanan di
fasyankes/posbidu untuk memberikan
pelayanan deteksi dini faktor risiko PTM

Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular melalui kegiatan
posbindu /fasyankes secara periodik

Meningkatnya Upaya
Pencegahan Penyakit yang
Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I)

Semua bayi terlayani imunisasinya di fasilitas
pelayanan kesehatan maupun Posyandu,
Pelaksanaan program imunisasi

Penguatan Primary Health Care Upaya Kesehatan Perorangan
(UKP) & Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Peningkatan
Surveilance

Pemanfaatan aplikasi pelaporan EWARS,
Pemantauan ketepatan dan kelengkapan
laporan mingguan dan bulanan, Umpan balik
laporan, Manajemen P2 berbasis wilayah
Pelaksanaan   surveilans   Penyakit   dapat
Ditanggulangi dengan Imunisasi (PD3I)

Meningkatnya Surveilance
Penyakit, Penanggulangan

Optimalisasi Pelayanan kesehatan Jamaah
Haji sesuai standar

Pemeriksaan kesehatan jamaah haji, Pemenuhan alat dan sarana
pemeriksaan kesehatan haji
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Kejadian Luar Biasa dan
Bencana atau Krisis
Kesehatan

Manajemen kesehatan bencana Pelaksanaan
penanggulangan  Kejadian Luar Biasa  dan
Bencana  atau krisis kesehatan

Peningkatan kewaspadaan bencana dan Kejadian Luar Biasa

Meningkatkan
pelayanan kesehatan
yang bermutu, merata
dan terjangkau
masyarakat  dengan
didukung sumber daya
kesehatan yang
memadai dari segi
kuantitas maupun
kualitas
Mewujudkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja
didukung oleh sistem
informasi manajemen
dan sumber daya
manusia yang bermutu
dan kompeten

Meningkatnya mutu dan
akses pelayanan kesehatan
yang terstandarisasi

Peningkatan Mutu Pelayanan rumah sakit
dengan pembinaan berkala oleh Tim Visitasi
Dinas Kesehatan

Pembinaan rumah sakit dengan visitasi secara konsisten, terpadu,
dan terstandar, dan peningkatan kualitas sistem rujukan

Peningkatan mutu pelayanan puskesmas
dengan implementasi standar akreditasi
puskesmas

Pendampingan pra dan pasca akreditasi puskesmas,pemantapan
mutu internal dan eksternal

Peningkatan mutu pelayanan labkesda
dengan implementasi standar akreditasi
labkesda

Pendampingan pra dan pasca akreditasi labkesda, dan pemantapan
mutu internal dan eksternal

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
dengan implementasi standar kepuasan
masyarakat

meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan cara mengukur
kinerja pelayanan secara berkala, peningkatan sistem umpan balik
dan perbaikan pelayanan secara terus menerus.

Meningkatnya ketersediaan
dan mutu sumber daya
manusia kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan
kesehatan

1. Peningkatan  pendayagunaan  lulusan
institusi  pendidikan kesehatan melalui
kegiatan koordinasi organisasi profesi
kesehatan

2. Peningkatan  kualitas  institusi
pendidikan  melalui  upaya fasilitasi
penyelenggaraan institusi pendidikan
kesehatan

3. Peningkatan  SDM  Kesehatan  yang
mengikuti  pendidikan dan  pelatihan
melalui  upaya  penyelenggaraan
pelatihan SDM Kesehatan.

4. Peningkatan  pendidikan  dan pelatihan
yang  terakreditasi melalui upaya
pelaksanaan akreditasi pelatihan,

5. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan

1. Menjalin  kerjasama/  jejaring  antara  institusi  pendidikan
kesehatan dengan pengguna tenaga kesehatan

2. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan
3. Memfasilitasi   sumber   daya   manusia   kesehatan   untuk

peningkatan kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan
pelatihan

Menjamin ketersediaan
dan pemanfaatan sarana
dan prasarana termasuk
sediaan farmasi dan
perbekalan kesehatan serta

pengadaan obat untuk  kebutuhan
pelayanan,   pembinaan teknis mutu
pelayanan farmasi komunitas dan rumah
sakit, terlaksananya manajemen farmasi di
pelayanan kefarmasian

Meningkatkan ketersediaan obat sesuai kebutuhan pelayanan,
Meningkatkan mutu pelayanan  farmasi komunitas dan rumah sakit
Meningkatkan manajemen pengelola pelayanan teknis kefarmasian
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pengembangan obat
tradisional guna
mendukung mutu
pelayanan

pemberian  rekomendasi bagi sarana
pelayanan sediaan farmasi  dan perbekalan
kesehatan

Meningkatkan sarana pelayanan sediaan farmasi dan perbekalan
kesehatan sesuai persyaratan perundang-undangan yang berlaku

Menjamin Peningkatan
mutu pelayanan keamanan
sediaan farmasi,
perbekalan kesehatan serta
makanan

Pembinaan teknis penerapan CPPB IRT pada
IRTP
pengujian sampel pangan jajan anak
sekolah      produksi Industri rumah tangga

Meningkatkan pemenuhan persyaratan CPPB IRT pada IRTP dan
keamanan pangan jajan anak sekolah

Meningkatkan Sistem
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja serta
Informasi Kesehatan yang
handal, akuntabel, Realible
dan measurable

Melaksanakan pengumpulan data,
rekapitulasi usulan kegiatan serta cakupan
kegiatan untuk kemudian disusun menjadi
dokumen-dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan serta informasi kesehatan

Pembentukan Tim Penyusun dokumen perencanaan, evaluasi dan
pelaporan serta informasi kesehatan

Melaksanakan kunjungan terhadap UPT
maupun menyelenggarakan rapat koordinasi
dengan penanggungjawab UPT guna
memberikan penilaian terhadap kinerja yang
dihasilkan

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh
UPT Dinas Kesehatan

Melaksanakan  penyusunan pengumpulan
data melalui Sistem Informasi Manajemen di
Puskesmas secara cepat dan akurat

Mengembangkan Sistem informasi Manajemen Kesehatan

Meningkatkan Pengelolaan
keuangan yang akuntabel
dan transparan serta
pelayanan administrasi
kepegawaian, kehumasan,
hukum,  kerjasama,
keorganisasian dan
ketatalaksanaan

Melaksanakan Penatausahaan Keuangan
melalui Simda keuangan

Optimalisasi rekonsiliasi dan kompetensi SDM dalam penatausahaan
keuangan

Penyediaan barang dan jasa untuk
pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan anggaran barang dan jasa untuk pelayanan
administrasi perkantoran
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan : Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat, peningkatan mutu kesehatan lingkungan menuju
kemandirian untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan seluruh masyarakat

Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Meningkatnya
akses dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
Keluarga
meliputi
kesehatan ibu,
bayi, balita,
remaja, lansia
dan gizi
masyarakat

Menurunya
Angka
Kematian
Ibu (AKI)

Program
peningkatan
keselamatan
ibu
melahirkan
dan anak

Persentase Ibu
Hamil
mendapatkan
pelayanan ibu
hamil sesuai
standar (SPM)

% 87 85 100 100 100 100 100 100

Persentase
penanganan
komplikasi
maternal

% 100 100 100 100 100 100 100

Persentase ibu
bersalin
mendapatkan
pelayanan
pesalinan
sesuai standar
(SPM)

% 99 96 97 98 99 99 100 100

Cakupan % 92 96 99 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
pelayanan
Nifas

Deteksi dan
penatalaksana
an risiko tinggi
pada ibu dan
anak

Persentase
Deteksi Dini
Bumil Resti
oleh Nakes

% 20 20 20 20 20 20 20

Persentase
persalinan di
fasilitas
pelayanan
kesehatan
(PF)

% 97 98 99 99 100 100 100

Persentase
Puskesmas
yang
melaksanakan
program
perencanaan
kehamilan dan
pencegahan
komplikasi

% 100 100 100 100 100 100 100

Pembahasan
kasus
maternal dan
neonatal

Persentase
Pembahasan
Kasus
Maternal dan
neonatal

% 100 100 100 100 100 100 100

Program
peningkatan

Cakupan KB
aktif

% 80.3 80 80 80 80 80 80 80
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
keselamatan
ibu
melahirkan
dan anak

Pelayanan KB Persentase
Puskesmas
Melaksanakan
Pelayanan KB
sesuai Standar

% 100 100 100 100 100 100 100

Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Persentase
Kunjungan
Kesehatan
Remaja

% 70 75 80 80 80 80 80

Kegiatan
Kesehatan
Remaja

Persentase
remaja
mendapatkan
pelayanan
kesehatan

% 100 100 100 100 100 100 100

Persentase
remaja putri
yang
mendapat
Tablet
Tambah Darah
(TTD) (%)

% 20 20 30 40 50 60 60

Menurunnya
Angka
Kematian
bayi

Program
peningkatan
keselamatan
ibu
melahirkan
dan anak

Cakupan
Kunjungan
Bayi

% 88 91 94 97 100 100 100

Cakupan
kunjungan
neonatus

% 80 85 90 95 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Deteksi dan
penatalaksana
an risiko tinggi
pada ibu dan
anak

Persentase
bayi baru lahir
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
(SPM)

% 95 95 96 97 98 100 100

Cakupan
Komplikasi
Neonatal
yang ditangani

% 100 100 100 100 100 100 100

Pembahasan
kasus
kematian Ibu
dan Bayi

Persentase
pembahasan
kasus neonatal

% 100 100 100 100 100 100 100

Menurunnya
Angka
Kematian
Balita

Program
peningkatan
keselamatan
ibu
melahirkan
dan anak

Cakupan
Kunjungan
Balita

% 90 80 85 85 90 95 100 100

Deteksi dan
penatalaksana
an risiko tinggi
pada ibu dan
anak

Persentase
Balita
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
(SPM)

% 90 80 80 85 90 95 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Persentase
Balita Gizi
buruk

program
Perbaikan
gizi
masyarakat

Persentase
Balita Gizi
buruk
tertangani

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan
desa/keluraha
n dengan
konsumsi
garam
beryodium
baik

% NA 82 82 83 83 83 83 83

Penyusunan
peta informasi
masyarakat
kurang gizi

% NA 100 100 100 100 100 100 100

Pemberian
tambahan
makanan dan
vitamin

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Penanggulang
an Kurang
Energi Protein
(KEP), Anemia
Gizi Besi,
Gangguan
Akibat kurang
Yodium
(GAKY),
Kurang
Vitamin A, dan
Kekurangan
Zat Gizi Mikro
Lainnya

% 100 100 100 100 100 100 100

Persentase ibu
hamil KEK
yang
mendapat
makanan
tambahan

% 68 70 75 80 85 90 100 100

Persentase
bumil Kurang
Energi Kronik

% NA 21,2 19,7 18,2 17,7 15 12,3 12,3

Persentase
Balita Stunting

% <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

Presentasei
bayi dengan
BBLR yang
ditangani

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Cakupan Balita
Gibur yang
mendapat
perawatan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan ASI
Eksklusif

% 59 55 60 65 70 75 80 80

Persentase
bayi lahir yang
diberi IMD

% NA 50 55 60 65 70 75 75

Persentase
balita kurus
mendapat
PMT

% NA 85 90 95 97 100 100 100

Persentase
lansia
mendapatka
n pelayanan
kesehatan
sesuai
standar

program
Pelayanan
Pemeliharaan
Kesehatan
lansia

Persentase
Skrining
Kesehatan
Lansia

% NA 30 30 35 40 45 50 50

Pelayanan
pemeliharaan
kesehatan
lansia

Persentase
Puskesmas
santun lansia

% NA 10 10 10 20 20 30 30

Meningkatnya
mutu sanitasi
lingkungan
perumahan
dan
pemukiman
yang

Persentase
Rumah yang
memenuhi
syarat
kesehatan

Program
Pengembang
an
Lingkungan
Sehat

Persentase
Desa /
Kelurahan
yang
melaksanakan
5 Pilar STBM

% 3% 5 10 15 20 25 30 30
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
memenuhi
syarat
kesehatan

Penyelenggara
an penyehatan
lingkungan

Persentase
Penduduk
Akses
terhadap air
minum
berkualitas

% 85 87 90 95 100 100 100

Penyuluhan
menciptakan
lingkungan
sehat

Persentase
Kualitas air
minum yang
memenuhi
syarat

% 84 86 90 95 100 100 100

Persentase
Penduduk
yang
menggunakan
jamban sehat

% 50 55 60 65 70 75 75

Persentase
Desa Open
Defecation
Free (ODF)

% 52 57 62 67 70 75 75

Persentase
Inspeksi
Sanitasi
Rumah Sehat

% 100 100 100 100 100 100 100



102

Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Persentase
TPM
memenuhi
syarat
higiene
sanitasi

Program
Pengembang
an
Lingkungan
Sehat

Persentase
TPM yang
memperoleh
Sertifikat Laik
syarat
kesehatan

% 14 18 23 27 30 35 35

Penyuluhan
menciptakan
lingkungan
sehat

Persentase
Inspeksi
Sanitasi TPM
Secara berkala

% 100 100 100 100 100 100 100

Tempat-
tempat
umum
memenuhi
syarat

Program
Pengembang
an
Lingkungan
Sehat

Persentase
Pasar dan TTU
yang dilakukan
penyemprotan
vektor lalat

% 30 35 38 41 45 50 50

Penyemprotan
/
Pemberantasa
n Vektor
Penyakit dan
Penyelenggara
an Penyehatan
Lingkungan

Persentase
Inspeksi
Sanitasi TTU
Secara berkala

% 100 100 100 100 100 100 100

Lomba TTU
yang sehat

% 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
Masyarakat

Cakupan pos
UKK yang
terbentuk
formal dan
informal

Program
Pencegahan
dan
pemberantas
an penyakit

Persentase
puskesmas
yang
menyelenggar
akan
kesehatan
kerja dasar

% NA 20 30 40 50 60 60
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Peningkatan
kesehatan
keluarga,
tenaga kerja
dan kesehatan
jiwa

Persentase
puskesmas
yang telah
menerapkan
K3  baik sektor
formal
maupun
informal

% NA 20 30 40 50 60 60

Persentase
puskesmas
yang
melaksanaka
n kegiatan
kesehatan
olah raga
pada
kelompok
masyarakat
diwilayah
kerjanya

Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat ,

Cakupan
kelompok
olahraga
masyarakat
yang dibina
kesehatan

% 50 60 70 80 90 100 100

penanggulang
an masalah-
masalah
kesehatan

Persentase
kegiatan
kesehatan
olahraga yang
terbentuk
pada
kelompok
masyarakat di
wilayahnya

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Meningkatnya
perlindungan
kesehatan
masyarakat
melalui
program
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan

Cakupan
penduduk
miskin non
kuota  yang
mempunyai
JPK

Program
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin

Cakupan
penduduk
yang memiliki
JPK

% 65 66 66,5 67 67,5 68 68

Pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin
dipuskesmas
dan
jaringannya

Jumlah
Advokasi
Pemda untuk
membayar
premi
masyarakat
miskin yang
tidak tercover
Kartu
Indonesia
Sehat

jmlh 1 1 1 1 1 1 1

Cakupan
pelayanan
kesehatan
dasar
masyarakat
miskin

Program
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin

Persentase
masyarakat
miskin sakit
yang
tertangani di
FKTP

% 100 100 100 100 100 100 100

Pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin
dipuskesmas
dan
jaringannya

Pelayanan
kesehatan
dasar bagi
masyarakat
miskin sesuai
standar

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
masyarakat
miskin

Program
kemitraan
peningkatan
pelayanan
kesehatan

Persentase
masyarakat
miskin sakit
yang
tertangani di
FKTR

% 100 100 100 100 100 100 100

Kemitraan
pengobatan
lanjutan bagi
pasien rujukan

Jumlah
Kerjasama
dengan PPK
III

RS 4 RS 7 RS 10 RS 10 RS 10 RS 10 RS 10 RS

Persentase
penanganan
terhadap
pengaduan
pelayanan
kesehatan
rujukan

% 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya
Perilaku
kesehatan
masyarakat di
Tatanan
Rumah Tangga
dan Institusi

Persentase
PHBS
tatanan
rumah
tangga
strata utama
dan
paripurna

Promosi
kesehatan
dan
Pemberdayaa
n masyarakat
dan  Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Persentase
PHBS Rumah
Tangga strata
utama dan
paripurna

% 55 65 70 75 80 85 85

Persentase
PHBS Institusi
pendidikan
strata utama
dan paripurna

% 55 60 65 70 75 80 80
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Indeks
Keluarga
Sehat

% 50 50 55 60 65 70 70

peningkatan
kesehatan
masyarakat,
BOK

Pendataan
Keluarga
Sehat pada
tatanan rumah
tangga
dengan total
covered
secara berkala

% 60 70 80 90 100 100 100

Persentase
Puskesmas
yang
melaksanakan
Perkesmas
sesuai standar

% 75 80 85 90 95 100 100

Pengembanga
n media
promosi dan
informasi
sadar hidup
sehat

Persentase
Puskesmas
melaksanakan
penyuluhan
melalui media
cetak di
wilayahnya

% 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan
masyarakat
pola hidup
sehat

Persentase
puskesmas
melaksanakan
penyuluhan
luar ruangan
di wilayahnya

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Persentase
Puskesmas
melaksanakan
penyuluhan
melalui media
elektronik

% 100 100 100 100 100 100 100

Penyelenggara
n lomba-
lomba
kesehatan

Persentase
lomba-lomba
kesehatan

% 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat
pada bidang
Kesehatan

Cakupan
Desa/Kel
Siaga Aktif
strata
Mandiri  (%)

Promosi
kesehatan
dan
Pemberdayaa
n masyarakat

Persentase
Posyandu
Strata
purnama dan
Mandiri

% 66 70 70 70 70 70 70

Kabupaten/kec
amatan sehat

Jumlah
regulasi
kesehatan
yang
diterbitkan

Jmlh 2 2 2 2 2 2 2

Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
Pada Usia
Pendidikan
Dasar dan
Lanjutan

Persentase
Puskesmas
yang
melaksanaka
n
penjaringan
kesehatan

Promosi
kesehatan
dan
Pemberdayaa
n masyarakat

Persentase
siswa kelas 1
yang diperiksa
kesehatannya

% 85 87,5 90 92,5 95 95 95
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
untuk
peserta didik
kelas 1 dan
kelas 7

Persentase
siswa kelas 7
yang diperiksa
kesehatannya

% 55 60 65 70 75 80 80

Penyuluhan
masyarakat
pola hidup
sehat

Persentase
anak usia
pendidikan
dasar yang
mendapatkan
skrining
kesehatan
sesuai standar
(SPM)

% 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah
advokasi dan
Penguatan
Tim Pelaksana
UKS Sekolah
dan Tim
pembina UKS
tingkat kab
dan
kecamatan

juml
ah
kec

NA 5 kec 10 kec 15 kec 20 kec 20 kec 20 kec

Menurunnya
angka
kesakitan dan
kematian
akibat penyakit
menular

Cakupan
penemuan
semua kasus
TB  (Case
Notification
Rate)

Program
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Penyakit

angka
keberhasilan
pengobatan
TB paru BTA
positif
minimal 85%

% 74,7 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
langsung Pelayanan

pencegahan
dan
penanggulang
an penyakit
menular

Persentase
Orang dengan
TB
mendapatkan
pelayanan TB
sesuai standar
(SPM)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

proporsi
sediaan dahak
yang diperiksa
≤ 48 jam

% 100 100 100 100 100 100 100 100

proporsi
rujukan
suspek TB
MDR

% 100 100 100 100 100 100 100 100

proporsi uji
silang slide TB

% 70 75 80 85 90 100 100 100

Jumlah
puskesmas
yang memiliki
tenaga terlatih
TB

jmlh 13 15 18 25 30 35 35 35
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Persentase
angka kasus
HIV yang
diobati

Program
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Penyakit

Persentase
orang berisiko
terinfeksi HIV
mendapatkan
pemeriksaan
HIV sesuai
standar

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Pelayanan
pencegahan
dan
penanggulang
an penyakit
menular

proporsi
Puskesmas
dan RS yang
melaksanakan
TIPK

% 28,2 42,72 70 100 100 100 100 100

Persentase
VCT mobile di
lokasi sasaran
berisiko HIV
AIDS

% 50 60 70 80 90 100 100

Persentase
Penderita
Kusta
Selesai
Berobat
(Releas
From

Program
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Penyakit

proporsi
penderita
kusta yang
diobati

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Treatment/R
FT)

Pelayanan
pencegahan
dan
penanggulang
an penyakit
menular

Proporsi kasus
kusta yang
dilakukan
penemuan dan
pelacakan

% 100 100 100 100 100 100 100

Program
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Penyakit

Cakupan
penderita
pnemonia
balita yang
ditangani

% 100 100 100 100 100 100 100

Pelayanan
pencegahan
dan
penanggulang
an penyakit
menular

Persentase
pelayanan
penemuan,
pencegahan,
penanggulang
an penyakit
pneumonia
balita

% 100 100 100 100 100 100 100

Program
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Penyakit

Cakupan balita
diare yang
ditangani

% 100 100 100 100 100 100 100

Pelayanan
pencegahan
dan
penanggulang
an penyakit
menular

Persentase
pelayanan
pencegahan
dan
penanggulang
an penyakit
Diare

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Menurunnya
Angka
kesakitan
penyakit
menular
bersumber
binatang

Angka
Penderita
Malaria Baru
API <1 per
1.000
penduduk

Program
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Penyakit

proporsi
penderita
malaria yang
diobati

% 100 100 100 100 100 100 100 100

pencegahan
penularan
penyakit
endemik/
epidemik

jumlah kasus
indegenus

222 <
100

0 0 0 0 0 0

proporsi
penderita
malaria yang
dilakukan
pelacakan
kasus

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase
pelacakan dan
penanganan
kasus malaria

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Inciden Rate
DBD < 49
per 100.000
penduduk

Angka
Kematian DBD
(%)

<1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%

penyemprotan
/ fogging
sarang
nyamuk

proporsi
Penderita DBD
yang
dilakukan
pelacakan
kasus

% 100 100 100 100 100 100 100 100



113

Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
proporsi
Penderita DBD
yang ditangani

% 100 100 100 100 100 100 100 100

proporsi
wilayah yang
mendapat
respon tindak
lanjut
penanganan
DBD

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan
kasus filariasis
ditangani

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Menurunnya
kasus penyakit
tidak menular
dan
terkelolanya
kasus PTM

Proporsi
kasus
hipertensi di
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Puskesmas
dan RS)

Program
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Penyakit

persentase
orang dengan
penyakit
Hipertensi
yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai
standar:
(SPM).

% 100 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Proporsi
Kasus
Diabetes
Milletus di
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

persentase
orang dengan
penyakit
Diabetes
Millitus  yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
(SPM).

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase
warga negara
usia 15–59
tahun
mendapatkan
skrining
kesehatan
sesuai standar
(SPM).

% NA NA 100 100 100 100 100 100

Persentase
orang dengan
gangguan jiwa
berat yang
mendapat
Pelayanan
kesehatan
sesuai standar
(SPM).

% 100 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Pencegahan
dan
penanganan
penyakit Tidak
Menular

Persentase
opd/sekolah
yang
menyelenggar
akan
Kawasan
Tanpa Rokok

% NA 0 5 10 15 20 25 25

Persentase
perempuan
usia 30 sd 50
tahun yang
skiring kanker
serviks dan
payudara

% NA 1 2 3 5 7 10 10

jumlah
Puskesmas
yang
melaksanakan
Pandu PTM

juml
ah
pusk

0 0 5 10 15 20 25 35

Jumlah
Puskesmas
mampu
memberikan
pelayanan
kesehatan jiwa
sesuai standar

juml
ah
pusk

0 0 5 10 15 20 25 35
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Jumlah
Peningkatan
kapasitas bagi
pengelola PTM

juml
ah
pusk

0 0 35 35 35 35 35 35

Jumlah
pelatihan
Provider IVA
dan SADARI
bagi nakes

juml
ah
pusk

0 0 2 pusk 5 pusk 10
pusk

15
pusk

15
pusk

35 pusk

Persentase
peralatan
Kriyo therapi
di Puskesmas

% 0 0 0 2 4 4 4 12

Jumlah
Puskesmas
yang
melaksanakan
deteksi dini
IVA dan
SADARI
terhadap
perempuan
usia 30-50
tahun di
puskesmas

juml
ah
pusk

35 35 35 35 35 35 35 35
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Jumlah
sosialisasi
deteksi dini Ca
Cervik dan Ca.
Payudara di
tingkat linsek

juml
ah
kec

20 20 20 20 20 20 20

jumlah
sosialisasi
Upaya
berhenti
merokok/KTR
bagi siswa
SLTP/SLTA

Juml
ah
seko
lah

0 5 10 15 20 20 20

jumlah
puskesmas
yang
mendapatkan
peningkatan
kapasitas
pengendalian
dan
pencegahan
masalah jiwa
dan Napza
bagi pelaksana
jiwa

jum
pusk

0 35 35 35 35 35 35
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Meningkatnya
Upaya
Pencegahan
Penyakit yang
Dapat Dicegah
Dengan
Imuinisasi
(PD3I)

Cakupan/
prosentase
Desa/Kel-
Universal
Child
Immunizatio
n (UCI) atau
semua anak
bayi yang
diimunisasi

Program
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Penyakit

Persentase
bayi yang
memperoleh
imunisasi
dasar lengkap

% 98 98,5 99 99,5 100 100 100

Pelayanan
vaksinasi bagi
balita dan
anak sekolah

Persentase
anak sekolah
SD atau
sederajat yang
mendapatkank
an vaksin BIAS
sebesar ≥
98%.

% ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98

Peningkatan
pemantauan
rantai dingin
vaksin

% 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan
penemuan
suspek
Acute
Flaccid
Paralysis
(Surveilans
AFP) atau

Program
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Penyakit ,

Presentase
Pemeriksaan
bipsi sampel
AFP Polio

% 100 100 100 100 100 100 100

Peningkatan
Surveilans
Epidemiologi &
Penanggulang

pertemuan
surveilans bagi
petugas di
puskesmas

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
lumpuh
layuh
mendadak
bukan
karena ruda
paksa dan
usia dibawah
15 tahun

an Wabah Presentase
kelengkapan
laporan
mingguan W2
≥ 80%

% ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80

Presentase
ketepatan
laporan
mingguan W2
≥ 90%

% ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90

Program
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Penyakit ,

Persentase
calon jemaah
haji yang
memenuhi
syarat
Istithaah
Kesehatan

% 100 100 100 100 100 100 100

Peningkatan
Surveilans
Epidemiologi &
Penanggulang
an Wabah

Pemeriksaan
kesehatan
jamaah
hajisecara
periodik bagi
jemaah haji

% 100 100 100 100 100 100 100

Penerapan
aplikasi e-
BKJH secaran
online

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Meningkatny
surveilance
Penyakit,
penanggulan
gan Kejadian
Luar
Biasa&Benca
na/krisis
kesehatan

Program
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Penyakit ,

Cakupan
desa/keluraha
n mengalami
KLB yang
dilakukan
penyelidikan
Epidemilogi
kurang dari 24
jam

% 100 100 100 100 100 100 100

Peningkatan
Surveilans
Epidemiologi &
Penanggulang
an Wabah

Persentase
Bencana dan
Krisis
Kesehatan
yang ditangani
paska
penerapan
tanggap
darurat sesuai
standar

% 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah
Puskesmas
yang memiliki
Tim Reaksi
Cepat Terlatih

Jmlh 35 35 35 35 35 35 35

Meningkatnya
mutu dan
akses
pelayanan

Persentase
RS yang
Terakreditasi
Paripurna

Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan

Persentase
FKTR
Terakreditasi

RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS 3 RS
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
kesehatan
yang
terstandarisasi

Penyelenggara
an akreditasi
Fasilitas
pelayanan
kesehatan

Pembinaan
rumah sakit
dengan visitasi
secara
konsisten,
terpadu, dan
terstandar

Unit 3 3 3 3 3 3 3

Persentase
Puskesmas
Terakreditasi

Persentase
FKTP
Terakreditasi

% 60 70 80 90 100 100 100

Penyelenggara
an akreditasi
Fasilitas
pelayanan
kesehatan

Persentase
pendampingan
akreditasi
puskesmas

% 100 100 100 100 100 100 100

Persentase
Labkesda
terakreditasi

Penyelenggara
an akreditasi
Fasilitas
pelayanan
kesehatan,
Pelaksanaan
program PMI
dan PME

Persentase
pendampingan
akreditasi
labkes  dan
pelaksanaan
program PMI
dan PME

% 0 0 100 100 100 100 100 100

Indeks
Kepuasan
Masyarakat

Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan

Persentase
puskesmas
mencapai Nilai
Kinerja Baik

% 30 50 50 60 60 70 70
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Penyelenggara
n/peningkatan
gugus kendali
mutu

Persentase
puskesmas
yang
melaksanakan
standar
kepatuhan
manajemen
minimal 80 %

% 37,1 50 75 100 100 100 100

Persentase
Fasilitas
layanan
kesehatan
dasar dan
rujukan yang
dibina

% 100 100 100 100 100 100 100

Program
pengadaan,
peningkatan
dan
perbaikan
sarana dan
prasarana
puskesmas/
puskemas
pembantu
dan
jaringannya

persentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana
puskesmas
dan
jaringannya
sesuai
permenkes
75/2014

% 60 70 75 75 80 85 85

pengadaan,
peningkatan
dan perbaikan
sarana dan
prasarana
puskesmas/
puskemas
pembantu dan
jaringannya

Persentase
Puskesmas
dengan sarana
dan prasarana
memenuhi
standar

% 60 70 75 75 80 85 85
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Persentase
puskesmas
dengan
bangunan
memenuhi
standar

% 60 70 75 75 80 85 85

Persentase
Puskesmas
dengan
petugas PSC
Aktif

% 100 100 100 100 100 100 100

Peningkatan
pelayanan dan
penanggulang
an masalah
kesehatan

Persentase
pelayanan dan
penanggulang
an masalah
kesehatan
untuk
kegawatdurata
n (Public
Safety Centre)

% 100 100 100 100 100 100 100

Persentase
Kapasitas
petugas PSC
(Public Safety
Centre) yang
memenuhi
kompetensi

% 0 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Meningkatnya
ketersediaan
dan mutu
sumber daya
manusia
kesehatan
sesuai dengan
standar
pelayanan
kesehatan

Ratio Dokter
Umum
Terhadap
Penduduk

Program
Pengembang
an SDM
Kesehatan
dan
Database
Dan
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

Persentase
Puskesmas
yang memiliki
9 tenaga
kesehatan
minimal

% 50 55 60 65 70 75 75

Sistem
pengendalian
mutu
kesehatan

Persentase
Tenaga
Kesehatan
memiliki STR

% 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah
Dokumen
Rencana
Kebutuhan
SDMK

jmlh 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah
Dokumen
Profil SDMK

jlmh 1 1 1 1 1 1 1

Rasio tenaga
bidan satuan
penduduk

Pendidikan
dan pelatihan
formal

Persentase
SDMK yang di
tingkatkan
kompetensiny
a

% 25 25 100 100 100 100 100

Menjamin
ketersediaan
dan
pemanfaatan

Persentase
fasilitas
pelayanan
kesehatan

Program
Obat dan
perbekalan
kesehatan

Persentase
Fasilitas
kesehatan
yang

Pengadaaan
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
sarana dan
prasarana
termasuk
sediaan
farmasi dan
perbekalan
kesehatan
serta
pengembanga
n obat
tradisional
guna
mendukung
mutu
pelayanan

yang
melaksanaka
n pelayanan
kefarmasian
sesuai
standar

melakukan
manajemen
pengelolaan
obat sesuai
standar

Persentase
puskesmas
dengan
ketersediaan
obat dan
vaksin
essensial
sesuai
strandar

% 96 96 96 96 96 96 96

Persentase
pemenuhan
reagensia dan
alat dalam
pengujian
sampel

% 80 80 90 90 100 100 100

pembinaan
teknis mutu
pelayanan
farmasi di
fasilitas
kesehatan

% 100 100 100 100 100 100 100

Persentase
Ketersediaan
Perbekalan
kesehatan dan
alat kesehatan
sesuai standar

% 60 60 60 70 70 70 70
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
pemenuhan
sarana dan
prasarana
distribusi dan
penyimpanan
obat

% 100 100 100 100 100 100 100

Menjamin
Peningkatan
mutu
pelayanan
keamanan
sediaan
farmasi,
perbekalan
kesehatan
serta makanan

Peresentase
sarana
produksi,
distribusi,
sediaan
farmasi,
perbekalan
kesehatan
dan pangan
yang
memenuhi
persyaratan
kesehatan

Program
Pengawasan
obat dan
makanan

Persentase
industri rumah
tangga pangan
yang berizin

% ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80

Pengawasan
obat dan
makanan

Persentase
pangan
produksi IRTP
dan pangan
jajan anak
sekolah yg
tidak
menggunakan
bahan-bahan
berbahaya

% 100 100 100 100 100 100 100

Persentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana
pemeriksaan
keamanan
pangan

% 50 60 70 80 90 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Meningkatkan
Sistem
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kinerja serta
Informasi
Kesehatan
yang handal,
akuntabel,
Realibel dan
Measurabel
sebagai bahan
pengambilan
keputusan

Nilai SAKIP
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Banjarnegar
a

Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan

Persentase
Jenis dan
jumlah
dokumen
perencanaan,
evaluasi dan
pelaporan
serta
pengelolaan
informasi
kesehatan
yang bisa
dihasilkan per
tahun oleh
Dinas
Kesehatan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD

Persentase
Dokumen
Perencanaan
yang tersusun

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Monitoring
dan Evaluasi

Persentase
Dokumen
Monitoring
dan Evaluasi
yang tersusun

% 100 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD

Persentase
Dokumen
Pelaporan
yang tersusun

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah
Dokumen
Renstra

jmlh 1 1

Jumlah Review
Renstra

jmlh 0 1 1 1 1 1 1

Jumlah
Dokumen IKU

jmlh 2 2 2 2 2 2 2

Jumlah
Dokumen
Renja

jmlh 76 76 76 76 76 76 76

Jumlah Seksi
dan Subag
menyusun
KAK dan RAB

jmlh 0 22 22 22 22 22 22

Jumlah
Dokumen
RKA/DPA

jmlh 152 152 152 152 152 152 152

Jumlah
Dokumen
Perjanjian
Kinerja

jmlh 2 2 2 2 2 2 2
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Jumlah
Dokumen
Rencana
Kinerja
Tahunan

jmlh 2 2 2 2 2 2 2

Jumlah
dokumen
anggaran
terpublikasi

jmlh 0 38 38 38 38 38 38

Jumlah
Dokumen RKO

Jmlh 38 38 38 38 38 38 38

Jumlah UPT
Puskesmas
yang
melaksanakan
PTP

jmlh 35 35 35 35 35 35 35

Jumlah UPT
Puskesmas
yang
melaksanakan
PKP

jmlh 35 35 35 35 35 35 35

Pengembang
an SDM dan
data base /
Pengembang
an Sistem

Persentase
Puskesmas
yang
menggunakan
Sistem

% 60 70 80 90 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Informasi
Kesehatan/
RS

Informasi
Kesehatan
Puskesmas
(SIMPUS)

Pengembanga
n Sistem
Informasi
Kesehatan/ RS

Persentase
jaringan
sistem
informasi
Puskesmas
secara intranet
dan internet

% 60 70 80 90 100 100 100

Persentase
Ketepatan dan
Kelengkapan
Laporan SP3

% 75 80 85 90 95 100 100

Terwujudnya
laporan
keuangan yang
transparan dan
akuntabel

Persentase
Dokumen
Laporan
Keuangan
yang tersaji
melalui
Simda
Keuangan

Program
peningkatan
pengembang
an sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan

Persentase
Dokumen
Keuangan
yang tersusun

% 100 100 100 100 100 100 100

Persentase
Puskesmas
melaksanakan
PPK BLUD

% 100 100 100 100 100 100 100

Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun

Jumlah
Dokumen
Laporan
Keuangan

jmlh 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok

Jumlah
Rekonsiliasi
Laporan
Keuangan

jmlh 153 153 380 380 380 380 380
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Jumlah
Laporan
Barang
Daerah

Jlmh 38 76 76 76 76 76 76

Jumlah
Puskesmas
yang
melaksanakan
PPK BLUD

jmlh 0 0 0 35 35 35 35 35

Ketersediaan
barang dan
jasa untuk
pelayanan
administrasi
perkantoran

Persentase
barang dan
jasa
peralatan
serta
perlengkapa
n kantor
yang
terpenuhi

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Persentase
barang,
peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
terpenuhi

% 100 100 100 100 100 100 100

Persentase
jasa peralatan
dan
perlengkapan
kantor yang
terpenuhi

% 100 100 100 100 100 100 100

Penyediaan
jasa peralatan
dan
perlengkapan
kantor

listrik,telpon,ai
r,internet,peng
iriman barang
terbayar

% 100 100 100 100 100 100 100

Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan

Tersedianya
jasa
administrasi
keuangan

% 100 100 100 100 100 100 100



132

Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor

peralatan dan
perlengkapan
kantor
tersedia

% 100 100 100 100 100 100 100

Penyediaan
bahan logistik
kantor

bahan logistik
kantor
tersedia

% 100 100 100 100 100 100 100

Kelengkapan
SOP

% 100 100 100 100 100 100 100

Kelengkapan
SPP

% 100 100 100 100 100 100 100

Penyediaan
jasa
administrasi
perkantoran
(PTT)

Persentase
tenaga PTT,
Kontrak dan
THL Terbayar

% 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatkan
pengelolaan
barang
inventaris,
barang pakai
habis,
pemeliharaan
sarana dan
prasarana,
pengadaan
barang/jasa

Ketersediaan
sarana dan
prasarana
representatif
untuk
menunjang
pelayanan

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Persentase
sarana dan
prasarana
representatif

% 100 100 100 100 100 100 100

Pembangunan
gedung kantor

Persentase
Gedung yang
Representatif

% 100 100 100 100 100 100 100

pengadaan
Kendaraan
dinas/operasio
nal

Persentase
pengadaan
kendaraan
dinas/operasio
nal di Dinas
dan UPT Dinas

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor

Persentase
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
di Dinas dan
UPT Dinas

% 100 100 100 100 100 100 100

Pengadaan
mebeleur

Persentase
pengadaan
mebeleur di
Dinas dan UPT
Dinas

% 100 100 100 100 100 100 100

Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor

Persentase
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
di Dinas dan
UPT Dinas

% 100 100 100 100 100 100 100

Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal

Persentase
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal  di Dinas
dan UPT Dinas

% 100 100 100 100 100 100 100

Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor

Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
di Dinas dan
UPT Dinas

% 100 100 100 100 100 100 100
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Sasaran Indikator
Sasaran Program

Indikator
Kinerja

Program
(outcome)

Kegiatan Indikator
Kegiatan Sat

Kondisi
Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
Akhir

Renstra
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor

Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
di Dinas dan
UPT Dinas

% 100 100 100 100 100 100 100
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Program & kegiatan Indikator
program

Capaian
indikator

2016

2018 2019 2020 2021 2022

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

1.02 . 15

Program Obat
dan
Perbekalan
Kesehatan

Persentase
puskesmas
dengan
ketersediaan
obat dan vaksin
esensial

96% 96% 3.000,00 98% 4.500,00 98% 4.500,00 100% 4.800,00 100% 4.900,00

1.02 . 16

Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Indeks Keluarga
Sehat NA 50% 620,00 55% 650,00 60% 725,00 65% 850,00 70% 950,00

1.02 . 17

Program
Pengawasan
Obat dan
Makanan

Presentase
sarana produksi,
distribusi,
sediaan farmasi,
perbekalan
kesehatan dan
pangan yang
memenuhi
persyaratan
kesehatan

NA 100% 75,00 100% 250,00 100% 250,00 100% 250,00 100% 250,00

1.02 . 18

Program
Pengembanga
n Obat Asli
Indonesia

Presentase
pengembangan
dan
pemanfaatan
penggunaan
obat tradisional

NA - - 70% 50,00 80% 70,00 90% 75,00

1.02 . 19

Program
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Persentase
PHBS tatanan
rumah tangga
strata utama
dan paripurna

69,7%(tida
k ada
strata)

65% 625,00 70% 1.000,00 75% 1.000,00 80% 1.000,00 85% 1.000,00
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Program & kegiatan Indikator
program

Capaian
indikator

2016

2018 2019 2020 2021 2022

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

1.02 . 20
Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat

Prosentase
Balita Gizi buruk
tertangani

100% 100% 2.000,00 100% 2.000,00 100% 2.050,00 100% 2.500,00 100% 2.500,00

1.02 . 21

Program
Pengembanga
n Lingkungan
Sehat

Persentase Desa
/ Kelurahan
yang
melaksanakan 5
Pilar STBM

NA 10% 4.500,00 15% 6.000,00 20% 6.000,00 25% 5.000,00 30% 4.000,00

1.02 . XX

Program
Pencegahan
dan
Pemberantasa
n Penyakit

Proporsi
Penderita DBD
yang ditangani

100% 100% 1.500,00 100% 1.500,00 100% 1.500,00 100% 1.500,00 100% 1.750,00

Prosentase bayi
yang
memperoleh
imunisasi dasar
lengkap

NA 98% 98,50% 99% 99,50% 100%

Angka
keberhasilan
pengobatan TB
paru BTA positif
minimal 85%

74,70% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85%

Persentase
Orang dengan
TB
mendapatkan
pelayanan TB
sesuai standar
(SPM PMK
43/2016)

NA 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase
angka kasus HIV NA 50% 52% 55% 58% 60%
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Program & kegiatan Indikator
program

Capaian
indikator

2016

2018 2019 2020 2021 2022

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

yang diobati

Persentase
orang berisiko
terinfeksi HIV
mendapatkan
pemeriksaan
HIV sesuai
standar (SPM
PERMENKES
43/2016)

NA 100% 100% 100% 100% 100%

Proporsi
penderita
malaria yang
diobati

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan
penemuan
suspek Acute
Flaccid Paralysis
(Surveilans AFP)
atau lumpuh
layuh mendadak
bukan karena
ruda paksa dan
usia dibawah 15
tahun

6 kasus 4 kasus 4 kasus 5 kasus 5 kasus 5 kasus

Presentase
orang dengan
penyakit HT
yang
mendapatkan

NA 100% 100% 100% 100% 100%
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Program & kegiatan Indikator
program

Capaian
indikator

2016

2018 2019 2020 2021 2022

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

pelayanan
kesehatan
sesuai standar
(SPM PMK
43/2016)
Presentase
orang dengan
penyakit  DM
yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai
standar(SPM
PMK 43/2016)

NA 100% 100% 100% 100% 100%

1.02 . 23

Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan

Jumlah
PUSKESMAS
terakreditasi;
Tingkatan
Akreditasi Hj.
Anna Lasmanah

10
PUSKESMA

S;
Paripurna

25
PUSKESM

AS;
Paripurna

1.500,00

30
PUSKESM

AS;
Paripurna

1.800,00

35
PUSKES
MAS;

Paripur
na

1.800,00

35
PUSKES
MAS;

Paripur
na

1.800,00

35
PUSKES
MAS;

Paripur
na

1.800,00

1.02 . 24

Program
pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin

Presentase
masyarakat
miskin sakit
yang tertangani

100% 100% 9.000,00 100% 10.000,0
0 100% 11.000,00 100% 13.000,00 100% 15.000,00

Persentase
fasilitasi
pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin

51% 100% 300 100% 400 100% 500 100% 500 100% 500
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Program & kegiatan Indikator
program

Capaian
indikator

2016

2018 2019 2020 2021 2022

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

1.02 . 25

Program
pengadaan,
peningkatan
dan perbaikan
sarana dan
prasarana
puskesmas/
puskemas
pembantu dan
jaringannya

Presentase
fasilitas
bangunan,
sarana dan
prasarana
puskesmas/
puskemas
pembantu dan
jaringannya
sesuai standar
permenkes
75/2014

NA 15% 13.000 20% 15.000,0
0 25% 16.000,00 30% 17.000,00 35% 16.000,00

1.02 . 28

Program
kemitraan
peningkatan
pelayanan
kesehatan

Presentase
masyarakat
miskin sakit
yang tertangani
di FKTR

100% 100% 350,00 100% 400,00 100% 450,00 100% 500,00 100% 550,00

1.02 . 30

Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan
lansia

Presentasae
skrining
kesehatan lansia 72% 30% 400,00 35% 400,00 40% 100,00 45% 100,00 50% 100,00

1.02 . 32

Program
peningkatan
keselamatan
ibu melahirkan
dan anak

Presentase Ibu
Hamil
mendapatkan
pelayanan ibu
hamil sesuai
standar

NA 86% 1.600,00 88% 1.975,00 90% 1.500,00 95% 1.500,00 100% 1.500,00

Persentase ibu
bersalin
mendapatkan
pelayanan

NA 97% 98% 99% 99% 100%



140

Program & kegiatan Indikator
program

Capaian
indikator

2016

2018 2019 2020 2021 2022

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

Target

Pagu
indikatif
(dalam
juta)

pesalinan sesuai
standar

Prosentase bayi
baru lahir
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar

NA 95% 96% 97% 98% 100%

Persentase anak
usia 0-59 bulan
yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan balita
sesuai standar

NA 80% 85% 90% 95% 100%

1.02 . 33

Program
pengembanga
n SDM dan
data base

Presentase
Puskesmas
melaksanakan
Simpus

50% 60% 140,00 70% 140,00 80% 140,00 90% 140,00 100% 140,00
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

A. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara
langsungmenunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran
RPJMD.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3
(tiga) dimensi dasar : (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2)
Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Mulai
tahun 2014 dengan metode perhitungan yang baru indikator pembentuk IPM meliputi
Angka Harapan Lama Sekolah; Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Hidup, dan
Pengeluaran riil perkapita

Angka harapan hidup merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia
seseorang dihitung sejak dilahirkan. Angka harapan hidup Kabupaten Banjarnegara
setiap tahunnya mengalami trend peningkatan yang cukup siginifikan. Meskipun
peningkatannya tidak cukup besar tetapi setiap tahun selalu meningkat. Hal ini berarti
bahwa ada peningkatan kesejahteraan di masyarakat setiap tahunnya.

Sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 terdapat 2 (dua) jenis
indikator dalam RPJMD yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator
Kinerja Kunci (IKK). Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberi
gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil
Kepala Daerah. Secara lengkap Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat
pada Tabel 7.1. Dan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya
saing ditetapkan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan Indikator Kinerja
Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel 7.2.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022

NO
INDIKATOR

KINERJA
SASARAN

SATUAN

KONDISI
AWAL

KINERJA
TARGET INDIKATOR SASARAN MISI

2016 2018 2019 2020 2021 2022

30 Angka Usia Harapan
Hidup

Tahun 73,69 73,80 73,87 73,94 74,01 74,08
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Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022

NO INDIKATOR KINERJA
KUNCI (IKK)

CAPAIAN
INDIKATOR

2016

TARGET

2018 2019 2020 2021 2022

1
Belanja Langsung
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar

1.02 Kesehatan
1 Indeks Keluarga Sehat NA 50% 55% 60% 65% 70%
2 Persentase PHBS tatanan

rumah tangga strata utama
dan paripurna

69,7%(tidak
ada strata)

65% 70% 75% 80% 85%

3 Prosentase Balita Gizi
buruk tertangani

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase Desa /
Kelurahan yang
melaksanakan 5 Pilar STBM

NA 10% 15% 20% 25% 30%

5 Proporsi Penderita DBD
yang ditangani

100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Prosentase bayi yang
memperoleh imunisasi
dasar lengkap

NA 98% 98,50% 99% 99,50% 100%

7 Angka keberhasilan
pengobatan TB paru BTA
positif  minimal 85%

74,70% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85%

8 Persentase angka kasus
HIV yang diobati

NA 50% 52% 55% 58% 60%

9 Proporsi penderita malaria
yang diobati

100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Cakupan penemuan suspek
Acute Flaccid Paralysis
(Surveilans AFP) atau
lumpuh layuh mendadak
bukan karena ruda paksa
dan usia dibawah 15 tahun

6 kasus 4 kasus 4 kasus 5 kasus 5 kasus 5 kasus

11 Presentase orang dengan
penyakit HT  yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan  sesuai standar:.

NA 100% 100% 100% 100% 100%

12 Presentase orang dengan
penyakit  DM  yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan  sesuai standar:.

NA 100% 100% 100% 100% 100%

13 Jumlah PUSKESMAS
terakreditasi; Tingkatan
Akreditasi Hj. Anna
Lasmanah

10
PUSKESMAS;

Paripurna

25
PUSKESM

AS;
Paripurna

30
PUSKES
MAS;

Paripur
na

35
PUSKES
MAS;

Paripur
na

35
PUSKES
MAS;

Paripur
na

35
PUSKESM

AS;
Paripurna

14 Presentase masyarakat
miskin sakit yang
tertangani di FKTP

100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Presentase  fasilitas
bangunan, sarana dan
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya sesuai standar
Permenkes 75/2014

NA 15% 20% 25% 30% 35%

16 Rasio Rumah Sakit per
satuan penduduk; BOR
(Bed Occupancy Rate) /

BOR=71.67%;
LOS=4,3 Hari;

TOI=1,38

BOR=60-
75%;

LOS=3-6

BOR=6
0-75%;
LOS=3-

BOR=6
0-75%;
LOS=3-

BOR=6
0-75%;
LOS=3-

BOR=60-
75%;

LOS=3-6
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NO INDIKATOR KINERJA
KUNCI (IKK)

CAPAIAN
INDIKATOR

2016

TARGET

2018 2019 2020 2021 2022
Pemanfaatan TT rawat
inap (%); ; LOS (Average
Length of Stay/Av LOS) /
Rata-rata hari perawatan
pasien (hari); TOI ( Turn
Over Interval) / Rata-rata
TT tidak digunakan (hari);
BTO ( Bed Turn Over) /
Frekuensi pemakaian TT

Hari;
BTO=75,41

kali

Hari;
TOI=1-3

Hari;
BTO=50-
70 kali

6 Hari;
TOI=1-
3 Hari;
BTO=5
0-70
kali

6 Hari;
TOI=1-
3 Hari;
BTO=5
0-70
kali

6 Hari;
TOI=1-
3 Hari;
BTO=5
0-70
kali

Hari;
TOI=1-3

Hari;
BTO=50-
70 kali

17 Kelengkapan jenis
pelayanan spesialis
(%/jenis)

14 Jenis 17 Jenis 18
Jenis

20
Jenis

21
Jenis

22 Jenis

18 Presentasae skrining
kesehatan lansia

72% 30% 35% 40% 45% 50%

19 Presentase Ibu Hamil
mendapatkan pelayanan
ibu hamil sesuai standar

NA 86% 88% 90% 95% 100%

20 Persentase ibu bersalin
mendapatkan
pelayanan pesalinan sesuai
standar

NA 97% 98% 99% 99% 100%

21 Prosentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

NA 95% 96% 97% 98% 100%

22 Persentase anak usia 0-59
bulan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan balita
sesuai standar

NA 80% 85% 90% 95% 100%
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara merupakan
pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan untuk lima tahun
mendatang sampai tahun 2022. Renstra juga disusun juga dijadikan pedoman dasar dalam
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama lima tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara memiliki tujuan
dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Kesehatan Kabupaten
Banjarnegara baik citra aparatur, masyarakat dan lingkungan yang ada di Kabupaten
Banjarnegara.

Tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan kesehatan harus
dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan  dalam program dan kegiatan unit
kerjanya,sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan secara
bersama-sama.

Pelibatan seluruh unsur jajaran kesehatan di Kabupaten Banjarnegara dalam karya
nyata dalam rangka menjabarkan visi dan misi kepala daerah merupakan hal yang paling
penting, sehingga visi dan misi itu dituangkan dalam karya yang nyata dalam membangun
Banjarnegara dalam bidang kesehatan. Untuk itu perlu penguatan peran para stakeholder
dalam pelaksanaan rencana kerja dinas kesehatan kabupaten demi  mewujudkan
kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas
pelayanan dasar. Dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017–2022 masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan karena
keterbatasan kemampuan dari tim perumus dan penyusun namun tetap berusaha
mengumpulkan data dan informasi yang dapat mendukung tersusunnya rencana
strategis ini.

Semoga pada tahun yang akan datang, rencana strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara dapat lebih baik dan sempurna baik substansi maupun
essensinya, dengan melaksanakan review rencana strategis guna mengevaluasi essensi
dokumen rencana strategis sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerahserta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 50/781/B.I/IJ Tanggal 24
Agustus 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Dokumen RPJMD dan Rencana
Strategis SKPD. Dengan adanya rencana strategis pula diharapkan dapat terwujud
tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara.
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DAFTAR SINGKATAN

AKB : Angka Kematian Bayi
AKABA : Angka Kematian Balita
AKI : Angka Kematian Ibu
SOT : Struktur Organisasi dan Tata Kerja
AFP : Acute Flaccid Paralysis
AKB : Angka Kematian Bayi
AKI : Angka Kematian Ibu
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APFP : Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
ART : Antiretroviral Terapi
ASI : Air Susu Ibu
Askeskin : Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin
API : Annual Paracyte Incidence
Bapelkes : Balai Pelatihan Kesehatan
Batra : Pengobat Tradisional
BBLR : Berat Badan Lahir Rendah
BGM : Bawah Garis Merah
Bimtek : Bimbingan Teknis
BLU : Badan Layanan Umum
BRSUD : Badan Rumah Sakit Umum Daerah
BP : Balai Pengobatan
BSB : Brigade Siaga Bencana
CDR : Case Detection Rate
CFR : Case Fatality Rate
CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil
DBD : Demam Berdarah Dengue
DVI : Disaster Victims Identification
EWORS : Early Warning Outbreak Recognition System
GAKY : Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
Gakin : Keluarga Miskin
HIV/AIDS : Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency

Syndrome
HCI : High Case Incidence
IMS : Infeksi Menular Seksual
ISO : International Standardization Organization
Iptek : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
JPK : Jaminan Pembiayaan Kesehatan
Juklak : Petunjuk Pelaksanaan
Juknis : Petunjuk Teknis
K1 : Kunjungan Pemeriksaan Ibu Hamil yang ke-1
K4 : Kunjungan Pemeriksaan Ibu Hamil yang ke-4
KAFI : Kesimpulan Analisis Faktor Internal
KAFE : Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal
Kesmas : Kesehatan Masyarakat
KEP : Kurang Energi Protein
KEK : Kurang Energi Kronis
KIA : Kesehatan Ibu dan Anak
KIE : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KKB : Klinik Keluarga Berencana
KKN : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KLB : Kejadian Luar Biasa
KN2 : Kunjungan Neonatus ke-2
KTI : Kawasan Timur Indonesia
Labkesda : Laboratorium Kesehatan Daerah
LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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Litbangkes : Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MB : Multi Basiler (Kusta Basah)
NAPZA : Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif
ODHA : Orang Dengan HIV/AIDS
PB : Pausi Basiler (Kusta Kering)
PBM : Proses Belajar Mengajar
P4K : Program Persiapan Persalinan dan Penanganan Komplikasi
PD3I : Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
PDB : Product Domestic Bruto
PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKK : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PKD : Poliklinik Kesehatan Desa
PKMD : Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa
PNS : Pegawai Negeri Sipil
PONEK : Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif
PONED : Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Darurat
Polindes : Pondok Bersalin Desa
Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
PP : Peraturan Pemerintah
PP-PL : Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
PPSDM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia
PPSDMK : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat
PTT : Pegawai Tidak Tetap
PUPNS : Pendataan Umum Pegawai Negeri Sipil
Renja : Rencana Kerja
RB : Rumah Bersalin
RFT : Release From Treatment
Renstra : Rencana Strategis
Resti : Resiko Tinggi
RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RPJM-N : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJM-D : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RS : Rumah Sakit
SC : Safe Community
SDKI : Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDM : Sumberdaya Manusia
SIK : Sistem Informasi Kesehatan
SIMKA : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SIMRS : Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit
SIMPUS : Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
SJKN : Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
SKD : Sistem Kesehatan Daerah
SKK : Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota
SKN : Sistem Kesehatan Nasional
SKP : Sistem Kesehatan Provinsi
SKPG : Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
SOP : Standar Operasional Prosedur
SPAL : Sarana Pembuangan Air Limbah
SPGDT : Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu
SPM : Standar Pelayanan Minimal
TB : Tuberkulosis
TPS : Tempat Pembuangan Sementara
TPA : Tempat Pembuangan Akhir
TKHI : Tim Kesehatan Haji Indonesia
TOGA : Tanaman Obat Keluarga
TOT : Training of Trainers
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TTU : Tempat-tempat Umum
UCI : Universal Child Immunization
UHH : Umur Harapan Hidup
UKBM : Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UNICEF : United Nations International Children’s Emergency Fund
UPTD : Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU RI : Undang-Undang Republik Indonesia
UUD : Undang-Undang Dasar
WHO : World Health Organizatiion
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